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KATA PENGANTAR q

Pencipta, atas perkenan-
oran Keuangan Pemerintah
gan baik. Buku ini menjelaskan
keuangan di lingkungan pemerintah

Nya buku teknis Penyusunan
Daerah ini akhirnya dapat.di

yang mengacu pa andar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagai
turun i uran tersebut, pemerintah telah mengeluarkan

a basis akrual penuh.

Sebagai konsekuensi dari amanah yang dicantumkan pada peraturan
tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah
daerah diwajibkan menyusun kebijakan akuntansi dan Sistem Akuntansi
Pemerintahan Daerah (SAPD) paling lambat tanggal 31 Mei Tahun



2014 dan penerapan SAP Berbasis Akrual tersebut diberlakukan mulai
tahun anggaran 2015.

Buku ini tidak hanya menjelaskan tentang konsep komponen laporan
keuangan pemerintah daerah yang merujuk pada Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2013, tapi dalam penulisan buku ini dilengkapi dengan
contoh yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lain
Penulis berharap, buku yang telah disusun dengan mempertimban

yang sempurna kecuali dari yang maha berka
dipandang sebagai sesuatu yang dinamis ya
untuk ditingkatkan mutunya.

Karena itu kritik dan saran ya bangun dari para pembaca,

sangat kami harapkan untuk peni alitas buku ini.
Dalam menyusun buku it kesulitan dan hambatan
yang penulis alami tetapi dorongan dan semangat dari

semua Fihak, akhirny pu menyelesaikan buku ini. Oleh
karena itu, pada k ini penulis mengucapkan terima kasih
yang sedalam-da

Penulis

Dr. H. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak, Ak, CA.
Dr. Rosmery Elsye, S.H., M.Si.
Ira Meiyenti, S.IP., M.Si.
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PELAPORAN KEUANGAN q
A. Entitas Akuntansi da ran

Entitas akuntansi merup pemerintahan yang menge-
lola anggaran, kekaya wajiban serta menyelenggarakan

akuntansi dan menyaji uangan atas dasar akuntansi yang
diselenggarakan.

Entitas pe z an unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau | : ntansi yang menurut ketentuan peraturan

ajib menyajikan laporan pertanggungjawaban,

atuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau
organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan
satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat
pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan
terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk
pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan
lainnya.



B. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi
yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.
Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggara
yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas
efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan keta
terhadap peraturan dan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melapokk
upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai d
kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada sua
untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sum erta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada rintah daerah dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sec

2. Manajemen

ran keuangan untuk mengevaluasi
h dalam periode pelaporan sehingga
, pengelolaan dan pengendalian atas
pemerintah daerah untuk kepentingan

Membantu para p
pelaksanaan kegiatan
memudahkan fungsi
seluruh aset
masyarakat.

formasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
asarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
ahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
nya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah pene-
rimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai
seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan
datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
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C. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas
dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun
politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode
berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

2.  Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperole er
daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan ang
ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumbe
yang digunakan dalam kegiatan pemerintah d
yang telah dicapai.

4. Menyediakan informasi mengenai bagai
mendanai seluruh kegiatannya dan men

5. Menyediakan informasi menge
pemerintah daerah berkaitan d
baik jangka pendek maupun j
dari pungutan pajak danf pinj

6. Menyediakan informasi

pemerintah daer

erintah daerah
utuhan kasnya.
gan dan kondisi
ber-sumber penerimaannya,
g, termasuk yang berasal

perubahan posisi keuangan
galami kenaikan atau penurunan,

pembiayaan, as eWajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas
pelap dituangkan dalam bentuk laporan keuangan.

i Dasar Pelaporan Keuangan

si dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah
anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
uktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi
dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk
menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antarunit
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instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi
terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk
menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.
Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di
luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas
kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-
piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau
tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.

2. Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa enti
akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemeri
tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entit
jangka pendek.

3. Asumsi keterukuran dalam Satuan Uang (Mon
Measurement)

Laporan keuangan entitas p harus menyajikan setiap
kegiatan yang diasumsikan dapat/dinilai gan satuan uang. Hal ini
diperlukan agar memungkin
dalam akuntansi.

(Relevance)

ran keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila
infearmasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan
gguna laporan keuangan. Informasi yang relevan harus:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa
laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi
yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau
mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.
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b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laporan
keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna
laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan
hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu (timeliness), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan
berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuang

d. Lengkap (complete), artinya bahwa penyajian laporan keua
pemerintah daerah harus memuat informasi yang s
mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi
mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna lag
Informasi yang melatarbelakangi setiap butir infor,

termuat dalam laporan keuangan harus diungkap as agar

kekeliruan dalam penggunaan informasi terse

2. Andal (Reliable)

Informasi dalam laporan keuangandpemeri rah harus bebas
dari pengertian yang menyesatkan lahan material, menyajikan
setiap kenyataan secara jujur, se iverifikasi. Informasi yang
andal harus memenuhi karakteri

a. Jujur (representation
pemerintah daer
dengan jujur tr

inya bahwa laporan keuangan
t informasi yang menggambarkan

ability), artinya bahwa laporan keuangan
harus memuat informasi yang dapat diuji,

as (neutral), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi
utuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan Fihak tertentu. Tidak
boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan
Fihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan Fihak lain.

Dapat Dibandingkan (Comparable)

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah
daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan
keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah
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daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara
internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan
bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama
dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan
bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan
akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami (Understandable)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haru
dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyata
bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pe
pengguna laporan.

Menurut PP 71 tahun 2010, prinsip a
keuangan dimaksudkan sebagai ket n yan hami dan ditaati
oleh pembuat standar dalam meny st r, penyelenggara akuntansi
dan pelaporan keuangan dala iatannya, serta pengguna
laporan keuangan dalam m n keuangan yang disajikan.

Delapan prinsip ya n dalam akuntansi dan pelaporan

un kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum negara/
rah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan Fihak luar/
asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis
kas, maka LRA disusun berdasar basis kas, berarti pendapatan dan
penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening
kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan. Serta belanja,
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transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan
dari rekening kas umum negara/daerah. Namun demikian, jika anggaran
disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun
berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa
aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya
transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh
pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara
kas diterima atau dibayarkan.

2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara ka
atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperol

dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
diandalkan daripada penilaian lain karena |
diverifikasi. Dalam hal tidak terdapaténilai hi
nilai wajar aset atau kewajiban t

ebih dapat
ktif dan dapat
apat digunakan

3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, penda as yang telah diotorisasikan
melalui anggaran pem periode akuntansi akan digunakan
untuk membayar ut dalam periode tersebut. Mengingat
LRA masih merupal ang wajib disusun, maka pendapatan

ubstansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over

formasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi
ta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau
peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan
substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas.
Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda
dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan
dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).
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5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan
perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas
dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan,
triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadi
serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelapo
konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidal
perubahan dari satu metode akuntansi ke metode ak
Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah deng
metode yang baru diterapkan mampu me asi yang
lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh
metode ini diungkapkan dalam Catatan atas

7. Prinsip Pengungkapan Lengk

Laporan keuangan menyaji lengkap informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna. i ya ibutuhkan oleh pengguna
laporan keuangan dapat di a lembar muka (on the face)
Laporan Keuangan.

n laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pe-
keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan
gkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan per-
angan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat
melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau
pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan
terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat
tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi,
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sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah,
atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi,
sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

G. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah seti
keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang.i
dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keua
relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau kare
alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala
akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan
pemerintah hanya diharuskan memuat in asidyang memenuhi
kriteria materialitas. Informasi dip g ma apabila kelalaian
untuk mencantumkan atau kesalah al encatat informasi tersebut
dapat memengaruhi keputusany, ekon guna yang diambil atas
dasar laporan keuangan.

2. Pertimbangan Bia

Manfaat yang : informasi seharusnya melebihi biaya
penyusunannya arenad itu, laporan keuangan pemerintah tidak
semestinya piel an segala informasi yang manfaatnya lebih kecil

editor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh
su entitas pelaporan.

Keseimbangan Antarkarakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai
suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang
diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan
relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama
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antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara
dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan
profesional.

H. Pengakuan Unsur/Komponen Laporan
Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpe
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catata
sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset

jumlah uang terhadap pos-pos laporan keu
oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dip
peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan ba ekonomi yang berkaitan
dengan kejadian atau p i
atau masuk ke dala ran yang bersangkutan.

2. Kejadian atau peri mempunyai nilai atau biaya yang

stian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang
dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir
dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi
idakpastian lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat
kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan
dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan
laporan keuangan.
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2. Keandalan pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang
akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya.
Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang
layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak
tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat
apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi
terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

3. Pengakuan aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat eko
peroleh oleh pemerintah dan mempunyai nil
diukur dengan andal. Sejalan dengan pen
dalam bentuk piutang atau beban dibayar d akui ketika hak
klaim untuk mendapatkan arus k suk a anfaat ekonomi
lainnya dari entitas lain telah atau tet asih terpenuhi, dan nilai
klaim tersebut dapat diukur ie

Aset dalam bentuk kas eh pemerintah antara lain
bersumber dari pajak, cukai, penerimaan bukan pajak,
retribusi, pungutan n kekayaan negara, transfer, dan
setoran lain-lain, s n pembiayaan, seperti hasil pinjaman.
Proses pemunglta i ur penerimaan tersebut sangat beragam
ak atau instansi. Dengan demikian, titik

aran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak
diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang
ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut
mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan
dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana
pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
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5. Pengakuan pendapatan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi
aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas
umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran
melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saa
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit y
mempunyai fungsi perbendaharaan (diterbitkannya SP2D-GU).

l. Pengukuran Unsur Laporan Keuang

dan memasukkan setiap pos dalam laporan
pos-pos dalam laporan keuangan menggunak
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaa
atau sebesar nilai wajar dari imbalan y
aset tersebut. Kewajiban dicatat
ekonomi yang digunakan pemerin
bersangkutan.

daya ekonomi
uk memperoleh
nilai wajar sumber daya
emenuhi kewajiban yang

Pengukuran pos-pos n menggunakan mata uang
rupiah. Transaksi yang ata uang asing dikonversi terlebih
dahulu dan dinyata mata uang rupiah.

ansi Pemerintahan

Yang Digunakan di Sektor Pemerintahan

010 untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban
erintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Perubahan
ngat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan
erintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan
akuntansi berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah
daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas
menuju akrual (cash toward accrual).

Reformasi keuangan negara yang ditandai dengan lahirnya paket UU
di bidang Keuangan Negara pada tahun 2003 dan 2004 mengamanatkan
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pentingnya tata kelola keuangan yang baik (good governance) yang
antara lain berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas,
serta mengikuti international best practices yang disesuaikan dengan
kondisi di Indonesia. Reformasi keuangan negara mencakup reformasi
di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini
ditandai dengan kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban
keuangan negara berupa laporan keuangan pemerintah yang setidak-
tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan

kas, dan catatan atas laporan keuangan dilampiri dengan
keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Saat ini
telah menyusun laporan keuangan dengan basis kas
yang merupakan basis transisi sampai dengan akunta
sebagaimana ditetapkan dengan paket UU bida negara
dapat diterapkan di Indonesia.

Perubahan basis akuntansi ini tidak se
sebenarnya sudah disyaratkan oleh peratur
sebelumnya vyaitu pada pasal 1 Und ndang
yang menyebutkan:

or 17 Tahun 2003

a. Pendapatan negara/daer. la emerintah pusat/daerah
yang diakui sebagai pen ekayaan bersih.

b. Belanja negara/dae ewajiban pemerintah pusat/daerah
yang diakui seb nilai kekayaan bersih.

askan bahwa pendapatan dan belanja

tuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan
a berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5

Pada pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
ditegaskan mulai kapan pelaksanaan akrual dimulai yaitu, ketentuan
mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis
akrual.
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a. Basis Akuntansi CTA

Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia sebelum reformasi
belum menggembirakan. Pada saat itu, akuntansi pemerintahan di
Indonesia belum berperan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas
kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik
kepada masyarakat. Pada periode tersebut, output yang dihasilkan oleh
akuntansi pemerintahan di Indonesia sering tidak akurat, terlambat
tidak informatif, sehingga tidak dapat diandalkan dalam penga
keputusan.

Salah satu bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dal
reformasi di bidang akuntansi pemerintahan adalah
basis akuntansi kas menjadi basis akrual. Adapun
latar belakangnya adalah basis akrual akan meni
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sertz
best practices yang disesuaikan dengan kond

17 003 dalam Pasal
mengenai pengakuan dan
asis akrual sebagaimana
dan 16 undang-undang
ini dilaksanakan selambat-lam m 5 (lima) tahun. Selama

pengakuan dan peng atan dan belanja berbasis akrual

Sesuai dengan amanat UU Nom
36 ayat (1) disebutkan bahwa k
pengukuran pendapatan dan b

uangan Negara tersebut, pemerintah
Pemerintah Nomor 24 tentang Standar

ran realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset,
kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

PP Nomor 24 Tahun 2005 kemudian digantikan dengan PP Nomor
71 Tahun 2010, yang meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis
kas menuju akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran | dan
berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2010 dan dapat segera diterapkan
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oleh setiap entitas. SAP berbasis Kas Menuju Akrual berlaku selama
masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP
Berbasis Akrual sampai dengan jangka waktu yang paling lama 4
(empat) tahun setelah tahun anggaran 2010, yaitu Tahun 2014.
Walaupun masih diperkenankan untuk menerapkan SAP berbasis kas
menuju akrual, pemerintah/Kementerian/ Lembaga diharapkan dapat
segera menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis
towards accrual di Pemerintah Indonesia baik Pusat maupu
telah berjalan selama 8 (delapan) tahun. Penerapan SAP
menghadapi banyak hambatan, sudah menunjukkan ada
Hal tersebut antara lain tercermin atas opini yang di
laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Perbedaan Basis CTA dengan Basis Akr

Perbedaan utama antara Basis CTA dengan B Akrual adalah
pada basis pengakuan pendapatan d iaya. imana dijelaskan
pengakuan dan pengukuran pen dan biaya pada basis kas
dilakukan berdasarkan masu a kas, sementara basis
akrual berdasarkan pada s i transaksi tersebut, tanpa
memperhatikan waktu kz dibayarkan.

Selain titik penga berapa perbedaan antara Lampiran
| PP No 71 Tahun ) Akrual) dengan Lampiran Il (Basis Kas
an antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1.
ra Basis Akrual dengan Basis Kas Menuju Akrual

Basis Kas Menuju

Akrual Basis Akrual
Aset yang digunakan
Konseptual pemerintah, kecuali beberapa
Tambahan ) jenis aset tertentu seperti
Paragraf : tanah, mempunyai masa

manfaat dan kapasitas yang
terbatas. Seiring dengan
penurunan kapasitas dan
manfaat dari suatu aset
dilakukan penyesuaian nilai.

A. Penyusutan
Aset Tetap
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Basis Kas Menuju

Bagian Uraian Akrual Basis Akrual
B. Entitas - Entitas akuntansi merupakan
Akuntasi unit pada pemerintahan
yang mengelola anggaran,
kekayaan, dan kewajiban
yang menyelenggarakan
akuntansi dan menyajikan
laporan keuangan atas
dasar akuntansi yang
diselenggarakanny:
1.2 Laporan A. Laporan Keuangan 2
Keuangan Pokok:
1. Laporan Realisasi
Anggaran
2. Neraca

3. Laporan Arus

Ekuitas
Catatan Atas Laporan
Keuangan

. Definisi Pendapatan basis
akrual sebagai-mana
tercantum dalam Paragraf
58b. PP 24 dikeluarkan
dari unsur LRA dalam
Paragraf 62 PP 71.

. Definisi Belanja Akrual
sebagai-mana tercantum
dalam Paragraf 58d. PP 24
dikeluarkan dari unsur LRA
dalam Paragraf 62 PP 71.

. Definisi Penerimaan
Pembiayaan sebagaimana
tercantum dalam Paragraf
58.g. PP 24 dimasukkan
dalam definisi Pembiayaan
dalam Paragraf 62d PP 71.

1.3
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Bagian Uraian

1.4 Laporan
Perubahan SAL

1.5 Neraca
1.6 Laporan
Operasional

Basis Kas Menuju
Akrual

Basis Akrual

Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih menyajikan
informasi kenaikan atau
penurunan Saldo Anggaran
Lebih tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahu
sebelumnya.

daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu
periode pelaporan.

. Unsur LO mencakup
Pendapatan Akrual,
Beban, Transfer, dan Pos
Luar Biasa.

. Beban diakui pada saat
timbulnya kewajiban,
terjadinya konsumsi aset,
atau terjadinya penurunan
manfaat ekonomi atau
potensi jasa.
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Basis Kas Menuju

Bagian Uraian Basis Akrual

Akrual
.7 Pengakuan A. Belanja menurut - Belanja diakui berdasarkan
Belanja menjadi basis kas terjadinya pengeluaran
Pengakuan diakui pada dari Rekening Kas Umum
Belanja dan saat terjadinya Negara/ Daerah atau
Beban pengeluaran dari entitas pelaporan.

Rekening Kas
Umum Negara/
Daerah atau entitas
pelaporan. Khusus
pengeluaran
melalui bendahara
pengeluaran
pengakuannya
terjadi pada saat
pertanggungjawaban
atas pengeluaran
tersebut disahkan

- Khusus pengeluaran
melalui bendahara
pengeluaran

pengakuannya
saat pertan

saat diperoleh
anfaat.

Laporan finansial mencakup

laporan operasional yang

menyajikan pos-pos sebagai

berikut:

A. Pendapatan-LO dari
kegiatan operasional.

B. Beban dari kegiatan
operasional.

C. Surplus/defisit dari
Kegiatan

D. Non Operasional, bila ada.

E. Pos luar biasa, bila ada.

F. Surplus/defisit-LO.
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Basis Kas Menuju

el Akrual

Bagian

1] PSAP 12 Laporan
Operasional

.1 Ruang Lingkup

.2 Manfaat

Q’

Basis Akrual

PSAP ini berlaku untuk setiap
entitas pelaporan dan entitas
akuntansi, baik pemerintah
pusat maupun pemerintah
daerah, dalam menyusun
laporan operasional yang
menggambarkan pendap
LO, beban, dan surpl
operasional dala
periode pelaporan te
tidak terma
negara/da

oran Opérasional

yedia informasi
m luruh kegiatan
operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercerminkan
lam pendapatan LO,
beban, dan surplus/deficit
operasional dari suatu entitas
pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode
sebelumnya.

A. Laporan Operasional
disajikan sekurang-
kurangnya sekali dalam
setahun. Laporan suatu
entitas berubah dan

B. Laporan Operasional
tahunan disajikan dengan
suatu periode yang
lebih pendek dari satu
tahun, entitas harus
mengungkapkan informasi
sebagai berikut:
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Basis Kas Menuju

Akrual Basis Akrual

Bagian Uraian

1. Alasan penggunaan
periode pelaporan
tidak satu tahun.

2. Fakta bahwa jumlah-
jumlah komparatif
dalam Laporan
Operasional dan
catatan — cat

.4 Struktur Laporan
Operasional

isit dari operasi
on operasional
efisit sebelum

Pos

E.
. Luar Biasa

G. Pos Luar Biasa
H. Surplus/Defisit-LO

2. Standar A intahan (SAP)
10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

shwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

a. Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
tahan terdapat 3 (tiga) Lampiran vyaitu: Lampiran | tentang
ar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Lampiran Il tentang
andar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual. dan
Lampiran Il tentang Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berisi:

a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
b. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan.
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PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.

PSAP 03 Laporan Arus Kas.

PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan.

PSAP 05 Akuntansi Persediaan.

PSAPO6 Akuntansi Investasi

PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap

PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

PSAP 09 Akuntansi Kewajiban

PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan A
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak
. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
m. PSAP 12 Laporan Operasional

AT T T @ h0 a0

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dike
Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Kera
Pemerintahan adalah konsep dasar penyus
SAP, yang merupakan acuan bagi KS oran keuangan,
pemeriksa, dan pengguna laporan
atas sesuatu masalah yang belu i alam Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan. In i taan Standar Akuntansi

Sistem akunta i n pada pemerintah pusat diatur

‘ i gan Nomor 238 Tahun 2011 tentang
Pedoman U ansi Pemerintahan. Sedangkan pemerintah
daerah diat harus diatur dengan peraturan gubernur/
bupati/walikota g’ mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri
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SIKLUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

A. Pendahuluan

Akuntansi adalah suatu sistem, yaitu suatu ke
subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih
satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu
masukan (input) menjadi keluaran (output). Inp
bukti-bukti transaksi dalam bentu formulir. Output-
nya adalah laporan keuangan. D roses akuntansi, terdapat
beberapa catatan yang dibua tersebut adalah jurnal,

untuk mengubah inp 3 aksi sehingga menghasilkan output
akuntansi secara sederhana digambarkan

Buku
Harian/ » A

Besar
Jurnal

. Lap. Perubahan SAL
. LO

. Lap. Perubahan Ekuitas
(LPE)

. Neraca

. Lap Arus Kas

. CalK

Gambar 2.1. Siklus Akuntansi



Siklus akuntansi dimulai dengan pencatatan transaksi atau aktivitas
keuangan ke dalam Jurnal. Transaksi yang telah dicatat dalam Jurnal
kemudian diklasifikasikan ke dalam buku besar per akun atau kode
rekening. Pada tanggal tertentu (misal akhir periode), saldo dari setiap
akun atau kode rekening dari buku besar diikhtisarkan atau dirangkum
dalam neraca saldo. Yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan.

Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akumn-
tansi, yang merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui u
mengubah input dalam bentuk dokumen transaksi keuangan
menghasilkan output berupa laporan keuangan. Siklus akunt
sederhana digambarkan oleh bagan berikut.

| PROSES AKUNTANSI POKOK

Dokumen Catatan

APBD Ditetapk

Jenis-jenis transaksi
keuangan daerah

Pencatatan &
v Penggolorjgan

1

1

e SP2D ;
o Bukti Memorial !
1

1

ér Keuangan

_____________________
___________________________
_______________

Kumpulan | iiLaporan Keuangan
p Rekening __L_y* LRA I
(Ringkasan & 1i® IS.ZFI)_ Perubahan :
LY 1
___________________________ Rincian) __ 11, 1o :
ie Lap. Perubahan !

i Ekuitas (LPE) '
1o Neraca ]
e Lap Arus Kas ]
i. CalK E

Kebijakan Akuntansi

Gambar 2.2. Proses Akuntansi Pokok
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Penjelasan siklus akuntansi secara ringkas pada bagan itu adalah
sebagai berikut:

1. Analisis transaksi.

2. Menjurnal transaksi.
Pencatatan jurnal anggaran dan saldo awal di buku jurnal. Guna
memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka
digunakan daftar akun sesuai yang diatur di Permendagri 64 ta
2013 mengenai bagan akun standar (BAS), yaitu dituliskan kode
nama akun detil sampai level 5 yaitu rincian objek. P
dibedakan menjadi 2:
a. Jurnal finansial:

9-beban.

b. Jurnal anggaran:
Jika transaksi melibatkan ak
— LRA, 5-Belanja, 6-Trasf iayaan dan jika transaksi

jurnal finansial juga
Posting ke buku b

dilakukan dengan membuat jurnal finansial
tkan akun dengan kode awal 1-aset , 2-kewajiban,

eraca saldo setelah penyesuaian.
laporan keuangan:
realisasi anggaran
aporan perubahan saldo anggaran lebih
Laporan arus kas
Laporan operasional
Laporan perubahan ekuitas
Neraca
g. Laporan realisasi anggaran
8. Pencatatan jurnal penutup di buku jurnal dan memposting ayat
jurnal penutup
9. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan.

~e o
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B. Tahapan Siklus Akuntasi

Adapun penjelasan tahapan siklus akuntasi adalah sebagai berikut:

1. Analisis Transaksi

Transaksi adalah peristiwa ekonomi yang terjadi pada suatu entitas
yang dicatat dalam akuntansi. Menganalisis transaksi adalah prose
untuk menentukan suatu transaksi sebagai transaksi keuangan
transaksi non keuangan, dan menentukan suatu transaksi berpe
terhadap akun apa berdasarkan bukti pembukuan. Bukti p

disimpulkan bahwa tujuan dari dilakukan anali ‘ ah untuk
mengidentifikasi jenis-jenis akun yang terkai
dan selanjutnya menentukan apakah perlu di
pada akun tersebut.

ebit atau kredit

Dalam menganalisis transaksi ntifikasi dokumen sumber
yang menjadi dasar pencata i keuangan ke dalam jurnal.
Identifikasi dilakukan untuk o iap transaksi atau aktivitas

apakah yang terpengai bagaimana pengaruhnya terhadap
srmudah proses identifikasi transaksi

si merupakan gambaran dari posisi keuangan
a sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki

ajibannya. Aset adalah sumber daya yang dimiliki suatu entitas.
Kewajiban dan ekuitas adalah hak atau klaim terhadap sumber daya
tersebut. Klaim terhadap aset tersebut dari yang berutang (kreditur)
disebut dengan kewajiban. Klaim dari pemilik disebut sebagai ekuitas.

Konsep dasar yang digunakan dalam prinsip akuntansi adalah
persamaan dasar akuntansi, yaitu:
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Tabel 2.1. Persamaan Dasar Akuntansi

KEKAYAAN DAERAH SUMBER - SUMBERNYA

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS
Sisi kiri = Sisi kanan
Sisi debit = Sisi kredit

Persamaan dasar ini akan mendasari seluruh proses dala
akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi, pengklasifikasia
pada penyusunan laporan keuangan seperti neraca. Secara g
laporan neraca menyajikan informasi tentang posisi
dan ekuitas pemerintah daerah pada tanggal tertent
tersebut bisa dibuat dalam bentuk berimbang an tu aset
dengan sisi kanan yaitu kewajiban dan ekuit

KEWAJIBAN  + “KUIT”

dimiliki oleh entitas. Yang ter
piutang, persediaan, aset te

Kewajiban adalah u imbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya me i n keluar sumber daya ekonomi
apat dibagi menjadi kewajiban jangka
lebih dari satu tahun dan kewajiban
jangka pend emponya kurang dari satu tahun.

ekayaan bersih pemerintah daerah yang merupa-

KEWAJIBAN +  EKUITAS

y

Kas Kewajiban (+) Pendapatan
Piutang, Jangka Pendek, (-) Beban
Persediaan, Kewajiban

Aset Tetap dll. Jangka Panjang
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Berikut ini akan disajikan beberapa contoh identifikasi transaksi:

1. Membeli makanan untuk konsumsi rapat sebesar Rp 100.000,-
secara tunai.

ASET = KEWAIJIBAN + EKUITAS
Kas Beban
(-) 100 ribu (-) 100 ribu

2. Menerima pendapatan pajak sebesar Rp 100.000.000,-

ASET = KEWAIJIBAN + EKUITAS
Kas Kas
(+) 100 juta (+) 100

3. Membeli alat komunikasi seharga Rp 10.000

ASET = KEWAIJIBAN +
Kas

(-) 10 juta
Aset Tetap
(+) 10 juta

4. Membeli kendaraan b rod seharga Rp 20.000.000,-
telah dibayar Rp 10.000.0 anya akan dibayar seminggu
kemudian

ASET + EKUITAS
Kas an Jk. Pendek

() 10 ]

A ap
(+)

empat contoh transaksi di atas, kesimpulan yang dapat
antara lain:

etiap transaksi memengaruhi dua akun atau lebih. Pada contoh

nomor 1 sampai 3, transaksi hanya memengaruhi 2 akun. Namun,

pada contoh nomor 4 transaksi memengaruhi 3 akun, yaitu Kas,

Aset Tetap, dan Kewajiban Jangka Pendek

b. Setiap transaksi tidak harus selalu memengaruhi dua sisi, sisi kiri
(Aset) dan sisi kanan (Kewajiban + Ekuitas). Bisa saja sebuah
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transaksi hanya memengaruhi satu sisi saja sebagaimana contoh
tranksasi nomor 3 yang hanya memengaruhi sisi kiri (Aset), yaitu
memengaruhi akun kas dan aset tetap.

c. Apapun akun yang dipengaruhi dan bagaimanapun pengaruhnya
terhadap akun tersebut, posisi atau jumlah sisi kiri (Aset) dan sisi
kanan (Kewajiban + Ekuitas) akan selalu seimbang atau sama

2. Jurnal

Jurnal adalah buku pencatatan awal untuk mencatat transa
kronologis (berdasarkan urut waktu kejadian) yang mem
untuk mencantumkan tanggal, nama akun dan uraiann
dua kolom untuk jumlah debit dan kredit. Bentuk s
kolom ini disebut dengan jurnal umum (genera
penjelasan kolom-kolom yang terdapat dalam

Tabel 2.2. Format Jurnal Umum

alam jutaan rupiah)

T No. Nama Akun Jumlah
Bukti Ketera Debet Kredit

Ma (1)b (2 (5)a (5)b (6)a (6) b

Penjelasan :
a. Kolom (1) : ata gal terjadinya transaksi. Kolom kiri (1)a
un dan bulan, sedangkan kolom kanan (1)b
[ anggal
b. Kolom (2) * catat nomor bukti transaksi yang akan dijurnal
c encatat nama akun yang didebet dan nama akun yang

uk mencatat nomor akun yang didebet maupun nomor akun
ang dikredit
1) Pemberian tanda bahwa jurnal yang nomornya tercatat pada
kolom (4) telah dipindah bukukan ke buku besar.
2) Untuk mencatat sejumlah rupiah yang harus didebetkan ke
akun yang nomornya telah tercatat pada kolom (4)
Kolom (6) : 1) Pemberian tanda bahwa jurnal yang nomornya tercatat pada
kolom (4) telah dipindah bukukan ke buku besar.
2) Untuk mencatat sejumlah rupiah yang harus dikreditkan ke

akun yang nomornya telah tercatat pada kolom (4)
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Proses mencatat suatu transaksi ke dalam jurnal disebut menjurnal
(journalizing). Sedangkan jurnal yang dibuat untuk suatu transaksi disebut
ayat jurnal. Berikut ini contoh pembuatan jurnal umum.

Contoh : Transaksi dilakukan pada tanggal 13 Maret 2018 penyetoran
kas oleh pemegang saham kepada pemerintah daerah sebesar
Rp 21.000.000 sebagai modal dengan bukti penerimaan kas
001 dicatat dalam jurnal umum seperti di bawah ini.

Tabel 2.3. Contoh Jurnal Penerimaa Kas

No. Nama Akun dan
Tanggal Bukti Keterangan Rogai Deb

13 Maret 2018 001 Kas 11
Saham Biasa 3.1
(Setoran Modal)

Penjurnalan dibedakan menjadi 2:

a. Jurnal finansial

Jurnal ini mencatat transaksi se ual khususnya transaksi
terkait akun neraca dan la al. Secara default seluruh
transaksi dicatat/dibuat j a dalam buku jurnal dengan
melibatkan akun den -aset, 2-kewajiban, 3-ekuitas serta
8-pendapatan LO . Selanjutnya jurnal jenis ini disebut
jurnal LO dan

Tabel 2.4.
untuk Mencatat Penerimaan Pendapatan

Nama Akun Kode Akun Debit Kredit
Kas di Bendahara 1.1.1.02.01 xxx
Penerimaan
Pelayanan Kesehatan di ~ 8.1.2.01.01 XXX

Puskesmas-LO
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Tabel 2.5. Contoh Jurnal untuk Mencatat Beban.

Tanggal B':I“o(;i Nama Akun Iliﬁﬂ: Debit Kredit
15 Maret 2018 002  Honorarium tenaga Ahli/ 9.1.2.25.03 xxx
Instruktur/Narasumber
Beban Persediaan Alat tulis 9.1.2.01.01 xxx
kantor
Kas di Bendahara Pengeluaran 1.1.1.03.01 X
Tabel 2.6.

Contoh Jurnal untuk Mencatat Pembelian Aset Seca

No.

Bukti

2018 Maret 17 003 Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan
Rekening Koran (RK) PFKD

Tanggal Nama Akun

b. Jurnal anggaran

Jika transaksi melibatkan ak ode awal 4-pendapatan
LRA, 5-belanja, 6-transfer da i
melibatkan kas, maka selai jurnal finansial juga mencatat
jurnal anggaran. Jurn rnal LRA. Jurnal ini berbasis kas.
Jurnal LRA ini akan ilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tabel 2.7.
untuk Mencatat Penerimaan Pendapatan

Nama Akun G2 Debit Kredit
Akun
001  Estimasi Perubahan SAL 3.1.2.05.01 xxx
Pelayanan Kesehatan di 4.1.2.01.01 XXX

Puskesmas-LRA
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Tabel 2.8.
Contoh Jurnal untuk Mencatat Belanja

No. Kode

Tanggal Bukti Nama Akun Akun Debit Kredit
21 Maret 2018 002 Honorarium tenaga 5.1.2.24.01 xxx
Ahli/ Instruktur/
Narasumber

Belanja alat tulis kantor  5.1.2.01.01  xxx
Estimasi Perubahan SAL  3.1.2.05.01

Tabel 2.9.
Contoh Jurnal untuk Mencatat Pembelian Aset Seg

No.

Tanggal Bukti Nama Akun Kredit
23 Maret 003 Belanja Modal
2018 Pengadaan Kendaraan

Dinas bermotor

Eer_orangan
stimasi Perub .1.2°05. XXX

3. Posting

an kumpulan akun digunakan
t, kewajiban, ekuitas, pendapatan-

Buku besar (ledger) atau ya
untuk mencatat secar.

posting. Posti r sekaligus merupakan penggolongan dan
2bab tiap-tiap data transaksi dibawa ke masing-

ansaksi dan jumlah rupiah dalam buku jurnal ke buku besar
erkaitan untuk masing-masing ayat jurnal. Jumlah rupiah dalam
n yang dijurnal atau dicatat di buku jurnal di posisi debit, maka
ketika dipindahkan ke buku besar jumlah rupiah tersebut diletakkan
di kolom debit juga sebesar angka yang sama.

Adakalanya satu nama akun di jurnal berkali-kali, baik di posisi
debit ataupun kredit. Meskipun dijurnal lebih dari satu kali, buku besar
yang akan menampung akun tersebut tetap hanya satu buku besar.
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Dengan demikian, dalam buku besar akun X misalnya, akan terlihat
banyak transaksi untuk akun X jika di dalam jurnal akun X dijurnal/
dicatat berkali-kali. llustrasi proses posting sebagai berikut:

Tabel 2.10. Buku Jurnal

Halaman 1

No. Nama Akun dan
Tanggal Bukti s Kode Akun Debet Kr

2018 Maret; 13 001 Kas di Bendahara 1.1.1.03.01 | xxx
Pengeluaran

RK,PFKD (Menerima UP) 3.1.3.01.01

2018 Maret| 13

Buku Besar

(a) (e)(f)
(dalam jutaan)
Nama Akun : omor Akun : 1.1.1.03.01
Saldo
Tanggal . 5
Kredit Debet  Kredit
2018 1 Man

0

XXX

(dalam jutaan)
Nomor Akun : 3.1.3.01.01

Mutasi Sald
Keterangan Ref — —

Debet Kredil Debet Kredit
t Saldo Awal 0
aret Menerima UP JU1 XXX XXX

Penjelasan Contoh Buku Besar di atas.

a. Pindahkan tanggal yang terdapat pada Jurnal Umum ke kolom

“tanggal” Buku Besar di akun yang bersangkutan
Penjelasan dalam kolom “Keterangan” di kolom jurnal umum

dapat dipindahkan ke kolom yang sama yang ada pada Buku
Besar.
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c. Pindahkan jumlah yang di debet dalam Jurnal Umum ke kolom
“debet” Buku Besar sesuai dengan kode akun pada kolom
“nomor akun” (contoh di atas: 1.1.1.02.01).

d. Setelah memindahkan hitung saldo akun yang bersangkutan
dan tuliskan hasilnya dalam sisi debet pada kolom saldo pada
akun Kas.

e. Setelah memindahkan hitung saldo akun yang bersangku
dan tuliskan hasilnya dalam sisi kredit pada kolom saldo
akun RK PFKD.

f. Catat kode dan nomor halaman jurnal ke dalam k
di akun kas. Kode untuk jurnal umum adal
sedangkan 1 adalah halaman jurnal.

4. Neraca Saldo

Neraca saldo adalah daftar/kumpulan a besepta saldonya. pe-
nyusunan neraca saldo ini dilakukan denga e kan kode dan
nama akun beserta saldonya dalam ngan saldo debit

Saldo
Kode Ak
ode Akun Debit Kredit
1.1.7.01.01 P at kantor XXX -
1.3.1.11.04 Tana angunan tempat kerja/jasa XXX -
nyusutan alat angkutan darat
- XXX
asi penyusutan bangunan gedung tempat o
- XXX
- XXX
XXX XXX

5. Jurnal Penyesuaian

Tahap selanjutnya dari siklus akuntansi di atas adalah membuat
jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perlu dibuat untuk update
saldo akun agar memenuhi konsep matching cost againts revenue
(penandingan yang match antara pendapatan dan beban dalam satu
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periode akuntansi) dan karena menganut basis akrual. Hal ini untuk
memastikan bahwa pendapatan diakui pada periode diperolehnya
pendapatan itu dan beban diakui pada periode terjadinya.

Penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan posisi aset, kewajiban,
dan ekuitas di neraca pada tanggal neraca dan untuk melaporkan
jumlah surplus atau defisit yang wajar di laporan operasional. Neraca
saldo di atas mungkin belum memuat data laporan keuangan vy
up to date, karena alasan-alasan berikut.

a. Kejadian-kejadian tertentu, seperti pemakaian bahan p
tidak dijurnal setiap hari karena alasan kepraktisan.

b. Beban yang terjadi karena berlalunya waktu, sepes
manfaat gedung, persekot sewa dan asuransi, tida
periode akuntansi.

c. Beberapa akun, seperti beban listrik, mun
tagihan dari PLN belum diterima.
Dengan demikian, jurnal penyesuajan dis

berikut.

a. Melaporkan semua pendapat
selama periode akuntansi
b. Melaporkan semua belanja yang terjadi selama periode
akuntansi.
c. Melaporkan de | aset pada tanggal neraca.
d. Melaporkan ewajiban pada tanggal neraca.
Jurnal pe dilakukan dengan membuat jurnal finansial
asi” basis akrual.

at karena

k tujuan-tujuan

) yang diperoleh (earned)

el 2.12. Contoh Jurnal Penyesuaian

e Akun Nama Akun Ref Debit Kredit

1.1.7.01.01 Persediaan alat tulis kantor  F XXX

9.1.2.01.01 Beban persediaan alat tulis F XXX
kantor
2/2018 9.1.7.01.04 Beban penyusutan alat F XXX
angkutan darat bermotor
1.3.7.01.04  Akumulasi penyusutan alat  F XXX
angkutan darat bermotor
31/12/2018 9.1.2.03.03  Beban Jasa listrik F XXX
2.1.5.02.01 Utang Belanja Jasa XXX
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6. Menyusun Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (Adjusted Trial
Balance)

Selanjutnya, setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting,
maka dilakukan penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian berdasarkan
akun buku besar. Tujuan penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
ini adalah untuk menunjukkan kesamaan saldo kolom debit/k

redi
setelah penghitungan total kolom debit dan kolom kredit dan ditulis
di baris paling bawah. Akun yang terdapat pada Neraca Saldo S
Penyesuaian merupakan data yang diperlukan untuk menyusu n

keuangan. Contoh neraca saldo setelah penyesuaian:

Tabel 2.13. Contoh Neraca Saldo Setelah Penye
SKPD Dinas MERDEKA
per Tanggal 31 Desember

Saldo
ebit Kredit
1.1.3.02.01 Piutang Retribusi Pelayanan atan XXX -

Kode Akun Nama Akun

1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis kan XXX -
1.3.1.11.04 Tanah untuk bangunan tempatfker, XXX -
1.3.2.04.01 Kendaraan dinas XXX -
1.3.3.01.01 XXX i,
1.3.7.01.04 ngkutan darat XXX
1.3.7.02.01 - XXX
2.1.1.03.01 - XXX
2.1.1.04.01 - XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA - XXX
Gaji Pokok PNS/uang Representasi XXX -
? Tunjangan keluarga XXX -
.1.1.01.03 Tunjangan jabatan XXX -
5.1.1.01.04 Tunjangan fungsional XXX -
5.1.1.01.06 Tunjangan beras XXX -
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/tunjangan khusus XXX -
5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor XXX -
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Kode Akun Nama Akun Saldo

Debit Kredit
5122401 Honorarium tenaga ahli/narasumber/ - ]
instruktur
5.2.2.04.01 Belanja modal pengadaan kendaraan dinas oo _

perorangan

8.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di puskesmas - LO - XXX
9.1.1.01.01 Gaiji pokok PNS/uang representasi-LO XXX -
9.1.1.01.02 Tunjangan keluarga - LO XXX -
9.1.1.01.03 Tunjangan jabatan - LO XXX
9.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - LO XXX

9.1.1.01.06 Tunjangan beras - LO

9.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan khusus - LO
9.1.2.01.01 Beban Persediaan alat tulis kantor
9.1.2.03.03 Beban jasa listrik

Honorarium tenaga ahli/instruktur/
narasumber

Beban Penyusutan Alat Angkutan darat
bermotor

Beban Penyusutan Bangu
kerja

9.1.2.25.03

9.1.7.01.04

9.1.7.02.01

Jumlah XXX XXX

7. Penyusunan Lap

Neraca Saldo Se aian selesai dibuat, selanjutnya disusun
angan pokok terdiri dari:

eraca.
poran Arus Kas (LAK).
atatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menjurnal dan Memposting Ayat Jurnal Penutup

a. Jurnal penutup dilakukan setelah laporan keuangan disusun.
Jurnal penutup dibuat untuk menihilkan semua akun nominal
atau akun sementara yang dilaporkan dalam laporan realisasi
anggaran dan laporan operasional. Pada dasarnya jurnal ini
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dibuat agar akun sementara tersebut tidak muncul sebagai

saldo awal pada tahun berikutnya di buku besar. Hal ini

karena akun-akun tersebut memang dimaksudkan hanya untuk

mengakumulasi transaksi selama satu periode saja.

b. Jurnal penutup meliputi:

1) Jurnal penutup LRA, vyaitu untuk menutup saldo akun
laporan realisasi anggaran.

2) Jurnal penutup LO, yaitu untuk menutup saldo
laporan operasional.

Tabel 2.14. Contoh Jurnal Penutup LRA di SKPD
Tanggal Kode Akun Nama Akun ef
31/12/2018 3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja
XXX

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan XXX
31/12/2018 4.1.2.01.01 Pelayanan Kese di XXX
Puskesmas-
3.1.2.06.01 XXX
5.1.1.01.01 XXX
5.1.1.01.02 XXX
XXX
XXX
XXX
angan PPh/khusus XXX
Belanja alat tulis kantor XXX
Honorarium Tenaga ahli/ XXX
Narasumber/Instruktur
Belanja modal pengadaan XXX
kendaraan dinas perorangan
3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL XXX
3.1.2.06.01 Surplus/Defisit - LRA XXX
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Tabel 2.15. Contoh Jurnal Penutup LO

Tanggal  Kode Akun Nama Akun Ref Debit Kredit
31/12/2018 8.1.2.01.01 Pelayanan Kesehatan di XXX
Puskesmas - LO
3.1.2.06.01 Surplus/Defisit — LO XXX
9.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang XXX

representasi - LO
9.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga- LO
9.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan - LO
9.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional- LO

9.1.1.01.06 Tunjangan Beras- LO
9.1.1.01.07 Tunjangan PPh/ khusus - LO X
XX

9.1.2.01.01 Belanja Persediaan alat tulis
kantor

9.1.2.01.01 Beban Jasa Listrik XXX
9.1.2.24.01 Honorarium Tenaga ahli/ XXX
9.1.7.01.04 Beban Penyu XXX
9.1.7.02.01 XXX
31/12/2018 3.1.1.01.01 XXX
3.1.1.02.0 XXX

9. Penyusu le setelah Penutupan

dian diposting ke buku besar. Setelah di-
besar tersebut akan bernilai nol atau nihil.

penutupan sama persis dengan format neraca saldo setelah
yesuaian, hanya judulnya diganti neraca saldo setelah penutupan
angka di neraca saldo setelah penutupan merupakan saldo terakhir
setelah posting jurnal penutup.
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Tabel 2.16. Contoh Neraca Saldo Setelah Penutupan

PEMERINTAH KOTA MERDEKA
NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN
Per Tanggal 31 Desember 2018
SKPD: Dinas JAYA

Saldo
Kode Akun Nama Akun ref Debit Kr
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan -
1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran -
1.1.3.02.01 Piutang retribusi pelayanan kesehatan XXX
1.1.7.01.01 Persediaan alat tulis kantor
1.3.2.04.01 Kendaraan dinas bermotor perorangan

1.3.7.01.04 Akumulasi penyusutan alat angkutan
darat bermotor

1.3.7.01.04 Akumulasi penyusutan bangunan
gedung tempat kerja

2.1.1.03.01 Utang PPh 21

2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat - XXX
2.1.1.02.01 Utang Belanja Jasa - XXX
3.1.1.02.01 Surplus/Defisit - LO E XXX
3.1.2.06.01 Estimasi Perubahan - XXX

3.1.2.06.01 Surplus/Defisit

3.1.3.01.01 RK PFKD
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KOMPONEN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAE

ansi Pemerintahan Berbasis
merintah Nomor 71 tahun 2010,
yang terstruktur mengenai posisi
i yang dilakukan oleh suatu entitas.

Berdasarkan Pernyataan
Akrual (PSAP BA) 1 P

terdapat dalam satu set laporan keuangan
sanaan anggaran dan laporan finansial. Seluruh

bel 3.1. Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Pelaksanaan

ran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL). Anggaran
eraca.

Laporan Operasional (LO).

Laporan Arus Kas (LAK). Laporan Finansial

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Catatan atas Laporan Keuangan (CalK)

Adapun penjelasan Komponen Laporan Keuangan tersebut adalah
sebagai berikut.



A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan pelaksanaan
anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang terdapat
dalam LRA berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilita
dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

Dari LRA juga dapat dilihat tingkat penyerapan anggaran
yang dapat menjadi salah satu indikator produktivitas a
entitas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten

04 dijelaskan bahwa LRA disusun dan disajika o
basis kas. Struktur Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi

realisasi sebagai berikut.
Reali Anggar A)
ANGGARAN REALISASI

Tabel 3.2. Laporan

XXX XXX

XXX XXX

a Perimbangan XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXXX XXXX

XXX XXX

XXX XXX

nja Tidak Terduga XXX XXX

UMLAH BELANJA XXXX XXXX
TRANSFER

Transfer/Bagi Hasil Ke Desa XXX XXX

JUMLAH TRANSFER XXX XXX

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER XXXX XXXX
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SURPLUS/DEFISIT

(Jumlah Pendapatan — Jumlah Belanja dan Transfer) oo o
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan XXX XXX
Pengeluaran Pembiayaan XXX XXX
PEMBIAYAAN NETO (Jumlah Penerimaan Pembiayaan

. XXXX
— Jumlah Pengeluaran Pembiayaan)
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran XXXX

Sumber: PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan B

Struktur Laporan Realisasi Anggaran di atas dijela
BA 02 paragraf 07 Sebagai berikut:

1. Pendapatan — LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/
daerah yang menambah saldo angg periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang i hak pemerintah, dan tidak
perlu dibayar kembali oleh peme apatan terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Da
b. Pendapatan Tra
dana pemba
transfer pe
c. Lain-lai ng sah.

: transfer pemerintah pusat,
r pemerintah pusat lainnya dan

2. Belanja

ja ada a pengeluaran dari rekening kas umum negara/
angi saldo anggaran lebih dalam periode tahun
sangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya

Belanja Modal.
Belanja Tidak Terduga.
3. Transfer

Transfer merupakan penerimaan/pengeluaran uang dari suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.
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4. Surplus/defisit-LRA

Surplus/defisit-LRA merupakan selisih lebih/kurang antara pen-
dapatan LRA dan belanja selama satu periode.

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tah
anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang d
penganggaran perintah terutama dimaksudkan untuk menut isit
atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri

a. Penerimaan Pembiayaan, dapat berasal dari pinj sil
investasi.

b. Pengeluaran Pembiayaan, digunakan untu
pokok pinjaman, pemberian pinjaman ain, dan
penyertaan modal pemerintah.

6. Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto adalah seli
dengan pengeluaran pembiaya pembiayaan neto akan
mendekati jumlah surplus/d jika manajemen keuangan
pemerintah dilakukan d i a pembiayaan dimaksudkan
enutup defisit anggaran.

n Perubahan Saldo Anggaran Lebih
AL)

poran perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi
aikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan diban-
dingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam PSAP BA 01 paragraf 41
bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo anggaran lebih awal.
2. Penggunaan saldo anggaran lebih.
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Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan.
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.
Lain-lain.

Saldo anggaran lebih akhir.

o vk w

Berikut adalah format Laporan Perubahan SAL untuk pemerintah
daerah dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagai berikut.

Tabel 3.3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL

ih
20X0
1. Saldo Anggaran Lebih Awal XXX

2.  Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan X) (XXX)
Tahun Berjalan

Pemerintah Kabupaten/Kota
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Leb
Per 31 Desember 20x1 Dan 20x0

No Uraian

3.  Subtotal (1 +2) XXX XXX

4.  Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan gar. A/ XXX XXX
SiKPA)

5.  Subtotal (3 + 4) XXX XXX

6. un Sebelumnya XXX XXX

7. XXX XXX

8. XXX XXX

entang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

gambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
et, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur
p dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas
ing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki
oleh pemerintah daerah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta
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dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi dua jenis.

a. Aset Lancar

PSAP BA 01 paragraf 54 menyatakan bahwa aset diklasifikasikan
sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, di
atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bul jak
tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

b. Aset Nonlancar

PSAP BA 01 paragraf 56 menjelaskan ba
mencakup aset yang bersifat jangka panjang
yang digunakan secara langsung atau tidak
pemerintah atau yang digunakan masyarakat

Brwujud,
kegiatan

Selanjutnya dalam paragraf 57
diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Investasi Jangka Panj
Investasi jangka pa
investasi yang di
(dua belas)

dalam PSAP BA 01 adalah
untuk dimiliki selama lebih dari 12
ngka panjang terdiri dari investasi
tasi permanen.

adalah investasi jangka panjang yang

alihkan kepada Fihak ketiga

Investasi nonpermanen lainnya

nvestasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimak-

sudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen

terdiri dari:

- Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/
perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan
hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum
lainnya bukan milik negara.

- Investasi permanen lainnya.
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2) Aset Tetap
Aset tetap dijelaskan dalam PSAP BA 01 paragraf 63 dan 64
adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset
tetap terdiri dari:

- tanah

- peralatan dan mesin

- gedung dan bangunan

- jalan, irigasi dan jaringan

- aset tetap lainnya.
konstruksi dalam pengerjaan.

3) Dana Cadangan
Dana cadangan dijelaskan dalam P A graf 65
adalah dana yang disisihkan untuk/mena ng kebutuhan
yang memerlukan dana relatif besar ti dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggara na ca n dirinci menurut
tujuan pembentukannya.

4) Aset Lainnya

Aset nonlancar lainn ij alam PSAP BA 01 paragraf
i i aset lainnya. Termasuk dalam
ak berwujud, tagihan penjualan
po lebih dari 12 (dua belas) bulan,

wajiban Jangka Pendek

PSAP BA 01 paragraf 75 menjelaskan suatu kewajiban diklasifikasikan
sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu
12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Beberapa kewajiban
jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada
pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari Fihak ketiga, utang
perhitungan Fihak ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
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b. Kewajiban Jangka Panjang

PSAP BA 01 paragraf 78 menjelaskan bahwa suatu entitas pelaporan
tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun
kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu
12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (du
belas) bulan.

2) Entitas dimaksudkan untuk mendanai kembali (refi
kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang.

3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu
pendanaan kembali (refinancing), atau ada
kembali terhadap pembayaran, yang disel
laporan keuangan disetujui.

Beberapa kewajiban jangka panjang ada

utang obligasi dan utang jangka panjang lai

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pe h daerah yang merupakan
selisih antara aset dan ke e ah daerah pada tanggal
laporan. PSAP BA 01 paragra kan saldo ekuitas di Neraca
berasal dari saldo akhj a Laporan Perubahan Ekuitas.

Berikut ini cont
Peraturan Pemeri

eraca untuk pemerintah daerah dalam
Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
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Tabel 3.4. Format Neraca Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten/Kota
NERACA
PER 31 Desember 20X1 DAN 20X0
(dalam rupiah)

No Uraian 20X1 20X0
1 ASET
2
3 ASET LANCAR
4 Kas di Kas Daerah
5 Kas di Bendahara Pengeluaran
6 Kas di Bendahara Penerimaan
7 Investasi Jangka Pendek
8 Piutang Pajak
9 Piutang Retribusi
10 Penyisihan Piutang
11 Belanja Dibayar di Muka
12 Bagian Lancar Pinjaman kepa eru an o o
Negara
13 Bagian Lancar Pinjama eru an o o
Daerah
14 Bagian Lancar Pi Pemerintah o o
Pusa
da Pemerintah
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
ASI JANGKA PANJANG
nvestasi Nonpermanen XXX XXX
Pinjaman Jangka Panjang XXX XXX
Investasi dalam Surat Utang Negara XXX XXX
Investasi dalam Proyek Pembangunan XXX XXX
27 Investasi Nonpermanen Lainnya XXX XXX
28 Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27) XXX XXX
29 Investasi Permanen
30 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
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No Uraian 20X1 20X0

31 Investasi Permanen Lainnya XXX XXX
32 Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) XXX XXX
33 Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32) XXX XXX
34

35 ASET TETAP

36 Tanah XXX XXX
37 Peralatan dan Mesin

38 Gedung dan Bangunan

39 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

40 Aset Tetap Lainnya

41 Konstruksi dalam Pengerjaan

42 Akumulasi Penyusutan (
43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) XXX
44

45 DANA CADANGAN

46 Dana Cadangan XXX
47 Jumlah Dana Cadangan (46) XXX
48
49  ASET LAINNYA
50 Tagihan Penjualan Ang XXX XXX
51 Tuntutan Ganti Rugj XXX XXX
52 Kemitraan deng XXX XXX
53 Aset Tak Ber d XXX XXX
54 Aset Lain-Lain XXX XXX
55 Ju 0 s/d 54) XXX XXX
56
JU (20+33+43+47+55) XXXX XXXX
KE BAN JANGKA PENDEK
ang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX
Utang Bunga XXX XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX XXX
Pendapatan Diterima Dimuka XXX XXX
Utang Belanja XXX XXX
67 Utang Jangka Pendek Lainnya XXX XXX
68 :;L;r)nlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d o o
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No Uraian 20X1 20X0

69

70 KEWAIJIBAN JANGKA PANJANG

71 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan XXX

72 Utang Dalam Negeri - Obligasi XXX

73 Premium (Diskonto) Obligasi XXX

74 Utang Jangka Panjang Lainnya XXX

75 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d o

74)

76 JUMLAH KEWAIJIBAN (68+75) XXX

77

78 EKUITAS

79 Ekuitas

30 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA o0
(76+79)

Sumber: PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemegintahan Berbasis Akrual

D. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ik mber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan pen g dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah untuk kegi enggaraan pemerintahan dalam satu
periode pelaporan.

ikan informasi keuangan terkait dengan

Laporan Operasi

tan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima
ntuk mendanai kegiatan entitas dalam periode mendatang dengan
cara menyajikan laporan secara komparatif.

Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan
ekuitas (bila surplus operasional).
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Format dasar dari sebuah laporan operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Format Dasar Laporan Operasional (LO)

URAIAN Tahun n Tahun n-1
Kegiatan Operasional
Pendapatan XXX XXX
Beban (xxx) (xxx)

Surplus/defisit dari operasi

Kegiatan Non-Operasional

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional
Surplus/defisit sebelum pos luar biasa

Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit-LO

PSAP BA 12 Paragraf 13 menjelaskan {bahwa struktur laporan
operasional teridiri dari:

1. Pendapatan-LO dijelaskan dala A 12 Paragraf 8 adalah hak
pemerintah pusat/daerah yang di bagai penambah ekuitas
dalam periode tahun an ang angkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.

2. Beban dijelaskan 12 Paragraf 8 adalah penurunan

manfaat ekono tensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunka i pat berupa pengeluaran atau konsumsi

merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin
perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa.

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan
atau pengurangan surplus/defisit dari kegiatan operasional dengan
kegiatan non operasional.
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6. Pos Luar Biasa.
Pos luar biasa dijelaskan dalam PSAP BA 12 Paragraf 8 merupakan
pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena
kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak
diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali
atau pengaruh entitas bersangkutan.

7. Surplus/Defisit LO.

Surplus/defisit LO dalam PSAP BA 12 Paragraf 8 merupakan s

antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode p
setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non
dan pos luar biasa.

Berikut adalah format laporan operasional peme daerah
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2 tandar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Tabel 3.6. Format Laporan Opera al

PEMERINTAH EN/KO
LAPORAN AL
UNTUK TAHUN YA PAlI DENGAN
31 DESE 20X0

(Dalam Rupiah)

Anggaran Realisasi Kenaikan/

0,
NO 20X1 20X0 Penurunan )
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan XXX XXX XX XXX
Daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah XXX XXX XX XXX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
7 XXX XXX XX XXX
(3 s.d 6)

8
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Anggaran Realisasi Kenaikan/

NO URAIAN 20X1 20X0 Penurunan (%)
9 PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH
10 PUSAT DANA
PERIMBANGAN
11 Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX XX XXX
Dana Bagi Hasil Sumber
12 Daya Alam XXX XXX XX
13 Dana Alokasi Umum XXX XXX XX
14 Dana Alokasi Khusus XXX XXX XX
Jumlah Pendapatan Transfer
15 Pemerintah Pusat-Dana XXX XXX
Perimbangan (11 s.d 14)
16
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
- LAINNYA
18 Dana Otonomi Khusus XX XXX
19 Dana penyesuaian XX XXX
Jumlah Pendapatan Transfer
20 Pemerintah Pusat — Lainnya XX XXX
(18 s.d 19)
21
2 TRANSFER PEM
PROVINSI
23 . Pendapagan XXX XXX XX XXX
Pajak
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
-LAIN PENDAPATAN YANG
Pendapatan Hibah XXX XXX XX XXX
Pendapatan Dana Darurat XXX XXX XX XXX
31 Pendapatan Lainnya XXX XXX XX XXX
Jumlah Lain-lain Pendapatan
32 XXX XXX XX XXX

yang Sah (29 s.d 31)
33
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Anggaran Realisasi Kenaikan/

0,
NO it 20X1 20X0 Penurunan (%)
34 JUMLAH PENDAPATAN o Yo - YK
(7+26+32)
35
36 BEBAN

37 BEBAN OPERASI
38 Beban Pegawai XXX XXX XX X
39 Beban Barang/ Jasa XXX XXX XX
40 Beban Bunga XXX XXX XX
41 Beban Subsidi XXX XXX
42 Beban Hibah XXX XXX
43 Beban Bantuan Sosial XXX XXX
44 Beban Penysutan XXX
45 Beban Lain-lain XXX
Jumlah Beban Operasi (38 s.d o

46 XXX

45)
47 BEBAN TRANSFER
48 Be.ban Transfer Bagi Hasil o o
pajak
Beban Transfer Bagi H
. XXX XXX XX
Pendapatan Lainnya
Beban Transfer
XXX XXX XXX XX
XXX XXX XXX XX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
S/ DEFISIT DARI
IATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan Aset Non
XXX XXX XX XXX
lancar
Surplus Penyelesaian
59 . . XXX XXX XX XXX
Kewajiban Jangka Panjang
60 Surplus. dari Kgglatan Non o o ™ o
Operasional Lainnya
Jumlah Surplus Non Operasional
61 XXX XXX XX XXX

(58 s.d 60)

Bab Ill: Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 55



Anggaran Realisasi Kenaikan/
NO URAIAN 20X1  20X0 Penurunan °)
62

63 DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Penjualan Aset

64 XXX XXX XX XXX
Nonlancar
Defisit Penyelesaian

65 . . XXX XXX XX
Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non

66 . ; XXX XXX XX
Operasional Lainnya

Jumlah Defisit Non Operasional
67 XXX XXX XX

(64 s.d 66)

68
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI

69 KEGIATAN NON OPERASIONAL XXX XXX
(61+67)

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS

70" LUAR BIASA (54+69) oo X Yo
71
72 POS LUAR BIASA
73 PENDAPATAN LUAR BIASA
74 Pendapatan Luar Bias XX XXX
Jumlah Pendapatan
XX XXX
XX XXX
XX XXX
XX XXX
S/ DEFISIT- LO (70 +
XXX XXX XX XXX

Sumber: PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

E. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan
aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan transitoris
yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo
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akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. PSAP BA 03
Paragraf 15 mendefinisikan Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan
finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas
selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Format dasar dari sebuah
laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Format Dasar Laporan Arus Kas (LAK)

Uraian Tahun n

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus kas masuk XXX

Arus kas keluar

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus kas masuk

XXX
Arus kas keluar XXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (0x) (00x)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus kas masuk XXX XXX
Arus kas keluar XXX XXX
Arus Kas Bersih dari A (xxx) (xxx)
Arus Kas dari Aktivit:
Arus kas masuk XXX XXX
Arus kas kelu 20 XXX
tas Transitoris (o) (x00x)
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX

asan unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari
penerimaan dan pengeluaran kas daerah dari 4 aktivitas adalah sebagai
ikut:

1. Aktivitas Operasi.

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
yang ditujukan untuk kegiatan operasional entitas selama satu periode
akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang
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menunjukkan kemampuan operasi entitas dalam menghasilkan kas yang
cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan
datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
1) Penerimaan perpajakan.
2) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
3) Penerimaan hibah.
4) Penerimaan bagian laba perusahaan negara/daerah dan inve
lainnya.
5) Penerimaan lain-lain/penerimaan dari pendapatan
6) Penerimaan transfer.
b. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama
1) Pembayaran pegawai.
2) Pembayaran barang.
3) Pembayaran bunga.
4) Pembayaran subsidi.
5) Pembayaran hibah.
6) Pembayaran bantuan sosi
7) Pembayaran lain-lain/keja
8) Pembayaran

enjualan aset tetap.

Penjualan aset lainnya.

3) Pencairan dana cadangan.

4) Penerimaan dari divestasi.

5) Penjualan investasi dalam bentuk sekuritas.

b. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
1) Perolehan aset tetap.
2) Perolehan aset lainnya.
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3) Pembentukan dana cadangan.
4) Penyertaan modal pemerintah.
5) Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas.

3. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran
kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan
atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perub
dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utan
panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan
dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan peroleh
pemberian pinjaman jangka panjang.

a. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara
1) Penerimaan utang luar negeri.
2) Penerimaan dari utang obligasi.
3) Penerimaan kembali pinjaman kepada\ pemerintah daerah.
4) Penerimaan kembali pinjamangkepada haan negara.

b. Arus keluar kas dari aktivitas an antara lain:
1) Pembayaran pokok utan i
2) Pembayaran pokok
3) Pengeluaran kas n kepada pemerintah daerah.

jamkan kepada perusahaan negara.

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
transitoris mencerminkan penerimaan dan

suk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK
aan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan

aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran
ansitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan
kepada bendahara pengeluaran. PFK menggambarkan kas yang berasal
dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau
diterima secara tunai untuk Fihak ketiga misalnya potongan Taspen
dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening
kas umum negara/daerah.
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PSAP BA 03 paragraf 13 menjelaskan bahwa entitas pelaporan
yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit
organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum yaitu Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) atau Dinas Pendapatan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (DPFKAD). Selanjutnya pada paragraf 40
dijelaskan metode untuk menyusun laporan arus kas ini dapat dilakukan
dengan metode langsung dan metode tidak langsung.

Metode Langsung dilakukan dengan mengungkapkan pengelom
utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional non
(deferal) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau
lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan
bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas i

Berikut adalah format Laporan Arus Kas i Daerah dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahu andar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual.

60 Teknis Penyusunan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah




Tabel 3.8. Format Laporan Arus Kas (LAK)

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

(Dalam Rupiah)

No. Uraian 20X1 20x0
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus Masuk Kas
3 Pendapatan Pajak Daerah
4 Pendapatan Retribusi Daerah
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6 Lain-lain PAD yang sah
7 Dana Bagi Hasil Pajak
8 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
9 Dana Alokasi Umum
10 Dana Alokasi Khusus
11 Dana Otonomi Khusus
12 Dana Penyesuaian
13 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
14 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
15 Pendapatan Hibah
16 Pendapatan Dana Darurat
17 Pendapatan Lainnya
18 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)
19 Arus Keluar Kas
20 Belanja Pegawai
21 Belanja Barang XXX
22 Bunga XXX
23 Subsidi XXX
24 Hibah XXX XXX
25 Bantuan Sosial XXX XXX
26 Belanja Tak Terduga XXX XXX
27 Bagi Hasil Pajak XXX XXX
28 Bagi Hasil Retribusi XXX XXX
29 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XXX XXX
30 Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29 XXX XXX
31 Arus Kas Bersih dari A XXX XXX
32 Arus Kas dari Aktivitas Inves
33 Arus Masuk Kas
34 Pendapatan Penjual XXX XXX
35 Pendapatan Penjualan at i XXX XXX
Pendapatan Penjua XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
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No. Uraian 20X1 20x0
50 | Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
51 | Arus Masuk Kas
52 Pencairan Dana Cadangan XXX XXX
53 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX
54 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX
55 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
56 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX
57 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
58 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
59 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
60 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
61 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
62 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
63 Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62)
64 | Arus Keluar Kas
65 Pembentukan Dana Cadangan
66 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
67 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
68 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daera
Lainnya XXX
69 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga K¢
Bank XXX
70 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga K
Bukan Bank XXX XXX
71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - XXX XXX
72 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri XXX XXX
73 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan XXX XXX
74 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan XXX XXX
75 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah' XXX XXX
76 Jumlah Arus Keluar Kas (65's XXX XXX
77 Arus Kas Bersih i embiayaan (63-76) XXX XXX
78 | Arus Kas dari Aktivitas
79 | Arus Masuk Kas
80 Penerimaan Perhi XXX XXX
81 XXX Xxx
82 XXX XXX
83 XXX XXX
84 XXX XXX
85 ri Aktivitas Nonanggaran (80 - 83) XXX XXX
86 XXX XXX
aldo Awal Kas di BUD XXX XXX
Saldo Akhir Kas di BUD (86+87) XXX XXX
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Xxx Xxx
Saldo Akhir Kas (88+89+90) XXX XXX

E. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Sumber: PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. PSAP BA 01 Paragraf 101 menjelaskan bahwa Laporan

Perubahan Ekuitas menyajikan informasi pos-pos sebagai berikut:
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1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit-LO
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang
antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,
misalnya:
a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya.
b. Perubahan nilai aset tetap karena reevaluasi aset te
4. Ekuitas Akhir

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Tabel 3.9. Format Laporan Perubahan Ekuitasf(LPE)

PEMERINTAH KABUPATEN/K
EKUITA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHI DENGAN 31 DESEMBER
NO 201X 201Y
1  Ekuitas Awal XXX XXX

2 Surplus/Defisit-Lf XXX XXX

3 Dampak kumulati ba bijakan/Kesalahan

4 XXX XXX

5 XXX XXX

6 XXX XXX

7 XXX XXX

or 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

an Atas Laporan Keuangan (CaLK)

LK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang
era dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan LAK. CalK juga mencakup
informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas
pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk
diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta
ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian
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laporan keuangan secara wajar. CaLK mengungkapkan/menyajikan/
menyediakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan
Entitas akuntansi.

b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
makro.

c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama ta
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi d
pencapaian target.

d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan lapora
dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih un

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian pe
Q0s yang di

e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masi
pada lembar muka laporan keuangan.

f.  Mengungkapkan informasi yang diharuska
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belu
muka laporan keuangan.

g. Menyediakan informasi lainn iperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak lembar muka laporan
keuangan.
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TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN
REALISASI ANGGARAN

A. Bagan Akun Realisasi ran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

h<Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang b utan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan
tidak ibayar kembali oleh pemerintah daerah. Klasifikasi Akun

Tabel 4.1. Klasifikasi Akun Pendapatan-LRA

de Akun Nama Akun

4.0.0.00.00 PENDAPATAN — LRA

4.1.0.00.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) — LRA

4.1.1.00.00 Pendapatan Pajak Daerah — LRA

4.1.2.00.00 Pendapatan Retribusi Daerah — LRA

4.1.3.00.00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan — LRA
4.1.4.00.00 Lain-lain PAD Yang Sah — LRA



Kode Akun Nama Akun

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana

4.2.1.00.00 Perimbangan — LRA

4.2.1.00.00 Pen'dapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan — LRA

4.2.3.00.00 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya — LRA

4.2.4.00.00 Bantuan Keuangan — LRA

4.3.0.00.00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH — LRA

4.3.1.00.00 Pendapatan Hibah — LRA

4.3.2.00.00 Dana Darurat — LRA

4.3.3.00.00 Pendapatan Lainnya — LRA

2. Akun Belanja

k daerah
ahun anggaran
a kembali oleh
imana tercantum

Belanja adalah semua pengeluaran dari re
yang mengurangi saldo anggaran lebih dala
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pem
pemerintah daerah. Klasifikasi aku
dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Kode Akun Nama Akun
5.0.0.00.00

5.1.0.00.00

Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah

? Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.3.00.00
5.2.4.00.00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.2.5.00.00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
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3. Akun Transfer
Klasifikasi akun transfer sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.3. Klasifikasi Akun Transfer

Kode Akun Nama Akun
6.0.0.00.00 TRANSFER

6.1.0.00.00 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
6.1.1.00.00 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
6.1.2.00.00 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6.2.0.00.00 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
6.2.1.00.00 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerinta
6.2.2.00.00 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6.2.3.00.00 Transfer Bantuan Keuangan Lainny

6.2.4.00.00 Transfer Dana Otonomi Khusus

4. Akun Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah se
kembali dan/atau pengeluaran ya
tahun anggaran yang bersangk

ang perlu dibayar
iterima kembali, baik pada
da tahun-tahun anggaran

RIMAAN PEMBIAYAAN
enggunaan SiLPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Kembali Piutang

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
Pinjaman Luar Negeri

.1.6.00.00
7.1.7.00.00

7.1.8.00.00 Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7.2.0.00.00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

7.2.1.00.00 Pembentukan Dana Cadangan

7.2.2.00.00 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah daerah
7.2.3.00.00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
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7.2.4.00.00 Pemberian Pinjaman Daerah

7.2.5.00.00 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
7.2.6.00.00 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7.2.7.00.00 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

B. Teknik Menjurnal Laporan Realisasi Anggara

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berdasar
Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa basis pencat
digunakan adalah basis akrual, namun secara khusus untuk
laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis
telah dijelaskan pada bab sebelumnya, satu set lap¢

finansial yang terdiri dari Laporan Operasi :
Ekuitas, serta Neraca. Selanjutnya dijelaskan ponen laporan
pelaksanaan anggaran (LRA dan Laporan an SAL) saling

Laporan Realisasi
SAL. Dengan demiki
maka akun lawa

penjurnalan atas realisasi anggaran,
un Perubahan SAL. Berikut ini akan

bh"anggaran Pemerintah Kota MERDEKA yang
abel di bawah ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

PEMERINTAH KOTA MERDEKA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN ANGGARAN 2018
1 PENDAPATAN
2 Pendapatan Asli Daerah
3 Pendapatan Pajak Daerah 30.000
4 Pendapatan Retribusi Daerah 17.000

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan 15.000
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No URAIAN ANGGARAN 2018

Lain-lain PAD yang sah 9.500
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 71.500

Pendapatan Transfer
10 Transfer Pemerintah Pusat—-Dana Perimbangan
11 Dana Bagi Hasil Pajak
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
13 Dana Alokasi Umum

14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

(11 s/d13)
15
16 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
17 Dana Otonomi Khusus
18 J.umlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lainnya (17)
19
20 Transfer Pemerintah Provin
21 Pendapatan Bagi Hasil P, 15.000
22 Pendapatan Bagi Hasil Lai 10.000
23 ( ;::}I:hzg)enda merintah Provinsi 25.000
4+18+23) 180.000
25.000
7.500
ain-lain Pendapatan yang Sah (27 s/d 28) 32.500
MLAH PENDAPATAN (7+24+29) 284.000
BELANJA
Belanja Operasi
Belanja Pegawai 25.000
35  Belanja Barang 12.000
36 Bunga 8.000
37  Subsidi 7.000
38  Jumlah Belanja Operasi (34 s/d 37) 52.000

39
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No

40
Vil
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

69

70

70

URAIAN

Belanja Modal

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Jumlah Belanja Modal (41 s/d 43)

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Terduga (47)
JUMLAH BELANJA (38+44+48)

TRANSFER
Transfer/Bagi Hasil Ke Desa
Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainny:
JUMLAH TRANSFER (53 s

JUMLAH BELANJA D.

SURPLUS / D
(Jumlah Pen ah Belanja dan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan (63 s/d 65)
Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
Lembaga Keuangan Bank

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Teknis Penyusunan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

ANGGARAN 2018

25.000
10.000
30.000
65.000

15.000
13.000
8.000
36.000
163.000

121.000

15.000

15.000

9.000

39.000

35.000
65.000

25.000

20.000



No URAIAN ANGGARAN 2018

Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah

71 . 15.000
Lainnya

72  Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (69 s/d 73) 160.000
PEMBIAYAAN NETO (74 -66)

73 (Jumlah Pengeluaran Pembiayaan — Jumlah 121.000

Penerimaan Pembiayaan)
74  Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (59 + 76)

1. Menjurnal Pendapatan - LRA

PSAP BA 02 paragraf 21 menjelaskan bahwa Pend
pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
akuntansi Pendapatan-LRA dilakukan berdas
dengan membukukan penerimaan bruto, da
netonya (setelah dikompensasikan dengan p

melalui contoh realisasi pendap
pada Pemerintah Kota MERD

REALISASI PEN TA RA PER TRIWULAN TAHUN 2018

| Il [} v
Pajak Daerah 7.000 11.000 9.000 5.000
patan Retribusi Daerah 3.000 5.000 6.500 3.000
dapatan Hasil Pengelolaan 6.500 0 0 8.500
ekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah 1.500 4.000 0 4.000

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 18.000 20.000 15.500 20.500
Per Tri Wulan
(3 s/d 6)
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NO URAIAN | I [} \"

9 Pendapatan Transfer
10 Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan
11 Dana Bagi Hasil Pajak 22.000 0 13.000

0
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya 7.000 0 21.000 12.00
Alam
13 Dana Alokasi Umum 15.000 17.000 17.000
14 Jumlah Pendapatan Transfer 44.000 17.000 51.0 0

Dana Perimbangan Per Tri Wulan

(11 s/d13)
15
16 Transfer Pemerintah Pusat
Lainnya
0 0
0

11.000
11.000

17 Dana Otonomi Khusus

18 Jumlah Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat Lainnya (17)
19

20 Transfer Pemerintah Provinsi
3.000 4.000 5.000

0 0 6.000
7.000 3.000 4.000 11.000

21 Pendapatan Bagi Hasil Paj
22 Pendapatan Bagi Hasil Lain

23 Jumlah Pendapat:
Pemerintah Provi

Total Pendapatan 60.000 20.000 55.000 40.000

4.000 6.000 2.000 13.000
2.500 1.000 3.000 1.000
n-lain Pendapatan yang 6.500 7.000 5.000 14.000

s/d 28)
JUMLAH PENDAPATAN 84.500 47.000 75.500 74.500
(7+24+29)

a. Jurnal Realisasi Pendapatan - LRA Triwulan Pertama.
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD).
a) Pendapatan Pajak Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 menjelaskan bahwa akun pendapatan pajak
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daerah yang digunakan untuk mencatat pendapatan
yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai
dengan peraturan daerah dan dapat dipungut serta
disetorkan ke kas daerah dalam tahun anggaran
berjalan, yaitu:

(1) Pajak Hotel

(2) Pajak Penerangan Jalan
(3) Pajak Restoran

(4) Pajak Parkir

(5) Pajak Hiburan

(6) Pajak Air Bawah Tanah
(7) pajak sarang walet

Berikut ini jurnal realisasi pend ak daerah
yang dibuat oleh bagian aku daerah.

Tabel 4.7. Jurnal Realisasi Pendapata

dalam jutaan rupiah)

No. No. Jumlah
Tanggal . Nama Akun dan Ke
Bukti Akun  pebet Kredit
31 Maret 2018 XX Perubaha 3.1.2 7.000
4.1.1 7.000

-

aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 menjelaskan bahwa akun pendapatan retribusi
daerah yang digunakan untuk mencatat pendapatan
yang berasal dari retribusi daerah yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan daerah dan dapat dipungut
serta disetorkan ke kas daerah dalam tahun anggaran
berjalan, yaitu:
(1) Retribusi Jasa Umum
(2) Retribusi Jasa Usaha
(3) Retribusi Perizinan Tertentu

Berikut ini jurnal realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
yang dibuat oleh bagian akuntansi pemerintah daerah.
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Tabel 4.8. Jurnal Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam jutaan rupiah)

Tanggal Bl:lxclrti Nama Akun dan Keterangan Ahll(z.n Det::tmlal‘(r:edit
31 Maret 2018 XX  Perubahan SAL 3.1.2 3.000 3.000
Pendapatan Retribusi Daerah 4.1.2
- LRA
(Pendapatan Retribusi Daerah
Triwulan 1)
c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaa
Dipisahkan.
Akun ini untuk mencatat pendapata
diterima oleh pemerintah d
kekayaan daerah yang dipis
pemerintah daerah pada p
Pendapatan bagi hasil, ini di sesuai dengan
Rapat Umum Pe g .Saham dan dapat dipungut
serta disetorkan ah dalam tahun anggaran
berjalan.
Tabel 4.9. Jur dapatan Hasil Pengelolaan
yaan Raerah'yang dipisahkan.
(dalam jutaan rupiah)
Tanggal Nama Akun dan Keterangan No. Jumiah
: Akun  pebet Kredit
31 Ma 018 Perubahan SAL 3.1.2 6.500
Pendapatan Hasil Pengelolaan 413 6.500

Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan - LRA
(Pendapatan Triwulan 1)

d) Lain-lain PAD yang sah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
menjelaskan bahwa akun ini digunakan untuk mencatat
pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan pajak
daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan daerah dan dipungut serta
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disetorkan ke kas dalam tahun anggaran berjalan,

seperti:
(1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan

(2) Penerimaan komisi / potongan akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah

(3) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan
pelatihan

(4) Pendapatan denda atas keterlambatan pel
pekerjaan

(5) Penerimaan keuntungan dari seli
rupiah terhadap mata uang asi

(6) Pendapatan dari angsuran atau

(7) Jasa Giro

Tabel 4.10. Jurnal Realisasi Pendapatan Lai in PAD yang sah.

alam jutaan rupiah)

No. No. Jumlah
Tanggal Bukti Nama Akun dan an Alun  pebet  Kredit
31 Maret 2018 XX  Peruba 3.1.2 1.500
Lain-lai ng sah - LRA 414 1.500
endapa ulan 1)

2) Pénd sfer

emerintah Pusat-Dana Perimbangan.

Dana Bagi Hasil Pajak.

Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan

dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat

berupa:

(a) Pajak Bumi Bangunan (PBB) ditetapkan dalam
PP No 55 Tahun 2005 pasal 5 & 6

(b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) ditetapkan dalam Pasal 7

(c) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri (PPh WPOPDN) ditetapkan
dalam Pasal 8 PP No 55 Tahun 2005.
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Tabel 4. 11. Jurnal Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak.

No.
Tanggal Bukti
31 Maret 2018 XX

(2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

No.

Tanggal Bukti

m
31 Maret 2018 r
n g
ndapatan Triwulan 1)
?3) Dana Alokasi Umum

(dalam jutaan rupiah)

b Jumlah
Nama Akun dan Keterangan No —
Akun  pebet Kredit
Perubahan SAL 3.1.2  22.000
Dana Bagi Hasil Pajak - LRA  4.2.1.1 22.000

(Pendapatan Triwulan 1)

Peraturan Pemerintah Nomor 55

hutanan, sektor
rikanan, sektor

dari sumber daya alam
pertambangan umum,
pertambangan minyak b
gas bumi da

n Dana Bagi Hasil
DA)

(dalam jutaan rupiah)

dan Keterangan No. Jumah
Akun Debet Kredit
3.1.2 7.000
i Hasil SDA - LRA 4212 7.000

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
pasal 37 sampai dengan pasal 49 menjelaskan
bahwa akun ini digunakan untuk mencatat
pendapatan dana alokasi umum bagi pemerintah
daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan
oleh pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum ini
ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bertujuan
untuk pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
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Tabel 4.13. Jurnal Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU).
(dalam jutaan rupiah)

No. No. Jumlah
Tanggal Bukti Nama Akun dan Keterangan Akun  Debet Kredit
31 Maret 2018 XX Perubahan SAL 3.1.2 15.000
Dana Alokasi Umum - LRA 4213 15.000

(Pendapatan Triwulan 1)

b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.
(1) Dana Otonomi Khusus
Akun ini digunakan untuk mencatat tr
dari pemerintah pusat bagi pe
untuk otonomi khusus.

Tabel 4. 14. Jurnal Realisasi Pendapatan mi

(dalam jutaan rupiah)

No. Jumlah
Tanggal . Nama Akun dan Kéterangan
Bukti N Debet Kredit
31 Maret 2018 XX  Perubahan SA 3.1.2 9.000
422.1 9.000

digunakan untuk mencatat pendapatan

agi hasil pajak pemerintah provinsi yang

terima pemerintah kabupaten/kota berdasarkan

peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

(a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
atas Air

(b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di atas Air

(c) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan
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Tabel 4.15. Jurnal Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

(dalam jutaan rupiah)

Tanggal BN:')(.t . Nalr(n: Akun dan AI\'l(o. Jumlah
ukti eterangan un  bopet  Kredit
31 Maret 2018 XX Perubahan SAL 3.1.2 3.000
Pendapatan Bagi Hasil 4231 3.000
Pajak - LRA

(Pendapatan Triwulan 1)

(2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Akun ini digunakan untuk mencatat p
bagi hasil lainnya di luar bagi has
provinsi yang diterima pemerintal
Pencatatan dilakukan berda dit dari
Bank berdasarkan SK pe - atan Bagi
Hasil Lainnya.

sil Lainnya.
(dalam jutaan rupiah)

Tabel 4.16. Jurnal Realisasi P tan Bag

Tanggal No. . Nama Ke gan No. Jumiah
Bukti Akun  Debet Kredit
31 Maret 2018 XX 3.1.2 4.000
Hasil Lainnya 4.2.3.2 4.000

in Pendapatan yang Sah

Pendapatan Hibah.

Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan
dari dana hibah baik yang berasal dari dalam
negeri maupun luar negeri yang ditetapkan dengan
peraturan yang berlaku.
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Tabel 4.17. Jurnal Realisasi Pendapatan Hibah

(dalam jutaan rupiah)

No. 0. Jumlah
Tanggal . Nama Akun dan Keterangan
Bukti Akun  pebet  Kredit
31 Maret 2018 XX  Perubahan SAL 3.1.2 4.000
Pendapatan Hibah - LRA 431 4.000
(Pendapatan Triwulan 1)
(2) Pendapatan Lainnya
Akun ini digunakan untuk mencata
pendapatan yang sah, yang tidak dik
sebagai pendapatan hibah maup
dana darurat yang diterima ole
dengan yang ditetapkan
Tabel 4.18. Jurnal Realisasi Pendapatan Lainhya
am jutaan rupiah)
No. 0. Jumlah
Tanggal . Nama Akun d
Bukti Akun  pebet Kredit
31 Maret 2018 XX 3.1.2 2500
432 2.500
b. Jurnal tan-LRA Triwulan Kedua.

si Pendapatan—LRA Pada Triwulan Kedua

(dalam jutaan rupiah)

Nama Akun dan Keterangan No. Jumiah
Akun  pebet Kredit
Perubahan SAL 3.1.2  47.000
Pendapatan Pajak Daerah-LRA 41.1 11.000
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 4.1.2 5.000
Lain-lain PAD yang sah-LRA 414 4.000
Dana Alokasi Umum-LRA 4213 17.000
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA 4.2.3.1 3.000
Pendapatan Hibah-LRA 43.1 6.000
Pendapatan Lainnya-LRA 43.2 1.000

(Pendapatan Triwulan 1)
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c. Jurnal Realisasi Pendapatan—-LRA Triwulan Ketiga

Tabel 4.20. Jurnal Realisasi Pendapatan—LRA Pada Triwulan Ketiga
(dalam jutaan rupiah)

No. Nama Akun dan No. Jumlah
Tanggal .
Bukti Keterangan Akun pDebet Kredit
30 September 2018 XX  Perubahan SAL 3.1.2 75.500
Pendapatan Pajak Daerah- 4.1.1 9
LRA

Pendapatan Retribusi 4.1.2
Daerah-LRA
Dana Bagi Hasil Pajak-LRA  4.2.1.1

421

Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam-LRA

Dana Alokasi Umum-LRA 17.000

Pendapatan Bagi Hasil 4.000
Pajak-LRA
2.000
3.000
d. Jurnal Realisasi Triwulan Keempat.
Tabel 4.21. Jurnal i en tan—LRA Pada Triwulan Keempat.
(dalam jutaan rupiah)
b Jumlah
Tanggal Akun dan Keterangan No
Akun  pebet Kredit
30 Des er 2018 Perubahan SAL 3.1.2 74.500
Pendapatan Pajak Daerah-
LRA 41.1 5.000
Pendapatan Retribusi
Daerah-LRA 412 3.000
Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan 8.500
Daerah yang Dipisahkan-LRA 4.1.3
Lain-lain PAD yang sah-LRA  4.1.4 4.000
Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam-LRA 42.1.2 12.000
Dana Alokasi Umum-LRA 42.13 6.000
Dana Otonomi Khusus-LRA  4.2.2.1 11.000
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(dalam jutaan rupiah)

Tanggal No.. Nama Akun dan Keterangan No. Jumlah
Bukti Akun  pebet Kredit
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
- LRA 4231 5.000
Pendapatan Bagi Hasil

Lainnya - LRA 4.23.2 6.000
Pendapatan Hibah - LRA 43.1 1
Pendapatan Lainnya - LRA 43.2

(Pendapatan Triwulan 1V)

4. Menjurnal Belanja dan Transfer

PSAP BA 02 paragraf 31 menjelaskan bahw.
saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas U
paragraf 32 menjelaskan khusus pengeluaran mel
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungj
tersebut disahkan oleh unit yang

Penggambaran pencatatan Ju si Belanja akan dijelaskan

H KOTA MERDEKA
A DAN TRANSFER PER TRIWULAN

| [} ] \Y)
Operasi

anja Pegawai 6.000 7.000 6.000 6.000
Belanja Barang 2.000 3.000 3.000 4.000
Bunga 4.000 0 0 4.000
Subsidi 3.000 0 3.000 1.000

Jumlah Belanja Operasi (3 s/d 6) Per
7  Tri Wulan 15.000 10.000 12.000 15.000

Belanja Modal
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NO URAIAN | ] ] v

10 Belanja Tanah 11.000 0 0 13.000

11 Belanja Peralatan dan Mesin 3.000 0 4500 2.000

12 Belanja Gedung dan Bangunan 11.000 0 13.000 5.000
Jumlah Belanja Modal (10 s/d 12) Per

13 Tri Wulan 25.000 0 17.500 20.000

14

15 Belanja Tidak Terduga

16 Belanja Tidak Terduga 3.000
17 Jumlah Belanja Tidak Terduga (16) 3.000

JUMLAH BELANJA (38+44+48) Per Tri
18 Wulan 43.000

19
20 TRANSFER
21 Transfer/Bagi Hasil Ke Desa

22 Bagi Hasil Pajak 3.000 5.000
23  Bagi Hasil Retribusi 2.000 5.000
24  Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0 0 5.000

JUMLAH TRANSFER (22 s/
25 Wulan

JUMLAH BELANJ
(18+25) Per Tri

.500 6.500 5.000 15.000

26 52.500 16.500 37.500 54.000

erintah daerah yang memberikan manfaat jangka

peéndek. Belanja operasi terdiri dari:

a) Belanja Pegawai
Belanja pegawai adalah pengeluaran yang ditetapkan
dalam dokumen DPA untuk kompensasi, dalam bentuk
gaji dan tunjangan serta uang representasi yang diberikan
kepada pegawai negeri sipil, pimpinan dan anggota
DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah serta
penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Tabel 4.23. Jurnal mencatat Belanja Pegawai

(dalam jutaan rupiah)

No. 0. Jumlah
Tanggal . Nama Akun dan Keterangan
Bukti Akun  pebet  Kredit
31 Maret 2018 XX Belanja Pegawai 5.1.1  6.000

Perubahan SAL 3.1.2
(Belanja Pegawai Triwulan I)

b) Belanja Barang
Akun ini untuk mencatat pengeluaran yang
dalam DPA untuk belanja barang-bar
dan menurut kriteria yang ditetap
digolongkan sebagai aset tetap.

Tabel 4.24. Jurnal mencatat Belanja Bara

m jutaan rupiah)

Tanggal No.. Nama Aku Jumlah
Bukti Akun  pebet  Kredit
31 Maret 2018 XX 5.1.2 2.000
3.1.2 2.000

mencatat pengeluaran yang ditetapkan
untuk pembayaran bunga utang yang

anding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang
dilakukan pemerintah daerah kepada Fihak ketiga.

Tabel 4.25. Jurnal mencatat Belanja Bunga

(dalam jutaan rupiah)

b b Jumlah
Tanggal No . Nama Akun dan Keterangan No
Bukti Akun  pebet  Kredit
31 Maret 2018 XX Belanja Bunga 5.1.3 4.000
Perubahan SAL 3.1.2 4.000

(Belanja Bunga Triwulan 1)
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d) Belanja Subsidi
Akun ini untuk mencatat pengeluaran yang ditetapkan
dalam DPA yaitu pemberian subsidi kepada badan
usaha milik daerah/lembaga tertentu atas dasar
tingkat aktivitas produksi atau nilai barang dan jasa
yang dihasilkan agar dapat terjangkau oleh masyarakat
banyak.

Tabel 4.26. Jurnal mencatat Belanja Subsidi
(dalam ju
o. o. pl
Bukti Akun Debet | | Keedit
31 Maret 2018 XX  Belanja Subsidi 3.000
Perubahan SAL
(Belanja Subsidi Triwulan 1)

Tanggal Nama Akun dan Keterangan

3.000

2) Belanja Modal
PSAP BA 02 paragraf 837 m kan bahwa belanja modal
adalah pengeluaran anggaranantuk memperoleh aset tetap
dan aset lainnya eri manfaat lebih dari satu
periode ja Modal terdiri dari:

a) Be

ni untuk mencatat pengeluaran yang

pkan dalam DPA yaitu pengeluaran yang ditujukan

memperoleh aset tetap berupa tanah yang
akan dalam kegiatan pemerintah daerah atau
anfaatkan oleh masyarakat umum.

Tabel 4.27. Jurnal mencatat Belanja Tanah
(dalam jutaan rupiah)

No. No. Jumlah
nggal . Nama Akun dan Keterangan
Bukti Akun  pebet  Kredit

31 Maret 2018 XX  Belanja Tanah 52.1 11.000
Perubahan SAL 3.1.2 11.000

(Belanja Tanah Triwulan 1)
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b) Belanja Peralatan dan Mesin
Akun belanja ini untuk mencatat pengeluaran yang
ditetapkan dalam DPA yaitu pengeluaran yang ditujukan
untuk memperoleh aset tetap berupa peralatan dan
mesin yang digunakan dalam kegiatan pemerintah
daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tabel 4.28. Jurnal mencatat Belanja Peralatan dan Mesin

(dalam juta
No. No.
Tanggal Bukti Nama Akun dan Keterangan Akun

31 Maret 2018 XX  Belanja Peralatan dan Mesin 5.2.2
Perubahan SAL

(Belanja Peralatan dan Mesin
Triwulan 1)

3.000

c) Belanja Gedung d
ncatat pengeluaran yang

ngeluaran yang ditujukan
tetap berupa gedung dan

aatkan oleh masyarakat umum.

atat Belanja Gedung dan Bangunan

(dalam jutaan rupiah)
No. Jumlah
Akun Debet Kredit
Belanja Gedung dan Bangunan 5.2.3 11.000
Perubahan SAL 3.1.2 11.000

(Belanja Gedung dan Bangunan
Triwulan 1)

Nama Akun dan Keterangan

3) Belanja Tidak Terduga
a) Belanja Tidak Terduga
Akun ini untuk menampung pengeluaran anggaran
untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
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alam, bencana sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya
yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 4. 30. Jurnal mencatat Belanja Tidak Terduga

(dalam jutaan rupiah)

Tanggal o.. Nama Akun dan Keterangan No. Jumiah
Bukti Akun pebet K
31 Maret 2018 XX Belanja Tidak Terduga 53.1 3.000
Perubahan SAL 3.1.2
(Belanja Tidak Terduga
Triwulan 1)

4) Transfer/Bagi Hasil ke Desa
PSAP BA 02 paragraf 40 menjela
adalah pengeluaran uang dari en
pelaporan lain seperti
pemerintah pusat d

a trasfer keluar
oran ke entitas
perimbangan oleh
gi hasil oleh pemerintah

n ba

berdasarkan desa penerima sesuai
n perundang-undangan yang berlaku.

rnal mencatat Bagi Hasil Pajak

b Jumlah
Nama Akun dan Keterangan No umid
Akun  pebet  Kredit
XX  Bagi Hasil Pajak 6.1.1  3.500
Perubahan SAL 3.1.2 3.500

(Bagi Hasil Pajak Triwulan I)

b) Bagi Hasil Retribusi
Akunini untuk mencatat bagi hasil retribusi kabupaten/kota
ke desa yang dibagi berdasarkan desa penerima sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Tabel 4.32. Jurnal mencatat Bagi Hasil Retribusi

(dalam jutaan rupiah)

No. No. Jumlah
Tanggal . Nama Akun dan Keterangan
Bukti Akun  pebet Kredit
31 Maret 2018 XX  Bagi Hasil Retribusi 6.1.2  3.000
Perubahan SAL 3.1.2 3.000

(Bagi Hasil Retribusi Triwulan I)

5) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Akun ini untuk mencatat bagi hasil lainnya
dan retribusi) kabupaten/kota ke desa
dasarkan desa penerima sesuai dengan per:
undangan yang berlaku.

Tabel 4.33. Jurnal mencatat Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa

am jutaan rupiah)

No. No. Jumlah
Tanggal . Nama Akun
Bukti Akun pepet Kredit
31 Maret 2018 XX 6.1.3 3.000
3.1.2 3.000

ja dan Transfer Triwulan Kedua.

lisasi Belanja Dan Transfer Pada Triwulan Kedua.

(dalam jutaan rupiah)

Nama Akun dan Keterangan No. Jumiah
Akun  pebet  Kredit
Belanja Pegawai 5.1.1  7.000
Belanja Barang 5.1.2 16.500
Bagi Hasil Pajak 6.1.1  3.000
Bagi Hasil Retribusi 6.1.2  3.500
Perubahan SAL 3.1.2 3.000

(Belanja dan Transfer Triwulan

1))
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c. Jurnal Realisasi Belanja dan Transfer Triwulan Ketiga

Tabel 4.35. Jurnal Realisasi Belanja dan Transfer
Pada Triwulan Ketiga

(dalam jutaan rupiah)

Tangeal No. Nama Akun dan No. Jumlah
E8 Bukti Keterangan Akun  pebet Kredit

30 September 2018 XX Belanja Pegawai 5.1.1 6.000
Belanja Barang 5.1.2 3.000
Belanja Subsidi 5.1.4 3.0
Belanja Peralatan dan
Mesin
Belanja Gedung dan
Bangunan

Belanja Tidak Terduga
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi

Perubahan 37.500
(Belanja

Triwulan 1l

ransfer Triwulan Keempat
lanja dan Transfer pada triwulan

d. Jurnal Realisasi
Berikut ini j
keempat.

(dalam jutaan rupiah)

Tanggal Nama Akun dan Keterangan No. Jumiah
Akun  pebet Kredit
30 D Belanja Pegawai 5.1.1 6.000
Belanja Barang 5.1.2 4.000
Belanja Bunga 5.1.3 4.000
Belanja Subsidi 5.14 1.000
Belanja Tanah 5.2.1 13.000

Belanja Peralatan dan Mesin  5.2.2 2.000
Belanja Gedung dan

Bangunan 5.23 5.000
Belanja Tidak Terduga 5.3.1 4.000
Bagi Hasil Pajak 6.1.1 5.000
Bagi Hasil Retribusi 6.1.2 5.000
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Bagi Hasil Pendapatan

Lainnya 6.1.3 5.000
Perubahan SAL 3.1.2 54.000
(Belanja dan Transfer

Triwulan 1V)

5. Menjurnal Penerimaan Pembiayaan

PSAP BA 02 paragraf 50 menjelaskan bahwa pembiayaan a
seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan
pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima ke
dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan
defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Paragraf 52 dan 53 menjelaskan bahwa pe

rdasarkan asas
tidak mencatat

dimana akuntansi penerimaan pembiayaan di
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

dijelaskan melalui contoh realisasi pembiayaan per triwulan
pada tahun 2018 pada Pe MERDEKA pada tabel di
bawah ini.

Tabel 4.36. i imaan Pembiayaan Per Triwulan

AAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN
2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN | ] i v

IMAAN PEMBIAYAAN

jaman Dalam Negeri - Lembaga 7.000 0 1.000 7.000
Keuangan Bank
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada 2.000 3.000 5.000 0
Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada 3.000 2.000 0 4.000

Pemerintah Daerah Lainnya
6 Jumlah Penerimaan Pembiayaan (3 s/d 12.000 5.000 6.000
5)
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a. Jurnal Realisasi Penerimaan Pembiayaan Triwulan Pertama
1) Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Akun ini untuk mencatat penerimaan pembiayaan dalam
negeri pemerintah daerah kepada bank-bank dalam negeri
sesuai dengan DPA.

Tabel 4.37. Jurnal untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

(dalam jutaa
No. No.
Bukti Akun
31 Maret 2018 XX Perubahan SAL 3.

Pinjaman Dalam Negeri - Lembag
Keuangan Bank
(Triwulan 1)

Tanggal Nama Akun dan Keterangan

2) Penerimaan Kembali Pinjaman ke sahaan Daerah.

Akun ini untuk menca lisasi penerimaan pembiayaan
mbali atas pinjaman yang
diberikan kepada ah. Dokumen yang menjadi
(Surat Tanda Setoran) atau

an Pembiayaan dari Penerimaan
kepada Perusahaan Daerah

Tabel 4.38.

(dalam jutaan rupiah)

No. Jumlah
Nama Akun dan Keterangan 5
Akun Debet Kredit
Perubahan SAL 3.1.2  2.000
Penerimaan Kembali Pinjaman 7.13 2.000

kepada Perusahaan Daerah

(Triwulan 1)

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah
Lainnya

Akun ini untuk mencatat realisasi penerimaan pembiayaan
yang berasal dari penerimaan kembali atas pinjaman yang
diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah
pusat. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan adalah
STS (Surat Tanda Setoran) atau nota kredit dari bank.

3)
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Tabel 4.39. Jurnal Penerimaan Pembiayaan dari Penerimaan
Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
(dalam jutaan rupiah)
No. No. Jumlah
Tanggal . Nama Akun dan Keterangan
gga Bukti = Akun Debet Kredit

3.1.2 3.000

31 Maret 2018 XX Perubahan SAL
Penerimaan Kembali Pinjaman
kepada Pemerintah Daerah Lainnya 7.1.4

(Triwulan 1)

b. Jurnal Realisasi Penerimaan Pembiayaan Triw

Tabel 4.40. Jurnal Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada

Triwulan Kedua

(dal aan rupiah)
N Jumlah

No.
Tanggal . Nama Akun dan Keteran
g8 Bukti & Debet Kredit
31 Juni 2018 XX  Perubahan SAL 1.2 5.000
Penerimaan Kem 7.13 3.000
Penerimaa inj 7.1.4 2.000

kepad i Daerah Lainnya
(Tri

ealisasi Penerimaan Pembiayaan pada
Triwulan Ketiga

b Jumlah

Nama Akun dan Keterangan No

Akun pepet Kredit
Perubahan SAL 3.1.2 6.000 1.000
Pinjaman Dalam Negeri - 7.1.2 5.000
Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Kembali 7.13
Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah
(Triwulan 111)
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d. Jurnal Realisasi Penerimaan Pembiayaan Triwulan Keempat

Tabel 4 42. Jurnal Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada
Triwulan Keempat

(dalam jutaan rupiah)

Tanggal No.' Nama Akun dan Keterangan No. Jumiah
Bukti Akun pebet Kredi
30 Desember 2018 XX  Perubahan SAL 3.1.2 11.000
Pinjaman Dalam Negeri - 7.1.2
Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Kembali 7.1.4

Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah Lainnya

(Triwulan V)

6. Menjurnal Pengeluaran Pembiayaan
PSAP BA 02 paragraf 56 menjelaska aran pembiayaan
diakui pada saat dikeluarkan dari ing, kas umum negara/daerah.

Penggambaran pencatata uaran Pembiayaan akan
dijelaskan melalui contoh re i i
pada tahun 2018 pad ota MERDEKA pada tabel di
bawah ini.

Tabel 4. 43R i imaan Pembiayaan Per Triwulan
AH KOTA MERDEKA

LUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN
2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN 1 ] n v
PENGEL N PEMBIAYAAN

P tukan Dana Cadangan 12.000 0 14.000 6.000
ertaan Modal Pemerintah Daerah 12.000 33.000 0 15.000

embayaran Pokok Pinjaman Dalam 5.000 6.000 8.000 4.000
Negeri - Lembaga Keuangan Bank

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan 3.000 5.000 0 5.000
Daerah
6  Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah 3.000 6.000 7.000 0

Daerah Lainnya

7 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (2 35.000 50.000 29.000 30.000
s/d 6)
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a. Jurnal Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Triwulan Pertama

1) Pembentukan Dana Cadangan

Akun ini untuk mencatat realisasi pembentukan dana
cadangan yang diatur dalam peraturan daerah. Pembentukan
dana cadangan akan menambah dana cadangan yang

bersangkutan.

Tabel 4.44. Jurnal Mencatat Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan
(dalam jutaan rupiah)

No.
Tanggal Bukti Nama Akun dan Keterangan

31 Maret 2018 XX Pembentukan Dana Cadangan
Perubahan SAL

(Triwulan 1)

2) Penyertaan Modal Pemeri

Akun ini untuk me realisasi penyertaan modal
pemerintah daerah erusahaan daerah untuk

Nama Akun dan Keterangan

Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah

Perubahan SAL

(Triwulan 1)

Keuangan Bank

sarkan peraturan perundang-

atat Pengeluaran Pembiayaan
odal Pemerintah Daerah.

(dalam jutaan rupiah)
No. Jumlah
Akun pebet Kredit

7.2.2 12.000
3.1.2 12.000

3) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga

Akun ini untuk mencatat realisasi pembayaran pokok

pinjaman kepada lembaga keuangan bank selama tahun
berjalan yang sudah ditetapkan dalam anggaran.
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Tabel 4.46. Jurnal mencatat Pengeluaran Pembiayaan
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga
Keuangan Bank
(dalam jutaan rupiah)
No. Jumlah
Akun  pebet  Kredit

31 Maret 2018 XX  Pembayaran Pokok Pinjaman 7.2.3 5.000
Dalam Negeri - Lembaga
Keuangan Bank

Perubahan SAL 3.12
(Triwulan 1)

No.
Tanggal Bukti Nama Akun dan Keterangan

4)

(dalam jutaan rupiah)
No. Jumlah
Akun  pepet  Kredit
n kepada 7.2.4 3.000

Tanggal No.
Bukti Nama

31 Maret 2018 XX

312 3.000

a pemerintah daerah lainnya selama tahun berjalan
yang sudah ditetapkan dalam anggaran.

Tabel 4.48. Jurnal mencatat Pengeluaran Pembiayaan
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

(dalam jutaan rupiah)

No. | yama Akun dan Ket No. _lumiah
. ama Akun dan Keterangan
Bukti s Akun Debet Kredit

31 Maret 2018 XX  Pemberian Pinjaman kepada 7.2.5 3.000
Pemerintah Daerah Lainnya

Tanggal

Perubahan SAL 3.1.2 3.000
(Triwulan 1)
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b. Jurnal Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Triwulan Kedua

Tabel 4.49. Jurnal Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada
Triwulan Kedua

(dalam jutaan rupiah)
No. No. Jumlah

Tanggal . Nama Akun dan Keterangan
Bukti Akun pebet Kredit
31 Juni 2018 XX Penyertaan Modal Pemerintah 7.2.2 33.000
Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 7.2.3

Negeri - Lembaga Keuangan Bank

Pemberian Pinjaman kepada

Perusahaan Daerah

Pemberian Pinjaman kepada

Pemerintah Daerah Lainnya
Perubahan SAL

(Triwulan 11)

c. Jurnal Realisasi Pengeluar iayaan Triwulan Ketiga

Tabel 4.50. Jurnal Realj Pembiayaan pada

(dalam jutaan rupiah)

a Akun dan No. Jumlah

Keterangan Akun pDebet Kredit
mbentukan Dana 7.2.1  14.000
Cadangan
Pembayaran Pokok 7.2.3 8.000 29.000

Pinjaman Dalam Negeri -
Lembaga Keuangan Bank

Pemberian Pinjaman 7.2.5 7.000
kepada Pemerintah Daerah
Lainnya

Perubahan SAL 3.1.2

(Triwulan 1)
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d. Jurnal Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Triwulan Keempat

Tabel 4.51. Jurnal Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada
Triwulan Keempat

(dalam jutaan rupiah)

No. No. Jumlah
Tanggal . Nama Akun dan Keterangan
Bukti Akun pebet Kredit
30 Desember 2018 XX  Pembentukan Dana 7.2.1 6.000
Cadangan
Penyertaan Modal 7.2.2 15.00

Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman 7.2.3

Dalam Negeri - Lembaga

Keuangan Bank

Pemberian Pinjaman kepada

Perusahaan Daerah
Perubahan SAL A, 30.000

(Triwulan 11)

Setiap transaksi yang dicatat/ke jurnal sebagaimana yang
telah dijelaskan di atas har idukung bukti transaksi. Berikut
ini jenis bukti transaksi berdas BA 02 paragraf 21, 31 dan
32 adalah sebagai beri

1. Surat Perintah
SP2D - LS

na Langsung (SP2D — LS)
i transaksi untuk pengeluaran seperti

unakan uang persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran.
at Tanda Setoran (STS)

STS merupakan bukti transaksi realisasi pendapatan dan penerimaan
pembiayaan yang dibuat oleh satuan kerja yang bertugas melaksanakan
pendapatan dan menyetorkan uang ke rekening kas umum daerah
atau bukti lainnya yang sah seperti nota kredit atau bukti transfer.
Selanjutnya STS diserahkan ke bagian akuntansi sebagai bukti
transaksi dalam pembuatan jurnal.
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B. Posting ke Buku Besar Realisasi Anggaran

Setelah semua transaksi realisasi anggaran dicatat ke dalam jurnal,
maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses posting akun dari
jurnal ke buku besar yang disebut dengan posting. Pada umumnya
posting ke buku besar dilakukan setiap bulan. Berikut ini posting ke
buku besar berdasarkan contoh pencatatan jurnal realisasi anggara
Pemerintah Daerah MERDEKA yang dilakukan per triwulan.

1. Buku Besar Akun Pendapatan — LRA.

Tabel 4.52. Buku Besar Pendapatan Pajak Daerah -

Nama Akun : Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Mutasi
Tanggal Keterangan  Ref P o
31 Maret 2018 Realisasi JU 00
30 Juni 2018 Realisasi JU 11.
30 Sept 2018 Realisasi JU 9.000
30 Des 2018 Realisasi JU .000

Tabel 4.53. Buk

Nama Akun : Penda si Daerah - LRA

Mutasi
Ref
Debet Kredit
JU 3.000
JuU 5.000
JU 6.500
JuU 3.000

Daerah yang Dipisahkan - LRA

Nama Akun : Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan - LRA

Mutasi
Tanggal Keterangan  Ref EUTa
31 Maret 2018 Realisasi JuU 6.500
30 Des 2018  Realisasi JU 8.500

patan Retribusi Daerah - LRA

(dalam jutaan)
Nomor Akun : 4.1.2
Saldo
Debet Kredit
3.000
8.000
14.500
17.500

abel 4.54. Buku Besar Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

(dalam jutaan)
Nomor Akun : 4.1.3

Saldo
Debet Kredit
6.500
15.000
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Tabel 4.55. Buku Besar Pendapatan Lain-lain PAD yang sah - LRA

(dalam jutaan)
Nomor Akun :

Nama Akun : Pendapatan Lain-lain PAD yang sah - LRA 4.1.4
Mutasi Sald
Tanggal Keterangan Ref utast aco
Debet Kredit Debet  Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU 1.500 1.5
30 Juni 2018 Realisasi JU 4.000

30 Des 2018 Realisasi JU 4.000

Tabel 4.56. Buku Besar Pendapatan Dana Bagi Hasil P,

Nama Akun : Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak -

Mu
Debet dit Debet  Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU 22.000
30 Sept 2018 Realisasi JU 13.000 35.000

Tanggal Keterangan Ref

Tabel 4.57. Buku Besar a Bagi Hasil SDA - LRA

(dalam jutaan)
Nomor Akun :

Nama Akun : Penda agi Hasil SDA - LRA 4.2.1.2

Mutasi Saldo
Tanggal Ref
Debet Kredit Debet Kredit
31 Maret
JU 7.000 7.000
30 Sep i JU 21.000 28.000
JU 12.000 40.000

bel 4.58. Buku Besar Pendapatan Dana Alokasi Umum - LRA
(dalam jutaan)

Nama Akun : Pendapatan Dana Alokasi Umum - LRA Non;ozr :Il\I;un ;
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref 5 .
Debet Kredit Debet Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU 15.000 15.000
30 Juni 2018  Realisasi JU 17.000 32.000
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30 Sept 2018  Realisasi JU 17.000 49.000
30 Des 2018  Realisasi JU 6.000 55.000

Tabel 4. 59. Buku Besar Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA

(dalam jutaan)

Nama Akun : Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA Nor:ozr ; I;un :
Mutasi Sal
Tanggal Keterangan Ref .
Debet Kredit Deb
31 Maret 2018 Realisasi JU 9.000
30 Des 2018  Realisasi JU 11.000

Tabel 4. 60. Buku Besar Pendapatan Bagi
(dalam jutaan)

Nama Akun : Pendapatan Bagi Hasil Pajak - WSl ST
4.23.1
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan . 5
Kredit Debet Kredit
31 Maret 2018 Realisasi 3.000 3.000
30 Juni 2018  Realisasi 3.000 6.000
30 Sept 2018  Realisa 4.000 10.000
30 Des 2018  Reali JU 5.000 15.000
Tabel 4.6 ar Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA

(dalam jutaan)

dapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA Nomor Akun :

4232
Mutasi Saldo
Keterangan Ref . 5
Debet Kredit Debet Kredit
018 Realisasi JU 4.000 4.000
30 2018 Realisasi JU 6.000 10.000
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Tabel 4.62. Buku Besar Pendapatan Hibah - LRA

(dalam jutaan)

Nama Akun : Pendapatan Hibah - LRA Nom:r;;kun ;
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref . .
Debet Kredit Debet Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU 4.000 4.00!
30 Juni 2018  Realisasi JU 6.000 1
30 Sept 2018 Realisasi JU 2.000
30 Des 2018  Realisasi JU 13.000

Tabel 4.63. Buku Besar Pendapatan Lainnya LR

jutaan)
. or Akun :

Nama Akun : Pendapatan Lainnya - LRA 432

Saldo
Tanggal Keterangan Ref .
bet Debet Kredit
31 Maret 2018 Realisasi 2.500 2.500
30 Juni 2018  Realisasi 1.000 3.500
30 Sept 2018  Realisasi 3.000 6.500
30 Des 2018  Realisasi 1.000 7.500

2. Buku Be

.64. Buku Besar Belanja Pegawai

(dalam jutaan)

Nomor Akun :
ma Akun : Belanja Pegawai 5.1.1
Keterangan Ref Mutasi Saldo
Debet  Kredit Debet Kredit
8
1 Maret Realisasi JU 6.000 6.000
30 Juni Realisasi JU 7.000 13.000
30 Sept Realisasi JU 6.000 19.000
30 Des Realisasi JuU 6.000 25.000
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Tabel 4. 65. Buku Besar Belanja Barang

(dalam jutaan)

Nama Akun : Belanja Barang Nomor Akun : 5.1.2
Tanggal Keterangan Ref Mutasi =l
Debet  Kredit Debet Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU 2.000 2.000
30 Juni 2018  Realisasi U 3.000 5.000
30 Sept 2018 Realisasi JU 3.000 8.000

30 Des 2018  Realisasi JuU 4.000 12.000

Tabel 4. 66. Buku Besar Belanja Bunga

Nama Akun : Belanja Bunga

Mutasi
Tanggal Keterangan Ref .
Debet Kre Debet Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU 4.00 4.000
30 Des 2018  Realisasi JU 8.000

Tabel 4.67. rB ja Subsidi

(dalam jutaan)
Nomor Akun : 5.1.4
Mutasi Saldo
Debet  Kredit Debet Kredit
JU 3.000 3.000
JU 3.000 6.000
JU 1.000 7.000

Nama Aku

Tanggal

30

Tabel 4.68. Buku Besar Belanja Tanah
(dalam jutaan)
Nama Akun : Belanja Tanah Nomor Akun : 5.2.1

Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan  Ref . .
Debet  Kredit Debet Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU  11.000 11.000
30 Des 2018 Realisasi JU  13.000 24.000
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Tabel 4.69. Buku Besar Belanja Peralatan dan Mesin

(dalam jutaan)

Nama Akun : Belanja Peralatan dan Mesin \Lle L S0

5.2.2
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref
Debet Kredit Debet Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU 3.000 3.000
30 Sept 2018  Realisasi JU 4.500 7.500
30 Des 2018  Realisasi JU 2.000 9.50

Tabel 4.70. Buku Besar Belanja Gedung dan Bang

Nama Akun : Belanja Gedung dan Bangunan

Mutasi
Debet redit Debet Kredit

JU 11 11.000
0 24.000
29.000
Tabel .B Besar Belanja Tidak Terduga
(dalam jutaan)
. Nomor Akun :
' Belanja Tidak Terduga 53.1

Mutasi Saldo
Debet Kredit Debet Kredit
ealisasi JU 3.000 3.000

Mar
Sept 8  Realisasi JU 3.000 6.000
; 8  Realisasi JU 4.000 10.000

Tanggal Keterangan Ref

31 Maret 2018 Realisasi
30 Sept 2018  Realisasi
30 Des Realisasi

T angan  Ref
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8. Buku Besar Akun Transfer

Tabel 4.72. Buku Besar Transfer Bagi Hasil Pajak
(dalam jutaan)

Nama Akun : Transfer Bagi Hasil Pajak Nomor Akun : 6.1.1
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan  Ref 5 .
Debet  Kredit Debet Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JuU 3.500 3.500
30 Juni 2018  Realisasi JU 3.500 7.000

30 Sept 2018 Realisasi JU 3.000 10.000
30 Des 2018  Realisasi JU 5.000

Tabel 4.73. Buku Besar Transfer Bagi Hasi

Nama Akun : Transfer Bagi Hasil Retribusi or Akun : 6.1.2

Mutas Saldo
Tanggal Keterangan  Ref .
Kre Kredit

2018
31 Maret Realisasi 3.000
30 Juni Realisasi 6.000
30 Sept Realisasi 2.000 8.000

30 Des Realis 5.000 13.000
Tabel 4 B ansfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
(dalam jutaan)

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Nomor Akun : 6.1.3

Mutasi Saldo
Ref Debet Kredit Debet Kredit
JU 3.000 3.000
JU 5.000 8.000
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9. Buku Besar Akun Penerimaan Pembiayaan

Tabel 4.75. Buku Besar Pinjaman DN-Lembaga Keuangan Bank

(dalam jutaan)
Nama Akun : Pinjaman DN-Lembaga Keuangan Bank Nomor Akun : 7.1.2

Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref
Debet Kredit Debet Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU 7.000 V.
30 Sept 2018 Realisasi JU 1.000 00
30 Des 2018  Realisasi JU 7.000 0

Tabel 4.76. Buku Besar Penerimaan Kembali Pinja
Perusahaan Daerah

d jutaan)

Nama Akun : Penerimaan Kembali Pinjaman kepada

Perusahaan Daerah T LA £ T

utasi Saldo

Tanggal Keterangan Ref . .
eb, Kredit  Debet Kredit

2018
31 Maret Realisasi 2.000 2.000
30 Juni Realisasi 3.000 5.000
30 Sept Realis 5.000 10.000
Tabel 4 enerimaan Kembali Pinjaman kepada

emerintah Daerah Lainnya
(dalam jutaan)

imaan Kembali Pinjaman kepada Nomor Akun :
erintah Daerah Lainnya 7.1.4
Mutasi Saldo
Keterangan Ref 5 .
Debet Kredit Debet Kredit
2018 Realisasi JU 3.000 3.000
uni 2018 Realisasi JU 2.000 5.000
30 Des 2018 Realisasi JU 4.000 9.000
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10. Buku Besar Akun Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 4.78. Buku Besar Pembentukan Dana Cadangan

Nama Akun : Pembentukan Dana Cadangan

Mutasi
Tanggal Keterangan Ref .
Debet  Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU 12.000
30 Sept 2018 Realisasi JU 14.000
30 Des 2018  Realisasi JU 6.000

Tabel 4. 79. Buku Besar Penyertaan Modal Pemeri

Nama Akun : Penyertaan Modal Pemerintah rah
Mutasi
bet

Keterangan Ref

Tanggal
Kredit

31 Maret 2018 Realisasi
30 Juni 2018 Realisasi
30 Des 2018 Realisasi

.000
15.000

Tabel 4. sa
mbaga Keuangan Bank

(dalam jutaa

ran pokok Pinjaman Dalam Negeri
baga Keuangan Bank

Mutasi
Keterangan Ref .
Debet  Kredit
aret .

018 Realisasi JU 5.000
0 Juni 2018  Realisasi JU 6.000
30 Sept 2018  Realisasi JU 8.000
30 Des 2018  Realisasi JU 4.000
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(dalam jutaan)

Nomor Akun :

721
Saldo

Debet Kredi
12.000
26.00!
320

jutaan)
omor Akun :
7.2.2

Saldo
Debet Kredit

12.000
45.000
60.000

mbayaran pokok Pinjaman Dalam

Nomor Akun :

7.23
Saldo
Debet Kredit

5.000

11.000
19.000
23.000
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Tabel 4.81. Buku Besar Pemberian Pinjaman kepada
Perusahaan Daerah
(dalam jutaan)

Nama Akun : Pemberian Pinjaman kpd Perusahaan Daerah W (LU0

7.24
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref 5 .
Debet Kredit Debet Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU 3.000 3.000
30 Juni 2018  Realisasi JU 5.000 8.000
30 Des 2018  Realisasi JU 5.000 13.00!

Tabel 4.82. Buku Besar Pemberian Pinjaman kep
Pemerintah daerah Lainnya

jutaan)

Nama Akun : Pemberian Pinjaman kpd Pemda nya B 0 8

7.25
Saldo
Tanggal Keterangan .
Debet Kredit
31 Maret 2018 Realisasi 3.000
30 Juni 2018  Realisasi 9.000
30 Sept 2018  Realisasi 16.000

11. Buku Besar Akun

uku Besar Perubahan SAL

(dalam jutaan)
Nomor Akun :
Akun : Perubahan SAL 3.1.2

Keterangan Ref Mutasi Saldo
Debet  Kredit Debet Kredit
018 Pendapatan | JuU 7.000 7.000
Pendapatan | JU 3.000 10.000
Pendapatan | JuU 6.500 16.500
Pendapatan | JU 1.500 18.000
Pendapatan | JU 22.000 40.000
Pendapatan | JU 7.000 47.000
Pendapatan | JuU 15.000 62.000
Pendapatan | JU 9.000 71.000
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(dalam jutaan)

Nomor Akun :
Nama Akun : Perubahan SAL 3.1.2
Tanggal Keterangan Ref Mutasi Saldo
Debet  Kredit Debet Kredit
Pendapatan | JU 3.000 74.000
Pendapatan | JU 4.000 78.000
Pendapatan | JU 4.000 82.000
Pendapatan | JU 2.500 84.500
Belanja | JU 78.50
Belanja | JU
Belanja | JU
Belanja | JU
Belanja | JU
Belanja | JU
Belanja | JU

Belanja | J
Transfer |
Transfer |
Transfer |

Penerim

Pembi 39.000
41.000
44.000

12.000 32.000

12.000 20.000

Pembiayaan |

Pengeluaran

Pembiayaan | JU 5.000 15.000

Pengeluaran

Pembiayaan | JU 3.000 12.000

Pengeluaran

Pembiayaan | JU 3.000 9.000
30 Juni 2018  Pendapatan Il JU 47.000 56.000

Belanja dan

Transfer |l JU 16.500 39.500
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(dalam jutaan)
Nomor Akun :
Nama Akun : Perubahan SAL 3.1.2

Mutasi Saldo

Tanggal Keterangan Ref
Debet  Kredit Debet Kredit

Penerimaan
Pembiayaan I JU 5.000
Pengeluaran
Pembiayaan II JU 50.000
30 Sept 2018  Pendapatan IlI JU 75.500
Belanja dan
Transfer IlI JU 37.500
Penerimaan
Pembiayaan IlI JuU
Pengeluaran
Pembiayaan IlI JU 29.000
30 Des 2018  Pendapatan IV
Belanja dan
Transfer IV
Penerimaan
Pembiayaan IV
Pengeluaran
Pembiaya 30.000 11.000

44.500

018 pada tabel di bawah ini.
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No

N

26
27
28

29

Tabel 4.84. Neraca Saldo Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KOTA MERDEKA
NERACA SALDO LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 DESEMBER 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Nama Akun Debet Kredit
Pendapatan Pajak Daerah - LRA 32.00!
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 17

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan - LRA

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah - LRA

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak - LRA
Pendapatan Dana Bagi Hasil SDA - LRA
Pendapatan Dana Alokasi Umum - LRA
Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA

Pendapatan Hibah - LRA 25.000
Pendapatan Lainnya - LRA 7.500
Belanja Pegawai 25.000
Belanja Barang 12.000
Belanja Bunga 8.000
Belanja Subsidi 7.000
24.000
9.500
29.000
10.000
15.000
13.000
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 8.000
man DN-Lembaga Keuangan Bank 15.000
enerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah 10.000
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah Lainnya 9.000
Pembentukan Dana Cadangan 32.000
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 60.000
Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri -Lembaga
Keuangan Bank 23.000
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No Nama Akun Debet Kredit

30 Pemberian Pinjaman kpd Perusahaan Daerah 13.000
31 Pemberian Pinjaman kpd Pemda Lainnya 16.000
32 JUMLAH 304.500 315.500

dan pengeluaran yang berjumlah Rp 11.000.000.000 me
debet dan besarnya sama dengan saldo akun Peru
Tabel Buku Besar Akun Perubahan SAL.

33 SiLPA 11.000
34 JUMLAH 315.500 315.5
Tabel di atas menjelaskan bahwa SiLPA merupakan selisih p n
o)
a

2. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran
Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dibuat berdasarkan saldo akun
Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Berikut ini
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) P rintah MERDEKA untuk
tahun yang berakhir sampai den sember 2017 dan 2018.

KODE ANG-  REALI REALIS-
REKE- NO GARAN SASI (%) AsI
NING 2018 2018 2017

30.000 32.000 106.7 -
endapatan Retribusi Daerah 17.000 17.500 102.9 -
Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang 15.000

Dipisahkan 15.000 100.0 -

Lain-lain PAD yang sah 9.500 9.500 100.0 -

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah (3 s/d 6) 71.500 74.000 103.5 -
4.2 9 Pendapatan Transfer =

Transfer Pemerintah Pusat—
4.2.1 10 Dana Perimbangan -
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KODE
REKE-
NING

4211

4.2.1.2
4213

4.2.2
4221

423
4231
4.2.3.2

511
5.1.2
513

NO

11

12
13

14
15

16

17
18

19
20
21
22
23

34
35
36

ANG-
URAIAN GARAN
2018
Dana Bagi Hasil Pajak 35.000
Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam 40.000
Dana Alokasi Umum 55.000
Jumlah Pendapatan Transfer
Dana
Perimbangan (11 s/d13) 130.000
Transfer Pemerintah Pusat
Lainnya

Dana Otonomi Khusus

Jumlah Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat Lainnya (17)

Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Paj

Jumlah Pendapat
Pemerintah Prowvinsi
22)

Total Pe 180.000
25.000
7.500
32.500
(27 s/d 28)
JUMLAH PENDAPATAN 284.000
(7+24+29)
BELANJA
Belanja Operasi
Belanja Pegawai 25.000
Belanja Barang 12.000
Bunga 8.000
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REALI-
SASI
2018

35.000
40.000

55.000

130.000

0
20.000

15.000
10.000
25.000

175.000

25.000
7.500
32.500

281.500
25.000

12.000
8.000

(%)
100.0

100.0
100.0

10
0

100.0
100.0
100.0

97.2

100.0
100.0
100.0

99.1
100.0

100.0
100.0

REALIS-
ASI
2017
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KODE ANG- REALI- REALIS-

REKE- NO URAIAN GARAN SASI (%) ASI
NING 2018 2018 2017
514 37 Subsidi 7.000 7.000 100.0 -
38 Jumlah Belanja Operasi (34 52.000 52.000 100.0 -
s/d 37)
28 -
5.2 40 Belanja Modal
5.2.1 41 Belanja Tanah 25.000 24.000 96.0

522 42 Belanja Peralatan dan Mesin 10.000 9.500
5.2.3 43 Belanja Gedung dan Bangunan  30.000 29.000
44 Jumlah Belanja Modal (41 s/d 65.000 62.5
43)
45
5.3 46 Belanja Tidak Terduga
53.1 47 Belanja Tidak Terduga

48 Jumlah Belanja Tidak Terduga
(47)

49 JUMLAH BELANJA (38+44

50

124500 98.0 =

6 TRANSFER -
6.1 Transfer/Bagi -
6.1.1 15.000 15.000 100.0 -

13.000 13.000 100.0 =
8.000 8.000 100.0 =
36.000 36.000 100.0 =
163.000 160.500 98.5 =

SURPLUS / DEFISIT (30 - 57) 121.000 121.000 100.0 =

(Jumlah Pendapatan — Jumlah
Belanja dan Transfer)

PEMBIAYAAN -
Penerimaan Pembiayaan -
Penggunaan SiLPA - - - -

7.1.2 64 Pinjaman Dalam Negeri - 15.000 15.000 100.0 -
Lembaga Keuangan Bank

7.1.3 65 Penerimaan Kembali Pinjaman 15.000 10.000 66.7 -
kepada Perusahaan Daerah
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KODE

REKE-

NING
7.1.4

7.2
721
7.2.2

7.2.3

724

7.2.5

NO

66

67

68

70
71

72

73

74

URAIAN

Penerimaan Kembali Pinjaman
kepada Pemerintah Daerah
Lainnya

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan (64 s/d 66)

Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman
Dalam Negeri - Lembaga
Keuangan Bank

Pemberian Pinjaman kepada
Perusahaan Daerah

Pemberian Pinjaman kepad
Pemerintah Daerah Lainny;
Jumlah Pengeluaran

ANG-
GARAN
2018

9.000

39.000

121.000

0

REALI-
SASI
2018

9.000

34.000

.000

144.000

110.000

11.000

(%)

100.0

87.2

90.0

90.9

REA

LIS-

ASI
2017
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TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN
OPERASIONAL

Laporan operasional (LO
kegiatan operasional k

rlu dibayar kembali.

Tabel 5.1. Klasifikasi Akun Pendapatan LO

Nama Akun
PENDAPATAN — LO
8.1.0.00.00  PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) — LO
8.1.1.00.00 Pendapatan Pajak Daerah — LO
8.1.2.00.00 Pendapatan Retribusi Daerah — LO

8.1.3.00.00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- L0



Kode Akun Nama Akun
8.1.4.00.00 Lain-lain PAD Yang Sah — LO
8.2.0.00.00  PENDAPATAN TRANSFER — LO
8.2.1.00.00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat —LO
8.2.2.00.00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya — LO
8.2.3.00.00  Pendapatan Transfer Pemerintah daerah Lainnya — LO
8.2.4.00.00 Bantuan Keuangan — LO
8.3.0.00.00  LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH — LO
8.3.1.00.00  Pendapatan Hibah — LO
8.3.2.00.00 Dana Darurat — LO
8.3.3.00.00 Pendapatan Lainnya — LO
8.4.0.00.00  SURPLUS NON OPERASIONAL — LO
8.4.1.00.00  Surplus Penjualan Aset Non Lancar — LO
8.4.2.00.00  Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka

8.4.3.00.00  Surplus dari Kegiatan Non Operasiona
8.5.0.00.00  PENDAPATAN LUAR BIASA — LO
8.5.1.00.00 Pendapatan Luar Biasa — LO

innya —40

2. Akun Beban

Beban adalah penuru
dalam periode pelaporan
pengeluaran atau ko

onomi atau potensi jasa
an ekuitas, yang dapat berupa
u timbulnya kewajiban.

sifikasi Akun Beban

Kode Akun Nama Akun

9.0.0.00.00

9.1.0. BE PERASI — LO
9.1.1.00. n Pegawai — LO
eban Barang dan Jasa

Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah

.6.00.00 Beban Bantuan Sosial
9.1.7.00.00 Beban Penyusutan dan Amortisasi
9.1.8.00.00 Beban Penyisihan Piutang
9.1.9.00.00 Beban Lain-lain.
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3. Akun Beban Transfer — LO

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban
untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas
pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.3. Klasifikasi Beban Transfer-LO

Kode Akun Nama Akun
9.2.0.00.00 BEBAN TRANSFER
9.2.1.00.00 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
9.2.2.00.00 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9.2.3.00.00 ngan Transfer Bantuan Keuangan ke Pemeri

Lainnya

9.2.4.00.00 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9.2.5.00.00 Beban Transfer Bantuan Keuangan

9.2.6.00.00 Beban Transfer Dana Otonomi Kh

4. Akun Beban Non Operasional

Beban non operasional merup
sebagai berikut :

n yang sifatnya tidak rutin

Tabel 5.4. Klasi i n Operasional

Kodefikasi Uraian Akun
9.3.0.00.00
9.3.1.00.00 it set Non Lancar — LO

9.3.2.00.00 isit P saian Kewajiban Jangka Panjang — LO
9.3.3.00.00 isittdari Kegiatan Non Operasional Lainnya — LO

Luar Biasa

uar Biasa adalah beban yang terjadi dari kejadian luar
gai berikut:

Tabel 5.5. Klasifikasi Beban Luar Biasa

Kodefikasi Uraian Akun
9.4.0.00.00 Beban Luar Biasa
9.4.1.00.00 Beban Luar Biasa
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B. Teknik Menjurnal Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi seluruh kegiatan
operasional keuangan yaitu transaksi keuangan yang dilakukan secara
kas (tunai) dan keuangan yang tidak tunai meliputi transaksi pendapatan
dan beban selama satu periode. Laporan Operasional merupakan
laporan finansial yang berhubungan dengan neraca, pada sisi debe
jurnal. Laporan Operasional adalah akun kas yang dijurnal padaisi
debet, hal ini dikarenakan akun kas merupakan bagian dari ak n
ada pada neraca.

Teknik menjurnal unsur dalam Laporan Operasional
melalui contoh Realisasi Pendapatan — LRA dan Reali
Transfer pada bab sebelumnya untuk transaksi
contoh tambahan transaksi lainnya untuk m
keuangan yang tidak tunai.

1. Menjurnal Pendapatan — LO

PSAP BA 12 paragraf 19 menj
diakui pada saat:

an bahwa Pendapatan — LO

a. Timbulnya hak atas pen
b. Pendapatan direalisasi
ekonomi
Penggambaran atatan Jurnal Pendapatan — LO akan dijelaskan
melalui contoh endapatan — LRA yang terdapat pada
bab sebelump f si tambahan transaksi lainnya.

aliran masuk sumber daya

bel 5.6. Realisasi Pendapatan — LRA

PEMERINTAH KOTA MERDEKA
ISASI PENDAPATAN - LRA PER TRIWULAN
TAHUN 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN | ] 1} 1\
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Pajak Daerah 7.000 11.000 9.000 5.000
Pendapatan Retribusi Daerah 3.000 5.000 6.500 3.000
5  Pendapatan Hasil Pengelolaan 6.500 0 0 8.500
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6  Lain-lain PAD yang sah 1.500 4.000 0 4.000
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NO URAIAN | Il 1] IV

7  Jumlah Pendapatan Asli Daerah Per 18.000 20.000 15.500 20.500
Tri Wulan (3 s/d 6)
Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan

10 Dana Bagi Hasil Pajak 22.000 0
11 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 7.000 0
12 Dana Alokasi Umum 15.000 17.000

13 Jumlah Pendapatan Transfer Dana 44.000
Perimbangan Per Tri Wulan (10 s/d12)
14 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
11.000
11.000

15 Dana Otonomi Khusus

16 Jumlah Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat Lainnya (15)
17 Transfer Pemerintah Provinsi

18 Pendapatan Bagi Hasil Pajak -000 5.000
0 0 6.000
3.000 4.000 11.000

19 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

20 Jumlah Pendapatan Transf
Pemerintah Provinsi (18 s
21 Total Pendapatan Tra

Lain-Lain Pendap

20.000 55.000 40.000
4.000 6.000 2.000 13.000
2.500 1.000 3.000 1.000

6.500 7.000 5.000 14.000

84.500 47.000 75.500 74.500

Transaksi Lainnya

erimaan pajak daerah triwulan pertama sebesar Rp 7.000.000.000
erdapat penerimaan piutang pajak dari periode sebelumnya sebesar
Rp 400.000.000.

Penerimaan retribusi daerah triwulan pertama sebesar Rp 3.000.000.
000 terdapat penerimaan piutang retribusi dari periode sebelumnya
sebesar Rp 200.000.000.
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e Penerimaan lain-lain PAD yang sah triwulan pertama terdapat
penerimaan bagian lancar tagihan penjualan angsuran sebesar Rp
500.000.000.

e Triwulan keempat (pada akhir tahun) telah diterbitkan Surat
Keterangan Pajak Daerah sebesar Rp 700.000.000, namun sampai
dengan tanggal 31 Desember 2018 belum dibayar oleh wajib pajak
daerah.

e Triwulan keempat (pada akhir tahun) telah diterbitkan Surat

rangan Retribusi Daerah sebesar Rp 300.000.000, namu
dengan tanggal 31 Desember 2018 belum dibayar
retribusi daerah.

e Akhir Tahun 2018, pemerintah daerah masih iliki \ha
dana bagi hasil sumber daya alam sebesar 600.000.000 yang
belum ditransfer oleh pemerintah pusat.

e Akhir Tahun 2018, pemerintah daerah masih miliki hak atas
pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp '300.000.000 yang belum
ditransfer oleh pemerintah pusa

a. Jurnal Pendapatan — ama

ai mengakibatkan kas pada
kun kas bagian dari akun aset,
|ldo normal debet, maka ketika
bet. Di samping itu, transaksi tersebut

Transaksi Pendapatan —
pemerintah daerah b
sementara itu aku
bertambah di cata
juga menamba
adalah kred ertambah dicatat di sebelah kredit. Berikut ini
tabel Jurnal Realisasi Pendapatan Tunai pada Laporan Operasional
triwul
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Tabel 5.7. Jurnal Pendapatan — LO Triwulan Pertama
Dalam Jutaan Rupiah

Tanggal NO.  Nama Akun dan Ket No. S
angga . Nama Akun dan Keterangan
ge Bukti 8N Akun Debet Kredit
31 Maret 2018 XX Kas di Kas Daerah 1.1.1.1 84.500
Pendapatan Pajak daerah  8.1.1 6.600
- Lo
Pendapatan Retribusi 8.1.2 2
Daerah - LO
Pendapatan Hasil 8.1.3 e 0

Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan - LO

Lain-lain PAD yang sah - LO
Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Dana Bagi Hasil Sumber 7.000
Daya Alam - LO
Dana Alokasi Umum - LO 15.000

- esar Rp.400.000.000. Sehingga yang dicatat
alah Rp 6.600.000.000 (hasil Rp 7.000.000.000

O pencatatan di dalam jurnal sebesar Rp 1.000.000.000
1.500.000.000 - Rp 500.000.000 (tagihan penjualan angsuran)).

iutang pajak (Rp 400.000.000), piutang retribusi (Rp 200.000.000)
an tagihan penjualan angsuran (Rp 500.000.000) dicatat pada sisi
kredit, dikarenakan transaksi tersebut mengakibatkan akun piutang
pajak, piutang retribusi dan tagihan penjualan angsuran berkurang,
sementara saldo normal dari ketiga akun tersebut adalah debet, jika
berkurang dicatat pada sisi kredit.
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b. Jurnal Pendapatan — LO Triwulan Kedua

Tabel 5.8. Jurnal Pendapatan — LO Triwulan Kedua
Dalam Jutaan Rupiah

] No. Nama Akun dan No. Jumlah
Bukti Keterangan Akun Debet  Kredit
30 Juni 2018 XX Kas di Kas Daerah 1.1.1.1 47.000

Pendapatan Pajak Daerah 8.1.1 11.
- Lo

Pendapatan Retribusi 8.1.2
Daerah - LO

Lain-lain PAD yang sah - LO 8.1.4

Dana Alokasi Umum - LO

Pendapatan Bagi Hasil 3.000
Pajak - LO
Pendapatan Hibah - LO 6.000
Pendapatan Lainnya 1.000

(PENDAPATAN - LO TRIWULAN 1II)

c. Jurnal Pendapat n Ketiga

Tabel 5. 9. ) dapatan Tunai pada Laporan

| Triwulan Ketiga.
(dalam jutaan rupiah)

Nama Akun dan No. Jumlah

Keterangan Akun Debet Kredit
Kas di Kas Daerah 1.1.1.1  75.500
Pendapatan Pajak
Daerah - LO 8.1.1 9.000
Pendapatan Retribusi
Daerah — LO 8.1.2 6.500
Dana Bagi Hasil Pajak 8121 13.000
- LO
Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam - LO 8.2.1.2 21.000
Dana Alokasi Umum 8213 17.000
- Lo
Pendapatan Bagi Hasil
Pajak - LO 8.23.1 4.000
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(dalam jutaan rupiah)

No. Nama Akun dan No. Jumlah
Tanggal . "
Bukti Keterangan Akun Debet Kredit
Pendapatan Hibah - LO 8.3.1 2.000
Pendapatan Lainnya
- LO 8.3.2 3.000
(PENDAPATAN - LO
TRIWULAN 1I1)

d. Jurnal Pendapatan — LO Triwulan Keempat

Tabel 5. 10. Jurnal Realisasi Pendapatan Tunai pad
Operasional Triwulan Keempat.

rupiah)

No. umlah

Akun Debet Kredit
74.500

No. Nama Akun dan
Bukti Keterangan

30 Desember 2018 XX

Tanggal

Kas di Kas Daera

Pendapatan [Pajak

5.000
3.000
8.500
Lain-lain PAD yang sah
-LO 8.1.4 4.000
Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam - LO 8.2.1.2 12.000
Dana Alokasi Umum - LO 8213 6.000
Dana Otonomi Khusus
- LO 8221 11.000
Pendapatan Bagi Hasil
Pajak - LO 8.23.1 5.000
Pendapatan Bagi Hasil
Lainnya - LO 8.2.3.2 6.000
Pendapatan Hibah - LO 8.3.1 13.000
Pendapatan Lainnya - LO 832 1.000
(PENDAPATAN - LO
TRIWULAN IV)
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Untuk Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) sebesar Rp 700.000.000
dan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) sebesar Rp 300.000.000,
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp 600.000.000 serta
Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 300.000.000 dijurnal sebagai
berikut.

Tabel 5.11. Jurnal Piutang Pajak Daerah

(dalam jutaan rupi

No. No.
Tanggal Buki Nama Akun dan Keterangan Akun  Deb
30 Desember 2018 XX  Piutang Pajak Daerah 1.1.3.1
Piutang Retribusi Daerah
Piutang Lainnya
Pendapatan Pajak Daerah -
LO
Pendapatan Retribusi Dae 300
-LO
Dana Bagi Hasil S 600
Alam - LO
Pendapatan 8.2.3.1 300
Pencatatan pad perasional dilakukan dengan basis akrual,

sehingga Penga
sudah diteri
Pendapatan da

da kas umum daerah, namun Pengakuan
ukan jika sudah timbul hak atas pendapatan.

paragraf 32 menjelaskan bahwa beban diakui pada saat:

a kewajiban.

rjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Penggambaran pencatatan Jurnal Beban akan dijelaskan melalui
contoh Tabel Realisasi Belanja dan Transfer yang terdapat pada bab
sebelumnya dan informasi tambahan transaksi lainnya.
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Tabel 5.12. Realisasi Belanja dan Transfer

PEMERINTAH KOTA MERDEKA
REALISASI BELANJA DAN TRANSFER PER TRIWULAN
TAHUN 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

NO URAIAN | Il ] 1\

1 BELANIJA

2  Belanja Operasi

3 Belanja Pegawai 6.000 7.000

4  Belanja Barang 2.000 3.000

5 Bunga 4.000 0

6  Subsidi 3.000 0

7  Jumlah Belanja Operasi (3 s/d 6) Per 2.000° 15.000

Tri Wulan

9 Belanja Modal

10 Belanja Tanah 0 13.000
11 Belanja Peralatan dan Mesin 0 4.500 2.000
12 Belanja Gedung dan Bangu 13.000 5.000

13  Jumlah Belanja Modal (10 0 17.500 20.000

Per Tri Wulan
14
15 Belanja Tidak Te
Belanja Tid 3.000 0 3.000 4.000
uga (16) 3.000 0 3.000 4.000

43.000 10.000 32.500 39.000

/Bagi Hasil Ke Desa

i Hasil Pajak 3.500 3.500 3.000 5.000
Bagi Hasil Retribusi 3.000 3.000 2.000 5.000

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 3.000 0 0 5.000
JUMLAH TRANSFER (22 s/d 24) Per
25  Tri Wulan 9.500 6.500 5.000 15.000
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER
26 (18+25) 52.500 16.500 37.500 54.000
Per Tri Wulan
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Belanja modal dalam LRA berdasarkan penjelasan PSAP BA 02 paragraf
37 belum bisa dikategorikan sebagai beban dalam LO, dikarenakan
belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh
aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu
periode akuntansi atau memberi manfaat jangka panjang.

Tambahan Transaksi Lainnya

a. Belanja bunga triwulan pertama sebesar Rp 4.000.000.000 s
termasuk pembayaran utang bunga tahun sebelumnya sebe
1.000.000.000.

b. Tanggal 31 Desember 2018, terdapat bagi hasil retribusi
sebesar Rp 500.000.000 yang belum ditransfer pep
yang menjadi hak pemerintah desa.

c. Tanggal 31 Desember 2018, terdapat bela
900.000.000 yang belum dibayar oleh p

d. Triwulan keempat bendahara umum d

kukan transfer
ra pengeluaran

sebesar Rp 1.200.000.000.
e. Triwulan kedua untuk mem
sebesar Rp 800.000.000 ng persediaan yang ada
pada bendahara pengel ndahara pengeluaran telah
dibuatkan Surat Pe aban (SPJ) Fungsionalnya.
f.  Triwulankeemp r beban jasa sebesar Rp 700.000.000
menggunakan an yang ada pada bendahara penge-
ngeluaran telah dibuatkan Surat Pertang-
Fdngsionalnya.

pakai habis (persediaan)

arena telah terjadi konsumsi terhadap aset yang dirasakan
dalam jangka pendek.

ahan nama akun Belanja dan Transfer pada LRA menjadi
pada LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 5.13. Perubahan Nama Akun Belanja dan Transfer

No Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Operasional (LO)
1 Belanja Pegawai Beban Pegawai
2  Belanja Barang Beban Persediaan

Beban Jasa

Beban Pemeliharaan

Beban Perjalanan Dinas

3  Belanja Bunga Beban Bunga

4  Belanja Subsidi Beban Subsidi
5 Belanja Hibah Beban Hibah

6  Belanja Bantuan Sosial Beban Bantua
7  Transfer Beban Transf

8  Belanja Tak Terduga Beban

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tent an Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah d endagri Nomor
59 tahun 2007, menjelaskan bahwa_jéni rang dirinci lebih
lanjut menjadi objek belanja yait barang habis pakai yang
pada akhir tahun jika tersisa i iaan, belanja jasa, belanja
pemeliharaan dan juga belanj j as. Pada akhir tahun belanja
tersebut dicatat sebagai a pada tabel di atas Belanja
enjadi beban persediaan, beban

| ] 1 \Y)

500 1.500 600 2.000
600 300 400 1.500
500 700 1.100 400
Belanja Perjalanan Dinas 400 500 900 100

Belanja Pemeliharaan
4

Berikut ini jurnal Laporan Operasional yang dibuat oleh bagian
Akuntansi pada setiap triwulan untuk mencatat transaksi-transaksi di atas.
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a. Jurnal Beban Triwulan Pertama

Transaksi beban secara tunai mengakibatkan kas pada pemerintah
daerah berkurang (akun kas bagian dari akun aset) sementara itu,
akun aset/kas bersaldo normal debet, maka ketika berkurang dicatat
pada sisi kredit. Di samping itu, transaksi tersebut juga menambah
akun beban, saldo normal akun beban adalah debet, sehingga ketika
bertambah maka dicatat pada sisi debet.

Tabel 5.15. Jurnal Realisasi Belanja Tunai pada Laporan
Operasional Triwulan Pertama.

(da
SRR el (1
Debet™/ Kredit
31 Maret 2018 XX Beban Pegawai 5.0

Beban Persediaan A, 500

Beban Jasa 600

Beban Pemeliha 500

Beban Perjal Di 9.1.5 400

9.1.6 3.000

9.1.7 3.000

9.1.9 9.500

9.1.10 3.000

2.1.2 1.000
1.1.1.1 27.500

utang bunga tahun lalu sebesar Rp 1.000.000.000. Sehingga
a tahun sekarang adalah sebesar Rp 3.000.000.000 (Rp
4. .000 - Rp 1.000.000.000). Selanjutnya, akun Utang Bunga
di pada sisi debet, karena akibat dari transaksi pembayaran utang
ga menyebabkan akun utang bunga berkurang, sedangkan saldo
normal akun utang bunga adalah kredit, maka ketika terjadi pengurang
dicatat pada sisi debet.
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b. Jurnal Beban Triwulan Kedua

Tabel 5.16. Jurnal Realisasi Belanja Tunai pada Laporan
Operasional Triwulan Kedua.

(dalam jutaan rupiah)

Tanggal Bl:llcl’(.ti Nama Akun dan Keterangan AT(?.}\ Debj:tmla:redit
30 Juni 2018 XX Beban Pegawai 9.1.1 7.000
Beban Persediaan 9.1.2 1.500
Beban Jasa 9.1.3
Beban Pemeliharaan 9.1.4 00
Beban Perjalanan Dinas 9.1.5

Beban Transfer
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluara
(BEBAN TRIWULAN 1)

Pembelian bahan pakai habis igan) sebesar Rp 800.000.000
menggunakan uang persediaan yang ad a bendahara pengeluaran,
oleh bendahara pengeluaran urat Pertanggungjawaban
(SPJ) Fungsionalnya, sehingga pada Kas di Kas Daerah
menjadi Rp 15.700.000:

c. Jurnal Beba

Tab lisasi Belanja Tunai pada Laporan
perasional Triwulan Ketiga.

(dalam jutaan rupiah)

No. Nama Akun dan No. Jumlah

U Bukti Keterangan Akun  pepet Kredit

0" Septe r 2018 XX Beban Pegawai 9.1.1 6.000
Beban Persediaan 9.1.2 600
Beban Jasa 9.13 400
Beban Pemeliharaan 9.14 1.100
Beban Perjalanan Dinas 9.1.5 900
Beban Subsidi 9.1.7 3.000
Beban Transfer 9.1.9 5.000
Beban Lain-lain 9.1.10 3.000
Kas di Kas Daerah 1111 20.000

(BEBAN TRIWULAN |I1)
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d. Jurnal Beban Triwulan Keempat

Tabel 5.18. Jurnal Realisasi Belanja Tunai pada Laporan
Operasional Triwulan Keempat

(dalam jutaan rupiah)

Taneeal No. Nama Akun dan No. Jumlah
= Bukti Keterangan Akun  pepet  Kredit
30 Desember 2018 XX Beban Pegawai 9.1.1 6.000
Beban Persediaan 9.1.2 2.000

Beban Jasa 9.13
Beban Pemeliharaan 9.14
Beban Perjalanan Dinas  9.1.5
Beban Bunga 9.1.6
Beban Subsidi

Beban Transfer

Beban Lain-lain

Kas di Bendaha 700
Pengeluaran
Kas di Kas 1.1.1.1 33.300

0.000.000 menggunakan uang

persediaan yang ad ra pengeluaran, oleh bendahara

pengeluaran telah dib ertanggungjawaban (SPJ) Fungsionalnya,
sehingga Kas dj atat sebesar Rp 33.300.000.000. Untuk
Belanja Bung 0.000.000 dan Bagi Hasil Retribusi ke Desa

sebesar Rp 500
dijurn i

(dalam jutaan rupiah)

Tan ‘. Nama Akun dan Keterangan No. Jumiah
Bukti Akun Debet Kredit
ber 2018 XX Beban Bunga 9.1.6 900
Beban Transfer 9.1.9 500
Utang Bunga 2.1.2 900
Utang Jangka Pendek 2.16 500

Lainnya
(BEBAN TRIWULAN V)
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Pencatatan pada Laporan Operasional dilakukan dengan basis akrual,
sehingga Beban tidak memperhatikan apakah uang sudah diterima atau
belum pada kas umum daerah, namun pengakuan Beban diakui pada
saat timbulnya kewajiban.

Pada triwulan keempat bendahara umum daerah melakukan
transfer kas dari rekening umum kas daerah ke bendahara pengeluaran
sebesar Rp. 1.200.000.000. Dengan demikian, Jurnal yang dibuat ad
sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No.
Tanggal Bukti Nama Akun dan Keterangan
30 Desember 2018 XX Kas di Bendahara Pengeluaran, 1
Kas di Kas Daerah 1. 1.200
(Jurnal Dipindahkan)
C. Posting ke Buku Besa ran Operasional

Setelah semua transaksi m jurnal, maka langkah
selanjutnya adalah melaku sting akun dari jurnal ke
buku besar yang disebu g. Pada umumnya posting ke
erikut ini posting ke buku besar

Besar Akun Pendapatan Pajak Daerah - LO

(dalam jutaan)

n : Pendapatan Pajak Daerah - LO Nom:rll-;kun ;
Mutasi Saldo

Keterangan Ref . .

Debet Kredit Debet Kredit
aret 2018 Realisasi JU 6.600 6.600
Juni 2018  Realisasi JuU 11.000 17.600
30-Sep 2018  Realisasi Ju 9.000 26.600
30 Des 2018  Realisasi JU 5.000 31.600
SKPD JU 700 32.300
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Tabel 5.20. Buku Besar Akun Pendapatan Retribusi Daerah - LO

(dalam jutaan)

Nama Akun : Pendapatan Retribusi Daerah - LO WLt LT

8.1.2
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref
Debet Kredit Debet  Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU 2.800 2.8
30 Juni 2018  Realisasi JU 5.000
30-Sep 2018 Realisasi JU 6.500
30 Des 2018  Realisasi JU 3.000
2018 SKRD JU 300

Tabel 5.21. Buku Besar Akun Pendapa
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di
(dalam jutaan)

Nama Akun : Pendapatan Hasil Pengelolaan Ke Nomor Akun :

Daerah yang Dipisahkan - 8.1.3

Tanggal Keterangan Re saldo
Kredit Debet  Kredit
31 Maret 2018 Realisasi 6.500 6.500
30 Des 2018  Realisasi 8.500 15.000

Tabel 5.22. Buk ndapatan Lain-lain PAD yang Sah - LO

(dalam jutaan)

an Lain-lain PAD yang sah - LO bl

8.1.4
Mutasi Saldo
Ref 5 "
Debet Kredit Debet Kredit
Realisasi JU 1.000 1.000
Realisasi JU 4.000 5.000
018 Realisasi JU 4.000 9.000
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Tabel 5.23. Buku Besar Akun Pendapatan Dana Bagi Hasil
Pajak - LO
(dalam jutaan)

Nama Akun : Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak - LO AL

8.2.1.1
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref . .
Debet Kredit Debet Kredi
31 Maret 2018 Realisasi JU 22.000 2
30-Sep 2018 Realisasi JU 13.000

Tabel 5.24. Buku Besar Akun Pendapatan Dana B
Sumber Daya Alam - LO

Nama Akun : Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumbe

Alam - LO
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref ot e | e
31 Maret 2018 Realisasi JU 7.000 7.000
30-Sep 2018 Realisasi J 21.000 28.000
30 Des 2018  Realisasi U 12.000 40.000
Tagihan 600 40.600
Tabel 5.25. kun Pendapatan Dana Alokasi

mum - LO

(dalam jutaan)

tan Dana Alokasi Umum - LO NI E

8.2.13
Mutasi Saldo
eterangan  Ref : .
Debet Kredit Debet Kredit

Realisasi JU 15.000 15.000

18 Realisasi JuU 17.000 32.000

2018 Realisasi JU 17.000 49.000

Des 2018 Realisasi JU 6.000 55.000
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Tabel 5.26. Buku Besar Akun Pendapatan Dana Otonomi
Khusus - LO

(dalam jutaan)

Nama Akun : Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO Nomor Akun :

8.2.2.1
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref : .
Debet Kredit Debet  Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU 9.000
30 Des 2018 Realisasi JU 11.000

Tabel 5.27. Buku Besar Akun Pendapatan Bagi Hasil

Nama Akun : Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
Saldo

Tanggal Keterangan Ref M :
Debet redit /' Debet  Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JuU 3.000
30 Juni 2018  Realisasi J 3.000 6.000
30 Sep 2018  Realisasi 4.000 10.000
30 Des 2018  Realisasi J 5.000 15.000
Tagihan 300 15.300

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO

(dalam jutaan)

Tabel 5.28. Buk&

Nama Akun P atan Bagi Hasil Lainnya - LO Ao ST
8.2.3.2
Mutasi Saldo
Ref
Debet Kredit Debet Kredit
JU 4,000 4,000
Realisasi Ju 6.000 10.000
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Tabel 5.29. Buku Besar Akun Pendapatan Hibah - LO

(dalam jutaan)

Nama Akun : Pendapatan Hibah - LO femegan

8.3.1
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref 5 .

Debet Kredit Debet  Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU 4.000 4.0
30 Juni 2018 Realisasi JU 6.000 1
30-Sep 2018 Realisasi JU 2.000
30 Des 2018 Realisasi JU 13.000

Tabel 5.30. Buku Besar Akun Pendapatan Lain

jutaan)
Akun :
Nama Akun : Pendapatan Lainnya - LO 8.3.2
Tanggal Keterangan Ref Mu Saldo
t Debet  Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU 2.500 2.500
30 Juni 2018  Realisasi u 1.000 3.500
30-Sep 2018 Realisasi 3.000 6.500
30 Des 2018  Realisasi 1.000 7.500

6. Buku Besar A an
1.

u Besar Akun Beban Pegawai

(dalam jutaan)

Nama Akun : Beban Pegawai Hotcgarung

9.1.1
Mutasi Saldo
Keterangan Ref 5 5
Debet Kredit Debet Kredit
018 Realisasi JU 6.000 6.000
30 018 Realisasi JU 7.000 13.000
ep 2018  Realisasi JU 6.000 19.000
30 Des 2018 Realisasi JU 6.000 25.000
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Tabel 5.32. Buku Besar Akun Beban Jasa

(dalam jutaan)

Nama Akun : Beban Jasa Nomor Akun : 9.1.3
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref . .
Debet Kredit Debet Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU 600 600
30 Juni 2018 Realisasi JU 300 900
30-Sep 2018 Realisasi JU 400 1.300

30 Des 2018  Realisasi JuU 1.500 2.800

Tabel 5.33. Buku Besar Akun Beban Pemeliha
jutaan)
Nama Akun : Beban Pemeliharaan :9.14

aldo

Tanggal Keterangan Ref p— P
31 Maret 2018 Realisasi Ju 500
30 Juni 2018 Realisasi JU 1.200
30-Sep 2018 Realisasi 2.300
30 Des 2018 Realisasi 2.700

Tabel 5.34. Beban Perjalanan Dinas
(dalam jutaan)

jalanan Dinas Nomor Akun : 9.1.5

Ref Mutasi Saldo
Debet Kredit Debet Kredit
JU 400 400
Ju 500 900
Realisasi JU 900 1.800
Realisasi JU 100 1.900
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Tabel 5.35. Buku Besar Akun Beban Bunga

(dalam jutaan)

Nama Akun : Beban Bunga [encgscnt
9.1.6
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref X X
Debet Kredit Debet Kredit
31 Maret 2018 Realisasi JU 3.000 3.000
30 Des 2018 Realisasi JU 4.000 7.000
Kewajiban JU 900 7.900

Tabel 5.36. Buku Besar Akun Beban Subsidi

Nama Akun : Beban Subsidi
Mutasi Saldo
Debet redi Debet Kredit

ef
31 Maret 2018 Realisasi JU .000 3.000
30-Sep 2018 Realisasi J 6.000
30 Des 2018 Realisasi J d 7.000

Tabel 5 Akun Beban Transfer

: Nomor Akun :
& Transfer 9.1.8
Mutasi Saldo
angan

Ref 5 5
Debet Kredit Debet Kredit

Tanggal Keterangan R

(dalam jutaan)

JuU 9.500 9.500

an Il JU 6.500 16.000
Beban IlI Ju 5.000 21.000
Beban IV JU 15.000 36.000
Beban IV Ju 500 36.500
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Tabel 5.38. Buku Besar Akun Beban Lain-lain

(dalam jutaan)

Nama Akun : Beban Lain-lain NI (LT
9.1.9
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref 5 .
Debet Kredit Debet Kredit

31 Maret 2018 Beban | JU 3.000 3.000
30-Sep 2018 Beban llI JU 3.000 6.000
30 Des 2018 Beban IV JU 4.000 10.000

7. Buku Besar Akun Neraca

Untuk posting ke buku besar neraca, dibutuhk
melihat saldo awal akun. Berikut ini contoh
MERDEKA Tahun 2017 sebagai Neraca Awa
dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.39.
PEMERINTAH

Awal

T

PER DE N 2017

tang Retribusi
Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainya

12  Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
13  Persediaan
14  Jumlah Aset Lancar (3 s/d 13)
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(Dalam Jutaan Rupiah)

2017

10.000
800
400
1.200
400
200

0
5.000
3.000
500
500
22.000



(Dalam Jutaan Rupiah)
No Uraian 2017

15 INVESTASI JANGKA PANJANG
16 Investasi Nonpermanen

17 Pinjaman Jangka Panjang 50.000
18 Investasi Dalam Surat Utang Negara 15.000
19 Jumlah Investasi Nonpermanen (17 s/d 18) 65.000

20 Investasi Permanen

21 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
22 Investasi Permanen Lainnya

23 Jumlah Investasi Permanen (21 s/d 22)
24 Jumlah Investasi Jangka Panjang (19 + 23)
25  ASET TETAP

26  Tanah

27  Peralatan dan Mesin
28 Gedung dan Bangunan

29  Akumulasi Penyusutan 0
30 Jumlah Aset Tetap (26 s/d 2 100.000
31 ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan A 1.000
10.000
3.000
14.000
331.000
900
1.000
gian Lancar Utang Jangka Panjang 20.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (40 s/d 42) 21.900
KEWAIJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan 50.000
46  Utang Dalam Negeri-Obligasi 18.200
47  Premium (diskonto) Obligasi 0
48 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45 s/d 47) 68.200
49 JUMLAH KEWAIJIBAN (43 + 48) 90.100
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(Dalam Jutaan Rupiah)

No Uraian 2017
50

51 EKUITAS

52  Ekuitas 241.000
53 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49 + 52) 331.100

Dari tabel di atas dapat kita perhatikan bahwa ada sa
terhadap akun persediaan. Sehingga posting buku besar
persediaan dikelompokkan ke dalam posting buku besar
ini akan dijelaskan posting buku besar neraca.

Tabel 5.40. Akun Kas di Kas D

am jutaan)
Nomor Akun :
Nama Akun : Kas di Kas Daer 1111
Tanggal Keterangan Ref saldo
D Kredit Debet Kredit
Saldo Awal 10.000
31 Maret 2018 Pendapatan | 94.500
Beban | 27.500 67.000
30 Juni 2018  Penda 47.000 114.000
15.700 98.300
75.500 173.800
20.000 153.800
74.500 228.300

33.300 195.000
1.200 193.800
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Tabel 5.41. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam jutaan)

Nomor Akun :
Nama Akun : Kas di Bendahara Pengeluaran 1.1.1.2
Mutasi Sald
Tanggal Keterangan Ref —— ——
Debet Kredit Debet Kredit
Saldo Awal 800
30 Juni 2018 Beli Persediaan Ju 800 0
30 Des 2018 Terima (BUD) JU 1.200 1.200
Bendahara Umum
Daerah
B. Jasa JU 700

Tabel 5.42. Akun Beban Persedi

dalam taan)
omor

9.1.2
Mutas! Saldo

Kredit Debet Kredit

Nama Akun : Beban Persediaan

Tanggal Keterangan R

Saldo Awal 500
31 Maret 2018  Beli | 00 1.000
30 Juni 2018 Beli Il 1.500 2.500
30-Sep 2018 Beli 0.600 3.100
30 Des 2018 i 2.000 5.100
el 5.43. Akun Piutang Pajak
. . Nomor Akun :
a Akun : Piutang Pajak 1131
Mutasi Saldo
Keterangan Ref 5 5
Debet Kredit Debet Kredit
Saldo Awal 400
aret 2018 Penerimaan | JU 400 0
0 Des 2018 Pendapatan IV JU 700 700
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Tabel 5.44. Akun Piutang Retribusi

(dalam jutaan)

Nomor Akun :
Nama Akun : Piutang Retribusi 1.13.2
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref
Debet Kredit Debet Kredit
Saldo Awal 200
31 Maret 2018 Penerimaan | JU 200 0
30 Des 2018 Pendapatan IV JU 300 30!

Tabel 5.45. Akun Piutang Lainnya
jutaan)

Akun :

1.4

si Saldo

Debe Kre Debet Kredit

Nama Akun : Piutang Lainnya

Tanggal Keterangan Ref

30 Des 2018 Pendapatan IV 900 900
Tabel 5. 46. Aku n Anggaran
(dalam jutaan)
Nomor Akun :
Nama Akun ; Anggaran 15.1.1
Ref Mutasi Saldo
Debet Kredit Debet Kredit
1.000
i[V] 500 500
Tabel 5.47. Akun Utang Bunga
Nama Akun : Utang Bunga R
2.1.2
Mutasi Saldo
anggal Keterangan Ref 5 5
Debet Kredit Debet Kredit
Saldo Awal 1.000
31 Maret 2018 Pembayaran | Ju 1.000 0
30 Des 2018 Beban IV JU 900 900
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Tabel 5 48. Akun Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam jutaan)

Nama Akun : Utang Jangka Pendek Lainnya Nom;rlAskun ;
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref . .
Debet Kredit Debet Kredit
2018
30 Des Beban IV Ju 500

D. Penyajian Laporan Operasional (LO

1. Neraca Saldo

Sebelum melakukan penyusunan Laporan rasional, a terlebih
dahulu akan disajikan Neraca Saldo laporan @perasional sebagai dasar
menyusun Laporan Operasional. Untukgmem ca Saldo, maka
perlu memperhatikan informasi tr ambahan yang terjadi.

Dicontohkan pada akun per a tanggal 31 Desember

2018, telah dilakukan perhitu p seluruh persediaan yang
tersisa pada akhir tahun._Con aan yang tersisa sebesar Rp
600.000.000, maka da persediaan yang terpakai sebesar

Rp 4.500.000.000 ( 100.000.000 — Rp 600.000.000). Dengan
demikian diperlukan n jurnal penyesuaian terhadap akun

dijélaskan bahwa beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan
use of goods). Untuk menentukan pemakaian persediaan, berikut ini
informasi tentang saldo awal persediaan yang terdapat pada neraca
awal dan pembelian persediaan selama tahun 2018.
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Tabel 5.49. Informasi Pembelian Persediaan Tahun 2018

No Uraian Jumlah

1 Saldo Awal 500,000.000

2 Pembelian Triwulan | 500,000.000

3 Pembelian Triwulan II 1,500,000.000

4 Pembelian Triwulan IlI 600,000.000

5 Pembelian Triwulan IV 2,000,000
Jumlah 5,100

Pada tanggal 31 Desember 2018, telah dilakuk

Rp 5.100.000.000 — Rp 600.000.000). Berik
untuk mencatat persediaan yang terpakai, s

Tabel 5.50. Jurnal Mencatat Per; an yang Terpakai

(dalam jutaan rupiah)

Tanggal No. . ngan No. Jumiah
Bukti Akun  Debet Kredit
30 Des 2018 XX B 9.1.2 4.500
4.500

Laporan Operasional terdapat akun Beban Pe-
07 paragraf 53 menjelaskan bahwa penyusutan
agai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
isusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset
angkutan. Selanjutnya di dalam paragraf 54 dijelaskan bahwa
nyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang
I tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam
laporan operasional. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan
pemerintah daerah diatur dalam paragraf 57, vyaitu:

a. Metode garis lurus (straight line method)
b. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)
c. Metode unit produksi (unit production method)
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PSAP BA 07 paragraf 58 menjelaskan bahwa seluruh aset tetap
selain tanah dan kontruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan
sifat dan karakteristik aset tersebut. Dengan demikian, perhitungan
penyusutan dilakukan pada Aset Peralatan dan Mesin serta Aset Gedung
dan Bangunan. Berikut ini akan dijelaskan Perhitungan Penyusutan dan

Jurnal Penyusutan.

3. Perhitungan Penyusutan

Berikut ini akan dijelaskan perhitungan penyusutan melaluj
aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat

Tabel Realisasi Belanja Modal Tahun

Tabel 5.51. Realisasi Belanja Modal
PEMERINTAH KOTA MERD

2018 pada tabel

REALISASI BELANJA MODAL PE IWU

TAHUN

(Dalam Jutaan Rupiah

NO URAIAN

1 Belanja Modal

2  Belanja Tanah

3  Belanja Peralatan da i

4  Belanja Gedung n
Jumlah Belanja (1 2)

5 PerTriW

Biaya
Nama Perolehan
Peralatan dan Mesin 15.000
(Neraca Awal)
2  Gedung dan 35.000
Bangunan (Neraca
Awal)

2018

[} \"
.000 0 0 13.000
3.000 0 4500 2.000
11.000 0 13.000 5.000
25.000 0 17.500 20.000

dan Masa Manfaat
(Dalam Jutaan Rupiah)

elanjut | di bawah ini menggambarkan aset tetap yang
dimili int aerah dan masa manfaatnya.
abel 5.52. Aset Tetap

Tanggal Masa Metode
Perolehan Manfaat  Penyusutan

30/12/17 1/1/2018 s.d. Garis Lurus
31/12/2027
10 Tahun

30/12/17 1/1/2018 s.d. Garis Lurus
31/12/2037
20 Tahun
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Biaya Tanggal Masa Metode

No Nama Perolehan Perolehan Manfaat  Penyusutan
3 Peralatan dan Mesin 3.000 31/3/18 1/4/2018 s.d. Garis Lurus
(Pembelian Triwulan 31/3/2027
l) 10 Tahun
4  Gedung dan 11.000 31/3/18 1/4/2018 s.d. Garis Lurus
Bangunan (Pembelian 31/3/2027
Triwulan 1) 10 Tahun
5 Peralatan dan Mesin 4500 30/9/18 1/10/2018
(Pembelian Triwulan s.d.
1) 31/8/20
10 Tah
6 Gedung dan 13.000 30/9/18 is Lurus
Bangunan (Pembelian .d.
Triwulan 111) 31/8/2

19 s.d. Garis Lurus

7 Peralatan dan Mesin 2.000 2/18

(Pembelian Triwulan 31/12/2028

V) 10 Tahun

8 Gedung dan 18 1/1/2019 s.d. Garis Lurus
Bangunan (Pembelia 31/12/2028

Triwulan 1V) 10 Tahun

: an metode garis lurus dihitung dengan
menggunakan

yusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Penyusutan

ngan:
Tarif penyusutan dihitung dengan cara 100%/n dimana:

1) (n: adalah masa manfaat aset tetap bersangkutan.

2) 10% : besarnya tarif penyusutan untuk peralatan dan
mesin.

3) 5% : besarnya tarif penyusutan untuk gedung dan bangunan.
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b. Dasar Penyusutan
Biaya perolehan aset tetap bersangkutan.

Dari tabel di atas, maka besarnya penyusutan dihitung sebagai
berikut:
Tabel 5.53. Beban Penyusutan

Nama Aset Perhitungan
Peralatan dan Mesin (Neraca =12/12 x 10% x Rp.15.000.000.
Awal) (12/12 karena terpakai 12

bulan pada tahun 2018)
Peralatan dan Mesin (Pembelian =9/12 x 10% x Rp.3.000.000.
Triwulan 1) (9/12 karena terpakai 9 bula

pada tahun 2018)
Peralatan dan Mesin (Pembelian =3/12 x 10% x Rp.4. ,000.000
Triwulan 1) (3/12 karena terpa

pada tahun 2018)

Peralatan dan Mesin (Pembelian 150,000.000
Triwulan 1V)

Gedung dan Bangunan (Neraca 1,750,000.000
Awal)

Gedung dan Bangunan 5% x Rp.11.000.000. 550,000.000

ena terpakai 9 bulan

a tahun 2018)

12 x 5% x Rp.13.000.000. 650,000.000
(3/12 karena terpakai 3 bulan

pada tahun 2018)

=12/12 x 5% x Rp.5.000.000. 250,000.000
(12/12 karena terpakai 12

bulan pada tahun 2019)

(Pembelian Triwulan 1)

Gedung dan Bang

5,413,000.000

urnal Penyusutan

Jurnal yang dibuat untuk mencatat beban penyusutan adalah
sebagai berikut:
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Tabel 5.54. Jurnal Beban Penyusutan

(dalam jutaan rupiah)

No. No. Jumlah
Tanggal . Nama Akun dan Keterangan
B8 Bukti & Akun  Debet Kredit
31 Des 2018 XX Beban Penyusutan 9.1.8 5.413
Akumulasi Penyusutan 5.413

(Mencatat Penyusutan)

selanjutnya membuat Neraca Saldo. Neraca Saldo Laporan Q
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.55. Neraca Saldo Laporan Operasio

PEMERINTAH KOTA MERD
NERACA SALDO LAPORAN OP ION
31 DESEMBER 2018 (Dalam Jut Rupiah)

No Nama Akun Debet Kredit

32.300
17.600

1 Pendapatan Pajak Daerah - LO
2  Pendapatan Retribusi Daer:

erah yang 15.000

9.000
35.000
40.600
55.000
20.000
15.300
10.000
25.000
dapatan Lainnya - LO 7.500
eban Pegawai 25.000

Beban Persediaan 4.500
Beban Jasa 2.800
16 Beban Pemeliharaan 2.700
17 Beban Perjalanan Dinas 1.900
18 Beban Bunga 7.900
19 Beban Subsidi 7.000
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No Nama Akun Debet Kredit

20 Beban Penyusutan 5.413

21 Beban Transfer 36.500

22 Beban Lain-lain 10.000

23  JUMLAH 103.713  282.300
24 Surplus/Defisit Operasional 178.587

25 JUMLAH 282.300 282.

Tabel di atas menggambarkan bahwa, sisi kredit meru
dapatan, sedangkan pada sisi debet merupakan beban.
bahwa jumlah pendapatan lebih besar dari pada jumla
selisihnya disebut sebagai Surplus Operasional yan
Rp 178.587.000.000.

Surplus/defisit dalam neraca saldo di ca isi debet untuk
menyeimbangkan sisi debet dan sisi kredit ne tersebut. Saldo
surplus/defisit akan terbukti benar kétika di jurnal penutup
pendapatan dan jurnal penutup b . lah itu, akun surplus/defisit
tersebut ditutup ke akun ekuita j ibuatnya jurnal penutup
surplus/defisit adalah untu esarnya saldo akhir akun
ekuitas. Jurnal penutup lebih lanjut dalam teknis

Berikut | ulu akan disajikan informasi Laporan
Operasional Ta ingga seluruh kolom yang ada pada Laporan
Operasi : alisis dan dipahami.
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Tabel 5.56. Laporan Operasional

PEMERINTAH KOTA MERDEKA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Jutaan Rupiah)

KODE Kenaikan/
REKENING e i) Y L Penurunan

KEGIATAN OPERASIONAL

8 1 PENDAPATAN
8.1

N

Pendapatan Asli Daerah

8.1.1 3 Pendapatan Pajak Daerah -
812 4 Pendapatan Retribusi i
Daerah
Pendapatan Hasil
8.1.3 5 Pengelolaan Kekayaan -

Daerah yang Dipisahkan
8.14 6 Lain-lain PAD yang sa

Daerah (3 s/d 0 0 i
38.000 0 0 -

27.000 0 0 -

Dana Alokasi Umum 57.000 0 0 -

Jumlah Pendapatan
Transfer Dana 122.000 0 0 -
Perimbangan (11 s/d13)

Transfer Pemerintah
Pusat Lainnya

Dana Otonomi Khusus 12.700 0 0 -
Jumlah Pendapatan
18 Transfer Pemerintah Pusat  12.700 0 0 -

Lainnya (17)
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KODE
REKENING NO URAIAN 2017
19
823 20 Tra.nsf:er Pemerintah
Provinsi
8231 2 Pe'ndapatan Bagi Hasil 10,000
Pajak
8232 2 Pe‘ndapatan Bagi Hasil 4.500
Lainnya
Jumlah Pendapatan
23 Transfer Pemerintah 14.500
Provinsi (21 s/d 22)
Total Pendapatan Transfer
24 (14+18+23) 149.200
25
33 2 Lain-Lain Pendapatan yang
Sah
83.1 27 Pendapatan Hibah 0.000
8.3.2 28 Pendapatan Lainnya 00
Jumlah Lain-lain
29 Pendapatan vy h '900
(27 s/d 2

30 (73_;] 240.900
28.500

Beban Persediaan 2.800
Beban Jasa 3.700
Beban Pemeliharaan 1.800
Beban Perjalanan Dinas 1.300
Beban Bunga 7.100
Beban Subsidi 6.500
Beban Penyusutan 3.000
Beban Transfer 35.000
Beban Lain-lain 4.200

44 Jumlah Beban (34 s/d 43)  93.900

SURPLUS/DEFISIT DARI

OPERASI (30 - 44) 147.000

2016

SN IGHIGONION IO IGHIGNION I ISNIE)

o

Kenaikan/
Penurunan

0

O O O O O O o o o o o

o
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KODE Kenaikan/

0,
REKENING NO URAIAN e Penurunan (%)
46

SURPLUS/DEFISIT
9.3 47 DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL
931 48 Surplus Penjualan Aset 0 0 0

Nonlancar

Surplus Penyelesaian

9.3.2 49 Kewajiban Jangka Panjang 0 0 )
933 50 Defisit Penjualan Aset 0 0 )
Nonlancar
Defisit Penyelesaian
934 >1 Kewajiban Jangka Panjang
Surplus/Defisit dari
9.3.5 52 Kegiatan Non Operasional 0
Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari
53 Kegiatan Non Operasio 0
(48 s.d 52)
SURPLUS/DEFISIT
54 SEBELUM POS 0 0
(45 + 53)
9.4
9.4.1 0 0 0 -
9.4.2 0 0 0
0 0 0 -
S/DEFISIT - LO 147.000 0 0 -

Tab menggambarkan Laporan Operasional pada Tahun
. Dengan” demikian, berikut ini akan di ilustrasikan Laporan
yang disusun berdasarkan contoh transaksi yang telah
sebelumnya.
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Tabel 5.57. Laporan Operasional

PEMERINTAH KOTA MERDEKA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

KODE

REKE- NO URAIAN 2018 2017 Kemakan/
Penurunan
NING
0 1 2 3 4 51=13
KEGIATAN OPERASIONAL
8 1 PENDAPATAN
8.1 2 Pendapatan Asli Daerah
8.1.1 3 Pendapatan Pajak Daerah 32.300 5.90
8.1.2 4 Pendapatan Retribusi Daerah 17.600 -2200  (11.11)
8.1.3 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan 4.000
Kekayaan Daerah yang 36.36
Dipisahkan
8.1.4 6 Lain-lain PAD yang sah 7.500 1.500 20.00
7  Jumlah Pendapatan A 68.800 5.100 741
Daerah (3 s/d 6) ’
35000  38.000 -3.000  (7.89)
40.600  27.000 13.600 50.37
55.000 57.000 -2.000 (3.51)
130.600 122.000 8.600 7.05
Dana Perimbangan (11 s/d13) ’
6  Transfer Pemerintah Pusat
Lainnya
Dana Otonomi Khusus 20.000 12.700 7.300 57.48
Jumlah Pendapatan Transfer 20.000 12.700 7.300
Pemerintah 57.48

Pusat Lainnya (17)

19

8.2.3 20 Transfer Pemerintah Provinsi
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KODE

REKE- NO URAIAN 2018 2017
NING

0 1 2 3 4
8.2.3.1 21 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 15.300 10.000

8.23.2 22 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 10.000 4.500

23 Jumlah Pendapatan Transfer 25.300 14.500
Pemerintah

Provinsi (21 s/d 22)
24  Total Pendapatan Transfer 175.900 149.200

(14+18+23)
25
8.3 26 Lain-Lain Pendapatan yang
Sah
83.1 27 Pendapatan Hibah 25.000
833 28 Pendapatan Lainnya 7.500

29 Jumlah Lain-lain Pendapatan
yang Sah

(27 s/d 28)

30 JUMLAH PENDAPATA|
(7+24+29)

9
9.1
9.1.1 25.000  28.500
9.1.2 4.500 2.800
9.13 2.800 3.700
9.14 2.700 1.800
Perjalanan Dinas 1.900 1.300
Beban Bunga 7.900 7.100
Beban Subsidi 7.000 6.500
Beban Penyusutan 5.413 3.000
Beban Transfer 36.500  35.000
Beban Lain-lain 10.000 4.200
Jumlah Beban (34 s/d 43) 103.713 93.900
45  SURPLUS/DEFISIT DARI 178.587 147.000
OPERASI
(30 - 44)

46
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Kenaikan/
Penurunan

5.300

4.600
9.600

41.400

-3.500
1.700
-0.900
0.900
0.600
0.800
0.500
2413
1.500
5.800
9.813
31.587

(%)

6=
5/4*100
53.00
122.22

25.00
158.62

41.92

17.19

(12.28)
60.71
(24.32)
50.00
46.15
11.27
7.69
80.43
4.29
138.10
10.45

21.49



KODE
REKE-
NING

93

93.1

9.3.2

933

934

925

9.4
9.4.1
9.4.2

NO

47

48

49

50

51

52

53

54

55
56
57
58

URAIAN

2

SURPLUS/DEFISIT DARI
KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset
Nonlancar

Surplus Penyelesaian
Kewajiban Jangka Panjang

Defisit Penjualan Aset
Nonlancar

Defisit Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang

Surplus/Defisit dari Kegiatan
Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non Operasional (48
s.d 52)

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM
POS LUAR BIASA (45 + 53)

POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Bias
Beban Luar Bias
Pos Luar Bia
SURPLUS,

2018 2017 Kemakan/ o
Penurunan
6=
3 4 5=3
5/4*100
0 0 0
0 0
0 0
0 0

0

31.587

0 0

0 0

0 0 0

178.587 147.000 31.587
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TEKNIS PENYUSUNAN
LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIQ

O

h (LP-SAL) merupakan salah
01 paragraf 08 menjelaskan
an gunggungan saldo yang berasal
dari akumulasi SiLPA -tahun anggaran sebelumnya dan tahun
berjalan serta p yang diperkenankan. Dengan demikian,
dapat diketa Anggaran Lebih (SAL) identik dengan aset
perhitungan realisasi pendapatan-LRA, belanja
g menghasilkan SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi

Laporan Perubahan Sald
satu laporan pelaksanaa
bahwa saldo anggara

urnal Penutup SiLPA

Jurnal Penutup dibuat untuk memindahkan akun SiLPA tahun
berjalan ke akun SAL, sehingga saldo akun SiLPA menjadi Nol pada
akhir tahun sedangkan saldo akun SAL akan bertambah sebesar SiLPA
tahun berjalan. Berikut ini jurnal penutup yang dibuat oleh bagian
akuntansi pemerintah daerah sebagai berikut:



Tabel 6.1. Jurnal Penutup SiLPA

(dalam jutaan rupiah)

Tanggal No.. Nama Akun dan Keterangan ) Jumiah
Bukti Akun  Debet Kredit
31 Des 2018 XX SiLPA/SiKPA 7.11 11.000
Perubahan SAL 3.1.2 11.000
(Jurnal Penutup)
Tabel di atas menjelaskan bahwa, Akun Perubahan SAL di dit
karena saldo akun SiLPA pada akhir tahun sebelum ditut o

debet sebesar Rp 11.000.000.000. Agar saldo akun SiLP, nol

maka dalam jurnal penutup harus dikredit dengan ju

B. Posting ke Buku Besar SAL

Jurnal yang telah dibuat di atas, sefanjutnya ing ke akun buku
besar masing-masing. Berikut ini B Akun SiLPA dan Akun SAL.

1. Buku Besar Akun SiLPA
SiLPA/SiKPA.

(dalam jutaan)
Nomor Akun :
7.1.1

Mutasi Saldo
Debet Kredit Debet Kredit

JP 11.000 11.000
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2. Buku Besar Akun SAL

Tabel 6.3. Buku Besar Akun SAL
(dalam jutaan)

Nomor Akun :
3.1.2

Mutasi Saldo
Debet Kredit Debet Kredi

31 Maret 2018 Pendapatan | JU 7.000 7.000
Pendapatan | JU 3.000 10.00
Pendapatan | JU 6.500
Pendapatan | JU 1.500 8.000
40.000,

Nama Akun : Perubahan SAL

Tanggal Keterangan Ref

Pendapatan | JU  22.000

Pendapatan | JU 7.000,
Pendapatan | 15.00 62.000
Pendapatan | 9.000 71.000

Pendapatan | 3.000 74.000

Pendapatan | 0 78.000
Pendapatan | 82.000
Pendapatan | 84.500
Belanja | 6.000 78.500
2.000 76.500
4.000 72.500
3.000 69.500
11.000 58.500
3.000 55.500
11.000 44.500
3.000 41.500
Transfer | JuU 3.500 38.000
Transfer | JU 3.000 35.000
Transfer | JuU 3.000 32.000
E:"meg::;z: | U 7.000 39.000
E:”meg:gzz: | U 2.000 41.000
Eg;eg:gzz: | U 3.000 44.000
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Nama Akun : Perubahan SAL MR L

3.1.2
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref 5 .
Debet Kredit Debet Kredit
Pengeluaran u 12.000 32.000
Pembiayaan |
Pengeluaran u 12.000 20.000
Pembiayaan |
Pengeluaran u 5.000 15.000
Pembiayaan |
Penge.luaran U 3.000
Pembiayaan |
Penge.luaran U 3.000
Pembiayaan |
30 Juni 2018 Pendapatan I JU

Belanja dan Transfer
Il

Penerimaan
Pembiayaan ||
Pengeluaran
Pembiayaan I

30 Sept 2018  Pendapatan llI

Ju

50.000 5.500
70.000

37.500 32.500

38.500
29.000 9.500
30 Des 2018 JU 74.500 84.000
dan Transfer  , 54.000 30.000
enerimaan

SarlsfeEen Y JU 11.000 41.000
Pengeluaran u 30,000 11.000

Pembiayaan IV
Jurnal Penutup JP 11.000 0
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C. Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih (LP SAL)

Berikut ini Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) yang
disusun berdasarkan pada contoh soal yang telah dijelaskan sebelumnya.
Tabel 6.4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

PEMERINTAH KOTA MERDEKA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Dalam Jutaan)

No Uraian 20

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

2.  Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaa 0
Tahun Berjalan

3.  Subtotal (1 +2) 0 0

4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLP. 1.000 0
SiKPA)

5. Subtotal (3 + 4) 11.000 0

6. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 0 0

7.  Lain-lain 0 0

8. Saldo Anggaran Lebih Akhir 11.000 0
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TEKNIS PENYUSUNAN
LAPORAN ARUS KAS

Pernyataan Standar Akuntansi
No.3. Laporan Arus Kas menyajikan

A. Pendahuluan

Laporan arus kas dijela

negara/daerah,
eluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara
mum negara/daerah.

Entitas pelaporan membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam
buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran yaitu akun yang
berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan
transaksi nonanggaran, sehingga laporan arus kas dapat disajikan dengan
mengacu pada akun pelaksanaan anggaran tersebut. Dengan demikian,
informasi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dalam



satu periode terdapat pada laporan realisasi anggaran tahun berjalan.
Laporan realisasi anggaran disusun dengan menggunakan basis kas dalam
pencatatan penerimaan maupun pengeluaran. Pencatatan penerimaan
dilakukan setelah uang diterima di kas daerah dan pengeluaran dicatat
setelah uang dikeluarkan dari kas daerah.

Akun pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan transaksi
nonanggaran dalam laporan realisasi anggaran dikelompokkan menjadi
informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam satu pe
yang disusun, kemudian diklasifikasikan berdasarkan aktivita
investasi, pendanaan dan transitoris dalam penyajian la
kas yang telah dijelaskan pada Bab Ill Komponen La
Pemerintah Daerah.

B. Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas @perasi,

Investasi, Pendanaan dan Tra

Entitas pelaporan melaporka
penerimaan dan pengeluaran kas

terpisah kelompok utama
ktivitas operasi, investasi,

penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang
dengan aktivitas investasi dan pendanaan.

SAP BA No 3 menjelaskan bahwa dalam penyusunan arus kas,
merintah daerah disarankan untuk menggunakan metode langsung.
Metode langsung dilakukan dengan mengungkapkan pengelompokan
utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Keuntungan penggunaan
metode langsung adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan
arus kas di masa yang akan datang.
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Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan.
c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto
dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

C. Pelaporan Arus Kas

1. Arus Kas Atas Dasar Arus Kas Bersih

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilapor
dasar arus kas bersih dalam hal:

a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentin
manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mence
Fihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah
adalah hasil kerjasama operasional.

b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang
perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya
singkat.

2. Arus Kas Mata Uang Asing

Arus kas yang timbul dari i mata Uang asing harus dibukukan
dengan menggunakan mata dengan menjabarkan mata
uang asing tersebut ta uang rupiah berdasarkan kurs
pada tanggal transa

Arus kas yang tivitas entitas pelaporan di luar negeri
harus dijabar ~ ata uang rupiah berdasarkan kurs pada
tanggal transa ungan atau kerugian yang belum direalisasikan
mata uang asing tidak akan memengaruhi arus

apatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan
secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut
harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari
tahun ke tahun.

a. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus
kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima
dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
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b. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan
dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk
pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

c. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/
daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah
jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan
negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

D. Perolehan dan Pelepasan Investasi Pe
dalam Perusahaan Negara/Daerah/Kemi
Dan Unit Operasi Lainnya

Pencatatan investasi pada perusahaan negar

daerah dan kemitraan dicatat sebesar
melaporkan pengeluaran investasi j
negara/daerah dan kemitraan dal s aktivitas investasi. Arus

aktivitas investasi. Enti
pelepasan perusaha
satu periode.

gkapkan seluruh perolehan dan
dan unit operasi lainnya selama

rasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

ah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh
usahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh
atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah dan
unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu
untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk
dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi
lainnya.
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Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/
daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu
diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya
sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit
operasi lainnya.

E. Transaksi Bukan Kas

Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak men
penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilapor

Contoh transaksi bukan kas yang tidak meme
adalah perolehan aset melalui pertukaran ata

Entitas pelaporan m mponen kas dan setara kas
dalam laporan arus k nya sama dengan pos terkait di

ainnya

mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara
yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini
catatan atas laporan keuangan

si tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi
a laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas
entitas pelaporan. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh
unakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan,
dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.
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H. Penyajian Laporan Arus Kas

Berikut ini laporan arus kas untuk periode tahun 2018 berdasarkan
informasi kas masuk dan kas keluar pada contoh soal yang telah
dijelaskan sebelumnya.

Tabel 7.1. Metode Langsung Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas
PEMERINTAH KOTA MERDEKA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGA

31 DESEMBER 2018 DAN 2017
dalam j )
17

No. Uraian
1  Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus Masuk Kas
3 Penerimaan Pajak Daerah 32.000 0
4  Penerimaan Retribusi Daerah 17.500 0
Penerimaan Hasil Pengelolaan Ke aerah yan
> Dipisahkan ¢ Yo 15.000 0
6  Penerimaan Lain-lain PAD y. 9.500 0
7  Penerimaan Dana Bagi H 35.000 0
8  Penerimaan Dana Bagi a Alam 40.000 0
9  Penerimaan Dana 55.000 0
Penerimaan Da 0 0
Penerimaa % 20.000 0
0 0
15.000 0
10.000 0
25.000 0
0 0
7.500 0
0 0
lah Arus Masuk Kas (3 s/d 18) 281.500 0
Arus Keluar Kas
Pembayaran Pegawai 25.000 0
Pembayaran Barang 12.000 0
Pembayaran Bunga 8.000 0
24 Pembayaran Subsidi 7.000 0
25 Pembayaran Hibah 0 0
26 Pembayaran Bantuan Sosial 0 0
27 Pembayaran Tidak Terduga 10.000 0
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No. Uraian 2018 2017

28 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 15.000 0
29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 13.000 0
30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 8.000 0
31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa 0 0
32 Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31) 98.000 0

33 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (19 - 32)  183.500
34  Arus Kas dari Aktivitas Investasi

35 Arus Masuk Kas

36 Pencairan Dana Cadangan

37 Penjualan Atas Tanah

38 Penjualan Atas Peralatan dan Mesin

39 Penjualan Atas Gedung dan Bangunan 0
40 Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0
41 Penjualan Aset Tetap 0
42  Penjualan Aset Lainnya 0 0
43  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisah 0 0
44 Penerimaan Penjualan Investasi No anen 0 0
45 Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/ 0 0
46  Arus Keluar Kas 0
47  Pembentukan Dana Cada 32.000 0
48 Perolehan Tanah 24.000 0
Perolehan Peralatan 9.500 0
29.000 0
0 0
0 0
0 0
60.000 0
belian Investasi Non Permanen 0 0
154.500 0
BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (45 - (154.500) 0
s Kas dari Aktivitas Pendanaan
rus Masuk Kas

Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat 0 0
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya 0 0
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank 15.000 0

Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan
63 0 0

Bank

64  Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi 0 0
65 Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya 0 0
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No. Uraian 2018 2017

Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan

66 0 0
Negara

67 Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan 10.000 0
Daerah

68 Penerlmaa.n Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah 9.000 0
Daerah Lainnya

69  Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68) 34.000

70 Arus Keluar Kas
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah

1 Pusat
7 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah
Daerah Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Le
73 0
Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-L aga
74 0 0
Keuangan Bukan Bank
75 Pembayaran Pokok Pinjaman Dala 0 0
76  Pembayaran Pokok Pinjaman Da 0 0
77 Pemberian Pinjaman Kepad 0 0
78 Pemberian Pinjaman Kep 13.000 0
79 Pe‘mberlan Pinjaman 16.000 0
Lainnya
Jumlah Arus Ki
80 (71 5/d 79) 52.000 0
ARUS KTIVITAS PENDANAAN
81 (18.000) 0
(69 - 8
Kas d as Transitoris
erhitungan Fihak Ketiga 2.400 0
2.400 0
geluaran Perhitungan Fihak Ketiga 2.850 0
Jumlah Arus Keluar Kas (87) 2.850 0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
9 (85 - 88) (450) 0
90 KENAIKAN/PENURUNAN KAS 10.550 0

(33 + 57 + 81 + 89)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara

91 12.000 0
Pengeluaran
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No. Uraian 2018 2017
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara
g2 Pengeluaran 22.550 0
(90 + 91)
93 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 400
94  Saldo Akhir Kas (92 + 93) 22.950
Keterangan:
1. Saldo awal kas di BUD dan kas di bendahara pengeluar:
saldo akhir kas di BUD dan kas di bendahara pengel
tahun 2017 dimisalkan Rp 12.000.000.000
2. Tabel laporan arus kas di atas menjelaskan bahwa,

(nol) dikarenakan informasi kas ti diket
sebelumnya.

alam contoh soal

,\é
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TEKNIS PENYUSUNAN
LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS

o’

n ekuitas, maka terlebih
al penutup beban, jurnal penutup
esarnya saldo akhir ekuitas.

Untuk membuat lapor
dahulu disusun jurnal
surplus/defisit untu

Ibuat bertujuan untuk menjadikan saldo akun
ol pada akhir tahun atau periode sehingga saldo
idak terbawa ke periode akuntansi berikutnya. Akun
ah seluruh akun pendapatan, beban dan akun surplus/defisit.

Jurnal Penutup Pendapatan

Seluruh akun pendapatan adalah bersaldo kredit. Untuk menjadikan
saldo akun pendapatan menjadi nol, maka dalam jurnal penutup akun
pendapatan di catat di sisi debet sebesar jumlah yang sama, sedangkan
di sisi kredit diseimbangkan dengan akun surplus/defisit.



Tabel 8.1. Jurnal Penutup Pendapatan
(dalam jutaan rupiah)

No. Jumlah
Tanggal . Nama Akun dan Keterangan
= Buli & Akun Debet Kredit
3210225 XX  Pendapatan Pajak Daerah - LO 8.1.1 32.300

Pendapatan Retribusi Daerah - LO 8.1.2 17.600

Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.1.3 15.000.

- Lo

Pendapatan Lain-lain PAD yang
8.1.4

sah - LO

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

- Lo

Pendapatan Dana Bagi Hasil SD

-LO

Pendapatan Dana Alokasi Umu

-LO

Pendapatan Dana

Khusus - LO 8.2.2.1 20.000

Pendapatan 8.2.3.1 15.300

Pendapatan 8232 10.000
8.3.1 25.000
83.2 7.500

282.300

kredit sebesar jumlah yang sama, sedangkan di sisi debet
ngkan dengan akun surplus/defisit.
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Tabel 8.2. Jurnal Penutup Beban

(dalam jutaan rupiah)

Tanggal No.. Nama Akun dan No. Jumlah '
Bukti Keterangan Akun Debet  Kredit
31 Des 2018 XX Surplus/Defisit -LO 103.713
Beban Pegawai 9.1.1 25.000
Beban Persediaan S.a2
Beban Jasa 9.1.3
Beban Pemeliharaan 9.14
Beban Perjalanan Dinas 9.15
Beban Bunga 9.1.6
Beban Subsidi L7/

Beban Penyusutan 9:
Beban Transfer

Beban Lain-lain

3. Jurnal Penutup Surplus/Defi

Setelah jurnal penutup peddapatan d eban dibuat, selanjutnya
melakukan posting ke buk seluruh pendapatan dan
beban bersaldo nol.

.S kun Surplus/Defisit-LO.
(dalam jutaan)
@ S /Defisit - LO Nomor Akun :

Ref Mutasi Saldo
: e

Debet Kredit Debet Kredit
Awal

0
s 2 Pendapatan JP 282.300 282.300
Beban JP 103.713 178.587

i tabel di atas dapat kita lihat bahwa saldo akun surplus/defisit
sar Rp 178.587.000.000. Jumlah ini sama besar dengan surplus/defisit
yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya yang dapat dilihat pada
tabel 5.10 penyajian laporan operasional. Hal ini membuktikan kebenaran
saldo akhir akun ekuitas tersebut sehingga dapat menyeimbangkan
neraca pemerintah daerah yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.
Langkah selanjutnya adalah akun surplus/defisit ditutup ke akun ekuitas.
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Diperhatikan kembali pada tabel tersebut bahwa akun surplus/defisit
bersaldo kredit. Untuk menjadikan saldo akun surplus/defisit menjadi
nol, maka dalam jurnal penutup akun surplus/defisit dicatat di sisi debet
sebesar jumlah yang sama, sedangkan di sisi kredit diseimbangkan
dengan akun ekuitas. Ekuitas pemerintah daerah akan bertambah, maka
akun ekuitas dicatat di sisi kredit (akun ekuitas bersaldo normal kredit
(persamaan akuntansi), jika bertambah maka dicatat di sisi kredit, jika
berkurang dicatat di sisi debet).

Tabel 8.4. Jurnal Penutup Surplus/Defisit
(dalamgjuta ah)

No. o.
Bukti Nama Akun dan Keterangan Akun
31 Des 2018 XX  Surplus/Defisit -LO
Ekuitas

Tanggal

Setelah jurnal penutup surplus/defisit di osting ke buku
besar masing-masing, maka akun

Tabel
(dalam jutaan)
Nomor Akun : 4.1.1

Mutasi Saldo
Debet Kredit  Debet Kredit
241.000
178.587 419.587

B. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas

Setelah jurnal penutup dibuat dan diposting, maka berikut ini
penyajian laporan perubahan ekuitas yang disusun berdasarkan contoh
soal yang telah dijelaskan.
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Tabel 8.6.
Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KOTA MERDEKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam jutaan rupi
No Uraian 2018 201
1  Ekuitas Awal 241.000

2 Surplus/Defisit - LO 178.587
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
3
Kesalahan Mendasar
4 Koreksi Nilai Persediaan
5 Selisih Reevaluasi Aset Tetap
6 Lain-lain 0
7 Ekuitas Akhir 4 7 241.000

akhir akun ekuitas sebesar
mlah ekuitas pemerintah
ke dalam Neraca per 31

Tabel di atas menjelaskan ba
Rp 419.587.000.000. Jumlah ini
daerah yang akan dilaporka
Desember 2018.
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TEKNIS PENYUSUNAN
NERACA

Bagan akun nerac aset, kewajiban, dan ekuitas.

Aset adalah's ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
bagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
omi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta
satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan

a yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Tabel 9.1. Klasifikasi Akun Aset

Kode Akun Nama Akun
1.0.0.00.00 Aset
1.1.0.00.00 Aset Lancar
1.1.1.00.00 Kas
1.1.2.00.00 Investasi Jangka Pendek

1.1.3.00.00 Piutang Pendapatan



Kode Akun Nama Akun

1.1.4.00.00 Piutang Lainnya

1.1.5.00.00 Penyisihan Piutang

1.1.6.00.00 Beban Dibayar Di muka
1.1.7.00.00 Persediaan

1.1.8.00.00 Aset Untuk Dikonsolidasikan
1.2.0.00.00 Investasi Jangka Panjang
1.2.1.00.00 Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1.2.2.00.00 Investasi Jangka Panjang Permanen
1.3.0.00.00 Aset Tetap

1.3.1.00.00 Tanah

1.3.2.00.00 Peralatan dan Mesin

1.3.3.00.00 Gedung dan Bangunan

1.3.4.00.00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1.3.5.00.00 Aset Tetap Lainnya

1.3.6.00.00 Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.7.00.00 Akumulasi Penyusut

1.4.0.00.00 Dana Cadangan

1.4.1.00.00 Dana Cadangan

1.5.0.00.00 Aset Lain
1.5.1.00.00
1.5.2.00.00 ihak Ketiga
1.5.3.00.00
1.5.4.00.00

Tabel 9.2. Klasifikasi dari akun kewajiban

Kode Akun Nama Akun
2.0.0.00.00 Kewajiban

2.1.0.00.00 Kewajiban Jangka Pendek.
2.1.1.00.00 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
2.1.2.00.00 Utang Bunga

2.1.3.00.00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
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2.1.4.00.00
2.1.5.00.00
2.1.6.00.00

2.2.0.00.00
2.2.1.00.00
2.2.2.00.00

3. Akun Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerinta
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemeri
tanggal laporan. Klasifikasi akun ekuitas sebagaimana
tabel sebagai berikut:

Kode Akun

3.0.0.00.00
3.1.0.00.00
3.1.1.00.00
3.1.2.00.00
3.1.3.00.00

Pendapatan Diterima Di muka.
Utang Beban
Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban Jangka Panjang
Utang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang Lainnya

Tabel 9.3. Klasifikasi akun ekuitas

Nama

Ekuitas

akrual. Pada basis akrual Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui

at pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian.

erikut ini akan dijelaskan teknik menjurnal Neraca melalui contoh
raca Pemerintah Kota MERDEKA Tahun 2017 sebagai Neraca Awal
yang telah tampilkan pada bab sebelumnya. Neraca tersebut dapat

dilihat kembali pada tabel di bawah ini.
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Tabel 9.4. Neraca Awal

PEMERINTAH KOTA MERDEKA
NERACA

PER DESEMBER TAHUN 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

No Uraian 2017
1  ASET
2 ASET LANCAR
3  Kas di Kas Daerah
4  Kas di Bendahara Pengeluaran
5 Kas di Bendahara Penerimaan
6 Investasi Jangka Pendek 1.200
7  Piutang Pajak 400
8  Piutang Retribusi 200
9  Penyisihan Piutang Pajak Daerah 0
10 Bagian Lancar Pinjaman Kepada Daerah 5.000
Bagian Lancar Pinjaman Kepada [Pem aerah
11  Lainnya 3.000
12  Bagian Lancar Tagihan Penju 500
13 Persediaan 500
Jumlah Aset La 22.000
50.000
15.000
65.000
ertaan Modal Pemerintah Daerah 100.000
vestasi Permanen Lainnya 30.000
Jumlah Investasi Permanen (21 s/d 22) 130.000
4 Jumlah Investasi Jangka Panjang (19 + 23) 195.000
25  ASET TETAP
26 Tanah 50.000
27  Peralatan dan Mesin 15.000
28 Gedung dan Bangunan 35.000
29 Akumulasi Penyusutan 0
30 Jumlah Aset Tetap (26 s/d 29) 100.000
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No Uraian 2017

31  ASET LAINNYA
32 Tagihan Penjualan Angsuran 1.000
33  Kemitraan Dengan Fihak Ketiga 10.000
34  Aset Tak Berwujud

35 Jumlah Aset Lainnya (32 s/d 34)

36 JUMLAH ASET (14 + 24 + 30 + 35)
37

38 KEWAIJIBAN

39 KEWAIJIBAN JANGKA PENDEK

40 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

41  Utang Bunga 1.000
42  Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 20.000
43 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (40 s/d 42) 21.900
44  KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

45  Utang Dalam Negeri-Sektor Perb 50.000
46  Utang Dalam Negeri-Obligasi 18.200
47  Premium (diskonto) Oblig 0
48 Jumlah Kewajiban Jangka Pa 68.200
49 JUMLAH KEWAIJI 90.100
50

51 EKUITAS

52  Ekuitas 241.000
53 BAN DAN EKUITAS (49 + 52) 331.100

ada Awal Tahun untuk Neraca Awal

lik dibuat untuk membalik jurnal reklasifikasi yang dibuat
tahun sebelumnya. Jurnal reklasifikasi adalah jurnal yang
at klasifikasi akhir tahun oleh pemerintah daerah untuk meng-
ikasikan aset nonlancar menjadi aset lancar sebesar jumlah yang
akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) dari tanggal pelaporan dan
mengklasifikasikan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka
pendek sebesar jumlah yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas)
bulan dari tanggal pelaporan.
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Berikut ini jurnal balik yang dibuat oleh pemerintah daerah ber-
dasarkan contoh neraca awal, adalah sebagai berikut:

a. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah berdasarkan
Neraca Awal sebesar Rp 5.000.000.000. Ini merupakan bagian dari
pinjaman jangka panjang (investasi jangka panjang) yang akan diterim
kembali pada tahun 2018. Pada akhir tahun 2017 bagian ters
diklasifikasi menjadi bagian lancar (aset lancar). Pada awal tah
dilakukan jurnal balik untuk mengembalikan bagian lanc
menjadi pinjaman jangka panjang.

Tabel 9. 5. Jurnal Balik Bagian Lancar Pinjaman kep
Perusahaan Daerah

dalam jutaan rupiah

Tanggal N?('t. Nama Akun dan Keterang; Jumiah
Bukti Debet Kredit
2 Januari 2018 XX Pinjaman Jang ang 5.000
Bagian Lancar/Pinja 5.000

akukan jurnal balik untuk mengembalikan bagian lancar
jadi pinjaman jangka panjang. Berikut ini jurnal balik yang
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Tabel 9.6. Jurnal Balik Bagian Lancar Pinjaman
Kepada Pemda Lainnya
(dalam jutaan rupiah)

No. No. Jumlah
Tanggal . Nama Akun dan Keterangan
E8 Bukti s Akun Debet Kredit
2 Januari 2018 XX  Pinjaman Jangka Panjang 3.000

Bagian Lancar Pinjaman Kepada 3.000
Pemda Lainnya

(Jurnal Balik)

c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Penjualan Angsuran (Aset Lainnya) yang aka
tahun 2018. Pada akhir tahun 2017 bagian te
bagian lancar (aset lancar). Pada awal tah
balik untuk mengembalikan bagian
penjualan angsuran.

Tabel 9 7. Jurnal Balj agihan Penjualan

(dalam jutaan rupiah)

T | No. dan Ket No. Jumlah
an . an Keterangan
= B & Akun Dpebet Kredit
2 Januari 2018 ih njualan Angsuran (TPA) 500
ian Lancar Tagihan Penjualan 500

gsuran (TPA)
(Jurnal Balik)

agi ancar Utang Jangka Panjang

B n lancar utang jangka panjang berdasarkan Neraca Awal
se r Rp 20.000.000.000. Ini merupakan bagian dari utang dalam
eri-sektor perbankan (utang jangka panjang) yang akan jatuh tempo
pembayarannya pada tahun 2018. Pada akhir tahun 2017 bagian tersebut
diklasifikasi menjadi bagian lancar. Pada awal tahun 2018 dilakukan
jurnal balik untuk mengembalikan bagian lancar tersebut menjadi utang
jangka panjang. Berikut ini Jurnal Balik yang dibuat awal tahun 2018.
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Tabel 9.8. Jurnal Balik Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan
(dalam jutaan rupiah)

o Jumlah

No. b
Tanggal . Nama Akun dan Keterangan
gga Bukti B Akun  Debet Kredit

Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang

Utang Dalam Negeri-Sektor
Perbankan

(Jurnal Balik)

2 Januari 2018 XX 20.000

20.

3. Jurnal Realisasi Belanja Modal dan Pembiayaan

Transaksi belanja modal dan pembiayaan berkaita
pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan belanja
memperoleh (menambah) aset tetap pemeri
pembiayaan untuk menambah utang jangka au mengurangi
investasi jangka panjang dan pengeluaran an bisa untuk
mengurangi utang jangka panjang investasi jangka
fiz Tanjung, 2014).

AH KOTA MERDEKA
NJA MODAL PER TRIWULAN

| [} 1l v
11.000 0 0 13.000
elanja Peralatan dan Mesin 3.000 0 4.500 2.000
Belanja Gedung dan Bangunan 11.000 0 13.000 5.000
Jumlah Belanja Modal (10 s/d 12) 25,000 0 17500 20.000
Per Tri Wulan
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Tabel 9.10. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Per Triwulan

PEMERINTAH KOTA MERDEKA
REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN
TAHUN 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

NO URAIAN | ] I

v
1  PEMBIAYAAN
2  PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga 7000 0 10 0
Keuangan Bank

4 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada 2000 3.00 0
Perusahaan Daerah
5 Penerlmaan Kembali Rlnjaman kepada 3.000 0 4.000
Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan

(3 s/d 5) 12. 5.0 6.000 11.000

Tabel 9.11. Realisasi Pengelu biayaan Per Triwulan

PEMERINTAH T, KA
REALISASI PENGELU PER TRIWULAN
n Rupiah)

12.000 0 14.000 6.000
12.000 33.000 0 15.000

5.000 6.000 8.000 4.000

3.000 5.000 0 5.000

berian Pinjaman kepada

emerintah Daerah Lainnya e 0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

(2 s/d 6) 35.000 50.000 29.000 30.000

Berdasarkan Tabel Realisasi Belanja Modal dan Realisasi Penerimaan
Pembiayaan serta Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di atas, maka
jurnal yang dibuat oleh bagian akuntansi pemerintah daerah adalah
sebagai berikut:
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a. Jurnal Realisasi Belanja Modal
Tabel 9.12. Jurnal Realisasi Belanja Modal Triwulan Pertama

(dalam jutaan rupiah)

Tanggal No.. Nama Akun dan Keterangan No. Jumiah
Bukti Akun Debet  Kredit
31 Maret 2018 XX Tanah 11.000
Peralatan dan Mesin 3.000
Gedung dan Bangunan 11.000
Kas di Kas Daerah
(Triwulan 1)

Tabel 9. 13. Jurnal Realisasi Belanja Modal Tri

an rupiah)

Tanggal No.‘ Nama Akun dan Keterangan Jumiah
Bukti Kredit
30 Sept 2018 XX  Peralatan dan Mesi 4.500
Gedung dan Banguhan 13.000
17.500

(Triwulan 111)

Tabel 9.14. ) si Belanja Modal Triwulan Keempat

(dalam jutaan rupiah)

Jumlah

Tanggal a Akun dan Keterangan

Akun  pebet Kredit

30\ Des Tanah 13.000
Peralatan dan Mesin 2.000
Gedung dan Bangunan 5.000
Kas di Kas Daerah 20.000
(Triwulan V)
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b. Jurnal Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Tabel 9.15. Jurnal Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Triwulan Pertama
. (dalam jutaan rupiah)

Tanggal HO B N Akunldan Ket No. Jumiah
an . ama Akun dan Keterangan

gga Bukti & Akun Debet Kredit
31 Maret 2018 XX Kas di Kas Daerah 12.000

Utang Dalam Negeri-Sektor
Perbankan

Pinjaman Jangka Panjang
(Triwulan 1)

Tabel 9.16. Jurnal Realisasi Penerimaan Peimb
Triwulan Kedua

(dalam jutaan rupiah)

Tanggal No.. Nama Akun dan K ngan Jumiah
Bukti N Debet Kredit
30 Juni 2018 XX Kas di Kas Daerah 5.000
5.000

enerimaan Pembiayaan
lan Ketiga

(dalam jutaan rupiah)

No. Jumlah
ma Akun dan Keterangan 5
Akun Debet Kredit
s di Kas Daerah 6.000
Utang Dalam Negeri-Sektor 1,000
Perbankan
Pinjaman Jangka Panjang 5.000
(Triwulan I11)
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Tabel 9.18. Jurnal Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Triwulan Keempat

(dalam jutaan rupiah)

No. No. Jumlah
Tanggal . Nama Akun dan Keterangan
g8 Bukti & Akun Debet Kredit
30 Des 2018 XX Kas di Kas Daerah 11.000
Utang Dalam Negeri-Sektor
Perbankan

Pinjaman Jangka Panjang
(Triwulan V)

c. Jurnal Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 9.19. Jurnal Realisasi Pengeluaran
Triwulan Pertama

m jutaan rupiah)

Tanggal Ml e A Jumiah
an . ama Akun dan
L8 Bukti Debet Kredit
31 Maret 2018 XX 12.000

12.000

5.000

6.000

35.000

. Jurnal Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Triwulan Kedua

(dalam jutaan rupiah)
No. Jumlah

Nama Akun dan Keterangan
&2 Akun Debet Kredit

Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah 33.000
;J:?Eagnllz::‘am Negeri-Sektor 6.000
Pinjaman Jangka Panjang 11.000

Kas di Kas Daerah 50.000
(Triwulan 1)
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Tabel 9.21. Jurnal Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Triwulan Ketiga
(dalam jutaan rupiah)

Tanggal © " Nama Akun dan Keterangan No. Jumiah
Bukti Akun  Dpebet  Kredit
30 Sept 2018 XX Dana Cadangan 14.000
g;c:;\tr:agni::lam Negeri-Sektor 8.000
Pinjaman Jangka Panjang 7.000
Kas di Kas Daerah @ )0
(Triwulan 111)

Tabel 9. 22. Jurnal Realisasi Pengeluaran Pemb
Triwulan Keempat

(dalem jutaan rupiah)

Tanggal No.. Nama Akun dan Keterangan Jumiah

Bukti Debet Kredit

30 Des 2018 XX Dana Cadangan 6.000

o

utang 4.000

Perb

i 5.000

30.000

an Piutang

mpiran | PP Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan
ng dalam neraca pemerintah daerah bisa berupa piutang
iutang retribusi. Penyajian piutang tersebut dalam neraca
sebesar nilai neto, yaitu nilai nominal piutang dikurangi
sihan piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat)
ngan klasifikasi sebagai berikut:

e Kualitas Piutang Lancar.

e Kualitas Piutang Kurang Lancar.
e Kualitas Piutang Diragukan.

e Kualitas piutang Macet.
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a.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya
ditetapkan oleh kepala daerah (self assessment) dilakukan
dengan ketentuan:
1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
a) Umur piutang kurang dari 1 tahun.
b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan. dan/atau
c) Wajib pajak kooperatif.
d) Wajib pajak likuid.
e) Waijib pajak tidak mengajukan keberatan/ba
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tah
b) Wajib pajak kurang kooperatif.
c) Wajib Pajak menyetujui sebagia
d) Waijib pajak mengajukan ke
3. Kualitas Diragukan, dengan krite
a) Umur piutang 3 sampai de
b) Wajib pajak tidak
c) Wajib Pajak tidak i seluruh hasil pemeriksaan.
d) Waijib pajak litan likuiditas

tas Lancar, dengan kriteria:

Umur piutang kurang dari 1 tahun.

Wajib pajak kooperatif.

Waijib pajak likuid.

Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun.

b) Wajib pajak kurang kooperatif.

c) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
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3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

a) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun. dan/atau

b) Wajib pajak tidak kooperatif.

c¢) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:

a) Umur piutang di atas 5 tahun.

b) Wajib pajak tidak ditemukan.

c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia.

d) Waijib pajak mengalami musibah (force maj
Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus
Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik
1. Kualitas Lancar, jika umur piutang O s

bulan.
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur | sampal dengan

3 bulan.
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan

12 bulan.

4. Kualitas Macet, jika

r pidtang lebih dari 12 bulan.

Jurnal untuk penyisih ng u periode berjalan dengan

memperhatikan da tang berdasarkan kualitas
piutangnya disisi osentase piutang yang tidak tertagih

. Kualitas Piutang

%

0.5%
10%
50%

100%

Berikut ini contoh Informasi Tambah Piutang Pajak Daerah
untuk menjelaskan Jurnal Penyisihan Piutang Pajak Daerah,
sebagai berikut:

Pada Triwulan keempat (akhir tahun) telah diterbitkan Surat
Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada wajib pajak
daerah sebesar Rp 700.000.000 (Kualitas Piutang Lancar).

Bab IX: Teknis Penyusunan Neraca 193



Dengan demikian, maka penyisihan saldo piutang pada akhir
tahun adalah sebesar :

0.5% X Rp.700.000.000 = Rp.3.500.000

Berikut ini jurnal yang dibuat untuk mencatat penyisihan
piutang pajak daerah:

Tabel 9.24. Jurnal Penyisihan Piutang Pajak Daerah

(dalam jutaan

No

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Akun

o.
Bukti
Beban Penyisihan Piutang Pajak

Daerah 918

31 Des 2018 XX

Penyisihan Piutang Pajak Daerah 350

5. Akuntansi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK

Utang PFK timbul dikarenakan
yang dilakukan oleh pemerintah d

pun atau pemotongan

a
untuk kepentingan Fihak ketiga.

Contoh:
a. Pemotongan PPh p mbayaran gaji pegawai
b. Taspen
c. Askes
d. Pemungutan P 22 saat membeli barang
e membeli barang atau jasa

sar jumlah yang masih harus disetorkan.

Berikut ini contoh pemotongan/pemungutan serta penyetoran PFK
yang dilakukan pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan untuk
menjelaskan akuntansi utang PFK.
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Tabel 9.25. Pemungutan/Pemotongan Serta Penyetoran PFK

Per Triwulan
No Uraian POT/PUT PENYETORAN
1 Triwulan | 300,000.000 1,200,000.000
2 Triwulan 1l 600,000.000 500,000.000
3 Triwulan [l 700,000.000 700,000.000
4  Triwulan IV 800,000.000 450,000,
Jumlah 2,400,000.000 2,850 00

d. Jurnal Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Triw
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada
triwulan pertama sudah termasuk penye
ada pada Neraca Awal yaitu sebesar
ini jurnal yang dibuat oleh bagian ak
untuk mencatat Pemotongan/Pemu
PFK.

erintah daerah
rta Penyetoran

Tabel 9.26. Jurnal Utang Perhitungan ungutan/Pemotongan
Fihak Ketiga {RF i rtama

(dalam jutaan rupiah)

Tanggal No.' 1 Keterangan No. Jumlah
Bukti Akun pebet Kredit
31 Maret 2018 XX 300
itungan Fihak Ketiga 300

ungutan/Pemotongan
iwulan 1)

. Jurnal Utang Perhitungan Penyetoran Fihak Ketiga

(PFK) Triwulan Pertama
(dalam jutaan rupiah)
No. No. Jumlah
anggal . Nama Akun dan Keterangan
eed Bukti - Akun Debet Kredit

Utang Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
Kas di Kas Daerah 1.200

(Penyetoran Triwulan 1)

31 Maret 2018 XX 1.200
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e. Jurnal Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Triwulan Kedua.

Tabel 9.28. Jurnal Utang Perhitungan Pemungutan/Pemotongan
Fihak Ketiga (PFK) Triwulan Kedua

(dalam jutaan rupiah)
No. Jumlah

Akun  pebet  Kredit
30 Juni 2018 XX Kas di Kas Daerah 600
Utang Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK)
(Pemungutan/Pemotongan

Triwulan 1)

No.
Tanggal Bukti Nama Akun dan Keterangan

Tabel 9.29. Jurnal Utang Perhitungan Penyetoran F

(PFK) Triwulan Kedua

(dalam jutaan rupiah)

Tanggal V% Nama Akun dan K Jumlah
angga . Nama Akun dan an
= Buli 8 A Debet Kredit
30 Juni 2018 xx  Jtans Perhitungaiifiha a <00
500

f.  Jurnal n Fihak Ketiga (PFK) Triwulan Ketiga

Tabel al Ut Perhitungan Pemungutan/Pemotongan
k Ketiga (PFK) Triwulan Ketiga

(dalam jutaan rupiah)

No. Jumlah
Nama Akun dan Keterangan 5
Akun Dpebet Kredit
Kas di Kas Daerah 700
Utang Perhitungan Fihak Ketiga 700

(PFK)
(Pemungutan/Pemotongan
Triwulan 1I1)
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Tabel 9.31. Jurnal Utang Perhitungan Penyetoran Fihak Ketiga

(PFK) Triwulan Ketiga
(dalam jutaan rupiah)
No. No. Jumlah
Tanggal . Nama Akun dan Keterangan
Bga Bukti < Akun Debet Kredit

Utang Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
Kas di Kas Daerah

30 Sept 2018 XX 700

(Penyetoran Triwulan 111)

g. Jurnal Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tri
Tabel 9.32. Jurnal Utang Perhitungan Pemungutan/F
Fihak Ketiga (PFK) Triwulan Keem
(dala aan rupiah)
No. Jumlah
A Debet  Kredit
800

No.
Bukti Nama Akun dan Keteranga
31 Des 2018 XX Kas di Kas Daerah
Utang Perhitungan Fiha

Tanggal

800

Tabel 9.33. Ju hitungan Penyetoran Fihak Ketiga

iwulan Keempat

(dalam jutaan rupiah)
No. Jumlah
ma Akun dan Keterangan 5
Akun  pebet Kredit

Utang Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
Kas di Kas Daerah 450

(Penyetoran Triwulan V)

es 2! 450

Jurnal Reklasifikasi dan Penyesuaian Akhir Tahun

Jurnal reklasifikasi telah dijelaskan pada subbab sebelumnya yaitu
pada pencatatan jurnal balik. Penulis mengingatkan kembali dalam
PSAP BA 01 paragraf 45 menjelaskan bahwa setiap entitas pelaporan
mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta
mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek
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dan jangka panjang dalam neraca. Selanjutnya pada paragraf 46
dijelaskan bahwa setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos
aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan
akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima
atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berikut
ini akan diberikan contoh-contoh transaksi untuk menggambar
reklasifikasi, sebagai berikut:

1. Pinjaman jangka panjang yang akan diterima kembali dal
12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan (31 Dese
adalah:
a. Pinjaman kepada perusahaan daerah sebesar
b. Pinjaman kepada pemda lainnya sebesa

2. Tagihan Penjualan Angsuran yang akan
waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal (31 Desember
2018) sebesar Rp 600.000.000

3. Kewajiban jangka panjang yaitu u
dan utang dalam negeri-obli
12 (dua belas) bulan dari
adalah:

a. Sektor perbank

b. Obligasi seb

I-sektor perbankan
kan dibayar dalam waktu
ran (31 Desember 2018)
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1. Buku Besar Neraca

Tabel 9.34. Buku Besar Neraca Akun Kas di Kas Daerah

(dalam jutaan rupiah)

Nama Akun : Kas di Kas Daerah Nomor Akun :
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref . .
Debet Kredit Debet Kredit
2018
Saldo Awal 10.000
31 Maret Pendapatan | JU 84.500
Beban | JU 27.500
Belanja Modal | JU 25.000

Penerimaan Pembiayaan | JU  12.000
Pengeluaran Pembiayaan | JU
Penerimaan PFK | JuU 300

Pengeluaran PFK |

30 Juni  Pendapatan I 65.100

Beban I 15.700  49.400

Penerimaan Pembiay 54.400

Pengeluaran Pe U 50.000 4.400

Penerimaan PEK [1 5.000

Pengeluaran Ju 900 4.100

30-Sep apata JU  75.500 79.600
Ju

20.000  59.600

| JU 17.500 42.100

Pembiayaan Ill  JU 6.000 48.100

an Pembiayaan | 29.000  19.100

erimaan PFK Il JU 700 19.800
Pengeluaran PFK IlI JU 1.100 18.700
Pendapatan IV JU  74.500 93.200
Beban IV JU 33.300 59.900
Pindah Jurnal JU 1.200 58.700
Belanja Modal IV JU 20.000 38.700
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Nama Akun : Kas di Kas Daerah Nomor Akun :
Mutasi Saldo

Tanggal Keterangan Ref . .
Debet Kredit Debet Kredit
:i/enerlmaan Pembiayaan U 11.000 49700
:i;angeluaran Pembiayaan U 30000 19.700
Penerimaan PFK IV JU 800 20.500
Pengeluaran PFK IV JU 700 19.800

Tabel 9.35. Buku Besar Neraca Akun Kas di Benda
Pengeluaran

jutaan)

Akun :

Saldo
Debet Kredit

tasi
Ref
Deb
Saldo Awal 800
30 Juni 2018 Beli Persediaan JU 800 0
30 Des 2018 "M@ (BUD) Bendaligra {8 | 00 1.200
Umum Daerah
JU
.36. Bul Ne

Nama Akun : Kas di Bendahara Pengeluara

Tanggal Keterangan

700 500

Akun Kas di Bendahara Penerimaan
(dalam jutaan)
endahara Penerimaan Nomor Akun :
Mutasi Saldo
Debet Kredit Debet Kredit

Ref

aldo Awal 400

Tabel 9.37. Buku Besar Neraca Akun Investasi Jangka Pendek
(dalam jutaan)
Nama Akun : Investasi Jangka Pendek Nomor Akun :
Mutasi Saldo
Debet Kredit Debet Kredit

Tanggal Keterangan Ref

2018
Saldo Awal 1.200
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Tabel 9.38. Buku Besar Neraca Akun Piutang Pajak
(dalam jutaan)

Nama Akun : Piutang Pajak Nomor Akun :
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref . :
Debet Kredit  Debet Kredit
Saldo Awal 400
31 Maret 2018 Penerimaan | JU 400 0
30 Des 2018 Pendapatan IV JU 700 700

Tabel 9.39. Buku Besar Neraca Akun Piutang Retribusi

Nama Akun : Piutang Retribusi
Mutasi Saldo

Tanggal Keterangan Ref . .
Debet Kredit , “Debet Kredit
Saldo Awal 200
31 Maret 2018 Penerimaan | JU 0
30 Des 2018 Pendapatan IV 300 300

Tabel 9.40. Buk un Penyisihan
jutan

(dalam jutaan)
Nama Akun : isi jutang Pajak Daerah Nomor Akun :

Mutasi Saldo
Debet Kredit Debet Kredit
0
350 350

19.41. Buku Besar Neraca Akun Bagian Lancar Pinjaman
kepada Perusahaan Daerah
(dalam jutaan)

a Akun : Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan

Daerah Nomor Akun :
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref . .
Debet Kredit Debet Kredit
2018
Saldo Awal 5.000
2-Jan Jurnal Balik JB 5.000 0
31 Des Jurnal Reklasifikasi JR  4.000 4.000
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Tabel 9.42. Buku Besar Neraca Akun Bagian Lancar Pinjaman
kepada Pemda Lainnya
(dalam jutaan)

Nama Akun : Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya Nomor Akun :

Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref
Debet Kredit Debet Kredit
Saldo Awal 3.000
2-Jan 2018  Jurnal Balik JB 3.000 0
31 Des 2018 Jurnal Reklasifikasi JR 2.000 2.00

Tabel 9.43. Buku Besar Neraca Akun Bagian Lap
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

jutaan)
Nama Akun : Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angs PA) or Akun :
Saldo
Tanggal Keterangan Ref .
Debet Debet Kredit
Saldo Awal 500
2-Jan 2018  Jurnal Balik 500 0
31 Des 2018 Jurnal Reklasifikasi 600

eraca Akun Persediaan
(dalam jutaan)

Nomor Akun :
Mutasi Saldo
Debet Kredit Debet Kredit
500
500 1.000
Beli Il JU 1.500 2.500
Beli Ill JU 600 3.100
Beli IV JU 2.000 5.100
Pemakaian JuU 4500 600
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Tabel 9.45. Buku Besar Neraca Akun Pinjaman Jangka Panjang
(dalam jutaan)

Nama Akun : Pinjaman Jangka Panjang Nomor Akun :
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref . :
Debet Kredit Debet Kredit
Saldo Awal 50.000
31-Jan 2018 Jurnal Balik JB 5.000 55.000
Jurnal Balik JB 3.000 58.000

31 Maret 2018 Penerimaan Pembiayaan | JU 3.000
Pengeluaran Pembiayaan | JU  6.000
30 Juni 2018  Penerimaan Pembiayaan Il JU
Pengeluaran Pembiayaan I JU 11.000
30-Sep 2018  Penerimaan Pembiayaan Il JU
Pengeluaran Pembiayaan Il JU g
65.000
70.000

JuU
Pengeluaran Pembiayaan IV 4 JU
31 Des 2018  Jurnal Reklasifikasi R 6.000 64.000
Tabel 9.46. Buku Bes raca Akun'Investasi dalam Surat
i Su
R

30 Des 2018  Penerimaan Pembiayaan IV

(dalam jutaan)

Nama Akun : In si Utang Negara Nomor Akun :
Mutasi Saldo
Tanggal g ef 5 5
Debet Kredit Debet Kredit
2018

Saldo 15.000

bél9.47. Buku Besar Neraca Akun Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah

(dalam jutaan)
a Akun : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Nomor Akun :

Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref 5 .
Debet Kredit Debet Kredit
Saldo Awal 100.000
31 Maret 201 "cngeluaran U 12.000 112.000
Pembiayaan |

Bab IX: Teknis Penyusunan Neraca 203



Pengeluaran
Pembiayaan I
Pengeluaran
Pembiayaan IV

30 Juni 2018 JU  33.000 145.000

30 Des 2018 JU  15.000 160.000

Tabel 9.48. Buku Besar Neraca Akun Investasi Permanen Lainnya

(dalam juta
Nama Akun : Investasi Permanen Lainnya Nomor Aku
Mutasi Sal
Tanggal Keterangan Ref 5
Debet Kredit Debe
2018
Saldo Awal

Tabel 9.49. Buku Besar Neraca A anah

(dalam jutaan)
Nomor Akun :
Mutasi Saldo

Nama Akun : Tanah

Tanggal Keterangan Kredit Debet Kredit
Saldo Awal 50.000
31 Maret 2018 Belanja Modal | 61.000
30 Des 2018  Belanja 13.000 74.000

Tabel eraca Akun Penyisihan Piutang

ajak Daerah
(dalam jutaan)

: Peralatan dan Msein Nomor Akun :

Mutasi Saldo
Keterangan Ref . 5
Debet Kredit Debet Kredit
Saldo Awal 15.000
018 Belanja Modal | JuU 3.000 18.000
Belanja Modal I JU 4.500 22.500
Belanja Modal IV JU 2.000 24.500
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Tabel 9.51. Buku Besar Neraca Akun Gedung dan Bangunan
(dalam jutaan)

Nama Akun : Gedung dan Bangunan Nomor Akun :
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref 5 :
Debet Kredit Debet Kredit
Saldo Awal 35.000
31 Maret 2018 Belanja Modal | JU 11.000 46.000
30-Sep 2018 Belanja Modal IlI JU  13.000 59.000

30 Des 2018  Belanja Modal IV JU 5.000 64.00

Tabel 9.52. Buku Besar Neraca Akun Penyisihan P
Pajak Daerah

Nama Akun : Akumulasi Penyusutan

Tanggal Keterangan Ref
g =2 ebet Debet Kredit
0

5.413 5.413

Saldo Awal
31 Des 2018 Penyusutan

Tabel 9.53. Buku Besar Ner. un Dana Cadangan

(dalam jutaan)
Nam q Cadangan Nomor Akun :
Mutasi Saldo

Tanggal Ref
Debet Kredit Debet Kredit
2018
0
ran Pembiayaan | JU 12.000 12.000
Pengeluaran Pembiayaan Il JU  14.000 26.000
engeluaran Pembiayaan IV JU 6.000 32.000
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Tabel 9.54. Buku Besar Neraca Akun Tagihan Penjualan
Angsuran (TPA)

(dalam jutaan)

Nama Akun : Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Nomor Akun :
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref . .
Debet Kredit Debet Kredit
Saldo Awal 1.000
2-Jan 2018 Jurnal Balik JB 500 1.500
31 Maret 2018 Pembayaran | JU 500 1.0
31 Des 2018 Jurnal Reklasifikasi JR 600

Tabel 9.55. Buku Besar Neraca Akun Kemitr,
dengan Fihak Ketiga

m jutaan)
Nama Akun : Kemitraan Dengan Fihak Keti Nomor Akun :
Saldo
Tanggal Keterangan 4 5
Debet dit Debet Kredit
2018

Saldo Awal 10.000

Tabel 9.56. B a Akun Aset Tak Berwujud
(dalam jutaan)
Berwujud Nomor Akun :
Mutasi Saldo
Tanggal Ref . 5
Debet Kredit Debet Kredit

3.000

abel 9.57. Buku Besar Neraca Akun Utang Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)
(dalam jutaan)

Nama Akun : Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Nomor Akun :
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref 5 5
Debet Kredit Debet Kredit
Saldo Awal 900
31 Maret 2018 Potongan/Pemungutan !  JU 300 1.200
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Setoran | JU 1.200 0

30 Juni 2018 f’l°t°"ga"/ Pemungutan 600 600
Setoran |l JU 500 100
30-Sep 2018 f’l‘l’m”ga"/ Pemungutan 700 800
Setoran Il JU 700
30 Des 2018 I:\?tongan/Pemungutan U 800
Setoran IV JU 450
Tabel 9.58. Buku Besar Neraca Akun Utang BUng
jutaan)
Nama Akun : Utang Bunga Akun :
Tanggal Ket Ref saldo
angga eterangan e
= = Debet Kredit
Saldo Awal 1.000
31 Maret 2018 Pembayaran | 0
30 Des 2018 Beban IV 900 900

Tabel 9.59. Buk a Akun Bagian Lancar Utang

(dalam jutaan)

tang Jangka Panjang Nomor Akun :

Mutasi Saldo
Ref Debet Kredit Debet Kredit
al 20.000
nal Balik JB  20.000 0
Jurnal Reklasifikasi JR 9.500 9.500
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Tabel 9.60. Buku Besar Neraca Akun Utang Dalam Negeri-Sektor

Perbankan
(dalam jutaan)
Nama Akun : Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan Nomor Akun :
Mutasi Saldo
Tanggal Keterangan Ref . 5
Debet Kredit Debet Kredit
Saldo Awal
2-Jan 2018 Jurnal Balik JB

31 Maret 2018 Penerimaan Pembiayaan | JU
Pengeluaran Pembiayaan |  JU
30 Juni 2018  Pengeluaran Pembiayaan Il JU
30-Sep 2018 Penerimaan Pembiayaan Il JU
Pengeluaran Pembiayaan Il JU
30 Des 2018  Penerimaan Pembiayaan IV JU
Pengeluaran Pembiayaan IV JU
31 Des 2018  Jurnal Reklasifikasi JR

Tabel 9.61. Buku Besar Neraca Akun Dalam Negeri-Obligasi
(dalam jutaan)

Nama Akun : Utang Dala asi Nomor Akun :

Mutasi Saldo
Tanggal
Debet Kredit Debet Kredit
18.200
31 Des 2018 JR 4.500 13.700

9.62. Buku Besar Neraca Akun Ekuitas
(dalam jutaan)

Nama Akun : Ekuitas Nomor Akun :

Mutasi Saldo
Keterangan Ref
Debet Kredit Debet Kredit
Saldo Awal 241.000
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D. Penyajian Neraca

1. Neraca Saldo

Sebelum melakukan penyusunan neraca, maka terlebih dahulu
akan disajikan neraca saldo akun neraca yang diambil dari buku besar
masing-masing akun pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Tabel 9. 63. Neraca Saldo Akun Neraca

PEMERINTAH KOTA MERDEKA
NERACA SALDO AKUN NERACA
31 DESEMBER 2018

2
o

Nama Akun

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak

Piutang Retribusi
Penyisihan Piutang Paj

00 N o o A W N BB

Bagian Lancar Pinja
Bagian Lancar Pi

Lainnya 2.000

alan Angsuran 600

600

64.000

15.000

160.000

30.000

74.000

24.500

Gedung dan Bangunan 64.000
Akumulasi Penyusutan 5.413

20 Dana Cadangan 32.000

21 Tagihan Penjualan Angsuran 400

22 Kemitraan Dengan Fihak Ketiga 10.000

23 Aset Tak Berwujud 3.000
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No Nama Akun Debet Kredit

24 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 450
25 Utang Bunga 900
26 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 9.500

27 Utang Jangka Pendek Lainnya 800
28 Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan 57.
29 Utang Dalam Negeri-Obligasi
30 Ekuitas

31 JUMLAH 507.35!

2. Penyajian Neraca

Berdasarkan saldo akun neraca pada tabel S, anjutnya
dilakukan penyusunan neraca pemerintah dagrah seb@gai berikut:

PEMERINTAH
N

Per 31 D n 2017

(dalam jutaan rupiah)

2018 2017

19.800 10.000

0.500 0.800

0.400 0.400

1.200 1.200

0.700 0.400

0.300 0.200

enyisihan Piutang 0.350 0.000
gzgraal Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan 4.000 5.000
Ezilfar;, LLaaril;i;aPlnjaman Kepada Pemerintah 2,000 3.000

12 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 0.600 0.500
13  Persediaan 0.600 0.500
14 Jumlah Aset Lancar (3 s/d 13) 30.450 22.000
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No

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

46
47
48
49

Uraian 2018
INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Nonpermanen

Pinjaman Jangka Panjang 64.000
Investasi Dalam Surat Utang Negara 15.000
Jumlah Investasi Nonpermanen (17 s/d 18) 79.000

Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 160.000
Investasi Permanen Lainnya
Jumlah Investasi Permanen (21 s/d 22)
Jumlah Investasi Jangka Panjang (19 + 23)
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan .000

Akumulasi Penyusutan -5.413

Jumlah Aset Tetap (26 s/d 29) 157.087
DANA CADANGAN
Dana Cadangan 32.000
Jumlah Dana Cada 32.000
400
10.000
3.000
13.400
501.937
AJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 450
Utang Bunga 900
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 9.500
Utang Jangka Pendek Lainnya 800
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (43 s/d 45) 11.650

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan 57.000

2017

50.000
15.000
65.0

50.000
15.000
35.000

0.000
100.000

1.000
10.000
3.000
14.000
331.000

900
1.000
20.000

21.900

50.000
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No Uraian 2018 2017

50 Utang Dalam Negeri-Obligasi 13.700 18.200
51  Premium (diskonto) Obligasi 0 0
52  Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (48 s/d 50) 70.700 68.200
53 JUMLAH KEWAJIBAN (46 + 51) 82.350

54

55  EKUITAS

56  Ekuitas 419.587

57 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (52 + 55) 501.937

O
&6
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CATATAN ATAS LAPORAN q

KEUANGAN

Laporan

A. Struktur dan Isi
Keuangan

Catatan Atas Lap (CalK) disajikan secara sistematis

/menyajikan/menyediakan informasi sebagai berikut:

Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan

entitas akuntansi (paragraf 17-18).

Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi,

meliputi:

a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat
entitas berada.



b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokok.
c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan
operasional entitas.
2.  Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
makro (Paragraf 19-23).
a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan yang diungkapkan
dalam CalK adalah:
1) Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan penda
2) Efisiensi belanja dan penetuan sumber atau pe
pembiayaan
Contoh:
a) Penjabaranrencana strategis dalam kebi
APBN/APBD.
b) Sasaran, program dan priori
c) Kebijakan intensifikasi/ekste
d) Pengembangan pasar surat
b. Informasi tentang ekonomi ro ya
CalK adalah asumsi-asu ikator ekonomi makro yang
digunakan dalam pe
capaiannya. Indikat i ro tersebut antara lain:
1) Produk Do i uk Domestik Regional Bruto
2)
3)
4)
5)

perikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
aian target (Paragraf 24-29).

harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting
ama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang
pertama kali disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang
ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah
lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan
untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara
garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam ABPN/
APBD dengan realisasinya. |khtisar disajikan untuk memperoleh
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gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam
merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang
telah ditetapkan dalam APBN/APBD.

Ikhtisar yang disajikan untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun
pembiayaan mempunyai struktur sebagai berikut:

a. Nilai target total.

b. Nilai realisasi total.

c. Prosentase perbandingan antara target dan realisasi.
d. Alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan

Manajemen entitas pelaporan perlu memberikan informasi

dan kebijakan-kebijakan akuntansi
transaksi-transaksi dan kejadia
30-50).

. Pengungkapan diperlukan jika
engikuti asumsi atau konsep tersebut

Asumsi kemandirian entitas

Berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit
yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan
laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit
instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu
indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan
entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya
dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab
atas:
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a) Pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca
untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya.
b) Kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya
dimaksud.
c) Utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas.
d) Terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.
2) Asumsi kesinambungan entitas.
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa e
pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan
pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melaku
atas entitas pelaporan dalam jangka pende
3) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (m
ment)
Laporan keuangan entitas pelapora

b. Kebijakan Akuntansi
Terdapat empat perti ilihan untuk penerapan
kebijakan akuntansi i pat dan penyiapan laporan
keuangan oleh i
1)
2) i i ingkupi banyak transaksi. Hal tersebut

U disembunyikan.
mengungguli bentuk.
aksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan
an disajikan sesuai dengan hakikat transaksi dan realita
kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum
transaksi atau kejadian.
4) Materialitas
Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen
yang cukup material yang memengaruhi evaluasi atau
keputusan-keputusan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan
menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas
pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material
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memengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas,
dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi
pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-
prinsip yang sesuai.

Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan
Keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1) Entitas pelaporan
Untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat

mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh ¢
di atasnya. Ketiadaan informasi mengenai entitas
komponennya mempunyai potensi kesalahp
mengidentifikasi permasalahan yang ada.

2) Basis akuntansi yang mendasari penyusu
Pernyataan penggunaan basis akuntansi

n laporan keuangan

ndasari laporan

3) g 2 gunakan dalam penyusunan laporan

, maka informasi yang disajikan harus cukup
dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang

euangan dapat mengetahui dasar-dasar pengukuran yang
an sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.

ampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan
oleh suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Sebaliknya
penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas

5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami
laporan keuangan.
Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan
dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan
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atas Laporan Keuangan. Contoh, pengungkapan informasi untuk
pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya
dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan
akuntansi terhadap selisih kurs.

Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-
pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak
material. Selain itu, perlu diungkapkan kebijakan akuntansi y
dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Standar ini. La
keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angk
periode sebelumnya.
Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh materi
kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif h
Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak
material dalam tahun perubahan juga
berpengaruh secara material terhadap
datang.

hun-tahun yang akan
6. Menyajikan rincian dan penjelas sing-m pos yang disajikan
pada lembar muka laporan aragraf 51-57).
Catatan atas Laporan K menyajikan rincian dan

penjelasan atas masin dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan P Ido Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Lap. an Laporan Perubahan Ekuitas.

ng diharuskan oleh Pernyataan Standar

an kontingensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan
masi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat
emberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain
laporan keuangan.

Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan (paragraf 61-63).

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-
kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
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a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan.

b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh
manajemen baru.

c. Komitmen atau kontingensi yang tidak dapat disajikan pada
Neraca.
Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.

e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya
pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlak

pelengkap standar ini.

CalK dapat disajikan dalam bentuk narasi, bagan, gg
skedul atau bentuk lainnya yang lazim yang mengi
ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan
hasil-hasilnya selama satu periode sehingga
dalam memahami laporan keuangan.

B. Susunan Catatan Atas oran Keuangan

PSAP No 4 Paragraf 64 m wa susunan Catatan atas
Laporan Keuangan biasanya : ai berikut:
1. Informasi Umum te g 2 aporan dan Entitas Akuntansi.
2 onomi makro.
3 ngan berikut hambatan dan kendalanya.
4. Kebijaka

aian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan

gan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi

emerintahan oleh suatu entitas pelaporan.

Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk

memahami laporan keuangan.

Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:

a. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan.

b. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka Laporan Keuangan

6. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.
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0‘34’

Aktivitas Investasi ivi im dan pengeluaran kas yang
it erolehan dan pelepasan aset
estasi lainnya yang tidak termasuk

Aktivitas invest inkan pengeluaran kas yang telah terjadi
sumber daya yang dimaksudkan untuk
enghasilkan pendapatan dan arus kas masa
depan
Aktivita i . aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional entitas
selama satu periode akuntansi.
endanaan : aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
berhubungan dengan pemberian piutang jangka
panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang
yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah
dan komposisi piutang jangka panjang dan utang
jangka panjang.
Aktivitas transitoris : aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi,
dan pendanaan.



akuntabilitas : 1. kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertang-
gungjawaban organ sehingga pengelolaan
perusahaan terlaksana secara efektif; 2. memper-
tanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada entitas pelaporan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
pertanggungan jawab;4. asas yang menent

dipertanggungjawabkan kepada
rakyat sebagai pemegang ked

Akuntansi komersial : merupakan aktivitas

Akuntansi

an yang penting dalam siklus
lisis digunakan untuk mengetahui
dari transaksi terhadap akun-akun
membentuk persamaan dasar akuntansi
man tindakan yang akan dilaksanakan
emerintah meliputi rencana pendapatan, belanja,
transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam
satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi
tertentu secara sistematis untuk satu periode.
: sumber daya ekonomi yang dikuasai dan
atau dimiliki oleh pemerintah daerah, sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.

Analisis transaksi

Anggaran
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Bantuan keuangan : bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan
secara proporsional

Basis akutansi

Belanja modal : suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah
aset tetap atau investasi yang ada sehingga
memberikan manfaatnya tersendiri pada pe

tertentu.
Belanja
negara/daerah . kewajiban pemerintah pusat/daes
sebagai pengurang nilai kekaysa
Belanja 1 semua pengeluaran darireke
daerah yang mengura
dalam periode tahun a
yang tidak akan diperol rannya kembali
Bendahara umum : pemegang) atau pengurus

tansi di mana penerimaan dan
iakui atau dicatat ketika transaksi

Berbasis akrual

tersebut diterima atau dibayarkan.

utama pencatatan transaksi keuangan yang

engonsolidasikan masukan dari semua jurnal

akuntansi dan merupakan penggolongan rekening

sejenis.

: pungutan negara yang artien dikenakan terhadap

barang-barang tertentu yang mempunyai sifat

dan karakteristik tertentu

: kebalikan dari kredit, sebagai catatan pada akun

pembukuan yang menambah nilai aset atau

mengurangi jumlah kewajiban.

Ekuitas : kekayaan bersih pemerintah daerah yang meru-
pakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah pada tanggal laporan.

Buku besar
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Jurnal . buku pencatatan awal untuk mencatat transaksi
secara kronologis (berdasarkan urut waktu kejadian)
yang memiliki kolom untuk mencantumkan
tanggal, nama akun dan uraiannya referensi dan
dua kolom untuk jumlah debit dan kredit.

Kerangka Konseptual

Akuntansi
Pemerintahan : konsep dasar penyusunan dan pengemba
SAP, yang merupakan acuan bagi KSAP, p
laporan keuangan, pemeriksa, dan
laporan keuangan dalam menc
atas sesuatu masalah yang be
Pernyataan Standar Akuntansi .
laporan keuangan : bentuk pertanggungjaw ag a ditetap-
kan dalam Pasal 30, dan Pasal 32

Undang-Undang Nomo n 2003 tentang
Keuangan Ne (2) dan ayat (3),
3) Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara
04, Pasal 1 angka 9].
entukan suatu transaksi sebagai
ngan atau transaksi non keuangan,
entukan suatu transaksi berpengaruh
akun apa berdasarkan bukti pembukuan.
/kumpulan akun beserta saldonya. penyusunan
eraca saldo ini dilakukan dengan menuliskan
kode dan nama akun beserta saldonya dalam
neraca saldo dengan saldo debit atau kredit
yang sesuai dengan saldo buku besar.
Neto : selisih antara penerimaan pembiayaan dengan
pengeluaran pembiayaan.
: prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.

Menganalisis transaksi :

Neraca sald

Pe ntah (SAP)

Pendapatan
negara/daerah : hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.
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Pendapatan : semua penerimaan rekening kas umum negara/
daerah yang menambah saldo anggaran lebih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengukuran . proses penetapan nilai uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap pos dalam lapor
keuangan.

Pusat (SiAP) : serangkaian prosedur manual maup

terkomputerisasi mulai dari pengum
pencatatan, pengikhtisaran sa i

pelaporan posisi keuangan dan @perasi
aku Bendahara

pada Kementerian Keuang
ran t pencatatan dan

Umum Negara.
dengan transaksi keuangan
badan yang berwenang

Sistem Akuntansi
Standar Akuntansi
standar akuntansi : pedoman da
pelaporan
yang di

tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari
n tahun yang berjalan.

aktu selama 12 bulan berturut-turut
dasar penyelenggaraan dan penutupan
, untuk menetapkan hasil usaha, keadaan
euangan, rencana kerja dan anggaran.
peristiwa ekonomi yang terjadi pada suatu entitas

yang dicatat dalam akuntansi.

tahun buku
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